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Yang 
(!Casus 

Dilakakan 
di Lippo 

Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah 
memberiklm kesernpatan kepada pibak swasta untuk tum! serta menyadiakan 
perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan 
haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak 
membuat suatu peljanjian yang dikeual dengan istilah Pengikatan Jual Beli. 
Penelitian Ini adalah penelitian yuridis normatif Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa jual bell ·yang dilakuklm dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan 
Akta Jual Beli, jika syarat-syarat yang ditangguhkan telah dipenuhi. Pengikatan 
Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional, tidak menyebahklm beralibnya hak 
atas tanah dan bangunan kepada pembeli. 
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opportunities to private enterprises to join in the effort of providing housing for 
the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes 
not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an 
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research was the juridical research normative. From the results of the research~ it 
is concluded !bat trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase 
should immediately he followed by the Sale and Purchase Certificate once all the 
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BABl 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakaog l'ermasalaban 

Jual beli merupakan perbuatan bukum yang paling umum yang dilakukan 

masyarakat Hal ini dapat dilihat dari banyakuya media yang memberikan layanan 

ilclan jual beli, baik media cetak maupun media elektronik. 

Mengenai pengertian jual beli dapat dilihat berdasarkan ketentuan Kitab 

Undang-undang Hukum l'erdata (KlJHI'erdata) diatur dalam Pasal 1457 

KUHI'erdata, yang berbunyi Jual beli adalab suatu peijanjian, dengan mana pibak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan4 Pengertian perjanjian jual 

beli menurut Abdulkadir Muhammad adalab perjanjian dengan mana penjual 

memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli 

sebegai imbalan sejumlah uang yang disebut barga5 Dari pengertian-pengertian 

tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban: 

L Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada 

pembeli 

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada 

penjual• 

Hal tersebut sebegaimana juga dinyatakan oleh Gunawan Widjaja dan 

Kartini Mulyadi : 

" ... jual beli melahirkan keajiban secara bertimbal balik kepeda para pihak 
yang yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut Dari sisi penjual, 

" Kitab Umiang-undcmg lfttkum Perdara (Burgerlijk Wetboek), diterjernahkan oleh R" 
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. XXX, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003)., haL 366 

hal.l81 

J Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjitm, cet. II, (Bandung: Alumni, 1986). haL 243 

6 M. Yahya Harnpan, Segi..segt Hu/mm Perjanjiau, eeL II, (Sandung: Alumni, 1986), 
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penjual diw'liibkan untuk menyerabkan suatu kebendaan, yang menurut 
ketentuan Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat fl) Kitab Undang-undang 
Huknm Perdata baruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan 
paling sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjulnya dari sisi pembeli, 
pembeli diwajibkan untuk rnembayar harga pembelian kebendaan tersebut, 
yang juga merupakan suatu bentuk perikatan unluk memberikan sesuatu, 
yang dalarn hal ini adalah nang yang Ielah ditentukan nilai mata uang dan 
jumlahnya (hal ini juga sejalan dengan rumusan Pasal !333 ayal (1) Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata)."7 

Jual beli merupalom pCijanjian konsensuil, yang artinya sudah dilahirkan 

sebagai perjanjian yang sah padn detik tercapainya sepakat antara pembeli dan 

penjual mengenai barang dan harga biarpun jual beli lersebut mengenai barang 

tidal< bergerak. Sifut konsensuil ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang 

berbunyi Jual beli dianggap Ielah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka 

telah meneapai sepakat tentang barang dan harga meskipnn barang itu belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar' 

Selain dari sifat konsensuil, jual beiijuga mempunyai s!fat obligatoir, yang 

artinya jual beli belum memindahkan hak milik. Ia baru memberikan hak dan 

meletakkan kewajiban kepada kedua belah pibak yaitu memberikan kepada si 

pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. 

Sifat obligatoir ini terlibat jelas dalarn Pasal 1459 KUHPerdata, yang 

menerangkan bahwa hak milik alas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada 

sl pembeli selama penyerahan belum diJakukan (rnenurut ketenruan yang 

berSangkutan)' 

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari 

segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan ternpat bagi 

manusia untuk menja1anl dan melanjutkan kehidupannya. Berkaitarl dengan hal 

tersebut, s:eringk:ali terjadl sengketa yang bcirkaitan dengan tanah. Untuk itu 

1 Gunawan Widjaja. Jual Beli, cet. L, (Jakarta: PT RajaGrafmdo Persada, 2003), hal 27 

a Subekti, Hukum Perjanjfal1, cet. XIX, (Jakarta : PT Intermasa, 2002), bal. &0 

9 Ibid,hal 79 
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diperlukan adanya kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusm dengan 

tanah.IO 

Mengenai pengertian jual beli sendiri~ tidak dijelaskan secara rinci~ namun 

mengingat ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyebutkan bahwa Huknm Tanah 

Nasional kita adalah Hukum Adat, maka pengertian jual beli tanah menurut 

Hukum Tanah Nasional adalah pengertian berdasarkan Huknm Ada!. Huknm 

Adat yang dimaklrud dalam Pasal 5 UUPA adalah Hukum Adat yang telah di· 

saneer yang dihilangkan dari ca<:at·cacatnya atau Huknm Adat yang telah 

disempurnakan atau Huknm Adat yang telah dihilangkan dari sifat kedaerahannya 

dan diberi sifat nasionat 11 

Hukurn adat di Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur 

kehidupan masyarakat Indonesia yang mengedepaukan keseirnbangan antam 

kepentingan bersaDia dengan kepentingan perorangan. Pemilikan dan 

pemanfuatan tanah harus memperhatikan keselarasan dengan memposisikan 

manu.s;a dan masyarak:atnya dalam posisi yang selaras~ serasi, dan seimbang 

sehingga tidak ada pertentangan antara masyarakat dengan individu. n 

Huknm adat di Indonesia dijadikan dasar dan merupakan hukum aspiratif, 

dalam arti jika sesuatu ketentuan belum diatur dalam pemturan, maka yang 

berlakn huknm adat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan 

undang~undang. Hukum adat sebagai dasar bukan han:ya merupakan sumber 

utama hukum tanah, melalnkan ketentuan-ketentuaiiDya yang masih berlaku. tidak 

berada di luar~ melainkan merupakan bagian hukum tanah sepanjang belum 

mendapat pengaturan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang 

tertulis. 13 

Pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat merupakan perbuatan 

pemindahaii hak, yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Yang dimaksud tunai adalah 

penyerahan hak oleh pet1jual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh 

'"Adrian Sutedi, Pcrolilum Hak Atas T{lnah dan Pendaftaromrya, cet. I, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2007), haL Jl 

ll Ibid. 

12Muchtar Wahid, Memaknai Ke]Xtslion H11kum Hok Milik Alas Tanah. (Jakarta : 
Republika., 2008), hal 57 

11 ibid, hat 64 

Universitas Indonesia 
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pembeli dan seketika itujuga hak sudah beralili. Sifut riil berarti bahwa kehendak 

yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata, misalnya dengan telah 

diterimanya uang oleh penjual, dibuatnya perjanjian rli hadapan kepala desa. 

Sedangkan sifat terang mengacu bahwa jual bell dilakukan di had a pan kepala des a 

untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum 

yang berlaku." 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu kehutuhan pnmer 

manusia adalah papan, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal yang didirikan di atas 

hak atas tanuh. Memperoleh tempat tinggal dapat dilaknkan dengan terlebih 

duhulu membeli tanah pada suatu daerah. Jika sudab terjadi kesepakatan antara 

pambeli dan penjua~ maka dilakukan jual bell dengan membuat perjanjian yang 

menrlasari kesepakatan tersebut. 

Pade umumnya, dalam jual bell tanah, pembeli melakukan jual beli secara 

angsuran, sebagaimana dinyatakan Sunaljati Hartono : 

"Kiranya syarat adanya penyeruhan panjar atau pennulaan pelaksanaan 
perjanjian itu sebagai syarat timbuJnya perjarUian yang mengikat, sangat 
erat hubungannya dengan keadaan, bahwa kebanyakan perjanjian Hukum 
Adat diadakan dengan cara lisan, sehingga tidak tcrdapat bukti-hukti 
tertulis tentang adanya perjanjian antara fihak-fihak yang bersangkutan, 
jika tidak terjadi suatu peristiwa yang nyata, yaitu penyerahan panjar 
dengan disakslkan o1eh kepata desa, atau lain~lain saksi agar supaya 
perjanjian itu menjadi "terang" ... "15 

Peijanjian yang menjadi dasar kesepakatan dari jual beli secara angsuran 

tersebut adaiah PeJjanjian Pengikatan Jual Beli yang dapat ditingkatkan menjadi 

Alia. Jual Beli apabila sudah melunasi pembayaran. Sedangkan dalam hal jual beli 

dilakukan secara tunai, maka dapat langsung dibuatkan Akta Jual Beli, yang 

merupakan salah satu syarat untuk melakukan perubahan pencatatan pada 

sertipikat hak atas tanahnya. 

!4 Maria S. W. Sumardjono, Kehtfakan Penanahan antara Regulasi dan Implementasi, 
cet. HI, (Jakarta: Pencrbit Buku l(ompas. 2005), hal. I38 

u Sunrujati Hartono, Mem:ari Bentuk da11 Sistim Hukum Pcrjm!jian Nasicma/ Kita, cetii, 
(Bandung: AJumnl, 1974), hat 29 
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Maraknya Jndustri properti di Indonesia menyebabkan teljadinya 

persaingan usaha dalam bidang perumahan yang dikuasai developer. Pengertian 

developer berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah "pengusaha 

yang mernpersiapkan laban, untuk perwnahan (hunian dan sebagainya)"". 

Dalam melakukan penjnalan kepada rnasyarakat, developer seringkali 

memasarkan tanah dan bangnnan yang masih kosong dan hanya dipasarkan 

melalui gambar. Pihak yang berminat membeli diharuskan membayar uang muka 

dengnn menandalangani Peljanjian Pengikatan Jual Beli. Setelah rumah dilunasi 

dan diserahterimakan kepada pembeli, maka Pe<janjian Pengikatan Jual Beli 

tersebut dapat ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli untuk kepentingan pembuatan 

sertipikat hak atas tanah, Sebagaimana dalam Keputusan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jnal 

Beli: 

"Akta Jual Beli Tanah dan Bangnnan Rumah horus ditandatangani oleh 
Penjual dan Pembeli di hedapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pl'AT) 
dalam hal telah dipenuhi aspek-aspek sebagru berikut: 

a. Bangunan Rumah telah selesai dibangun di alas tanah dan telah 
siap untuk dihuni; 

b, Pembeli teiah membayar lunas selurub harga Tanah dan 
Bangunan Rumah beserta pajak dan biaya~biayn !ainnya yang 
berkaitan dengan itu; 

c. Proses pennohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah 
seiesai diproses dan sertipikat Hak Guna Bangunan terdaftar 
atas nama Penjual"17 

Pada prakteknya, seringkali pihak developer tidak meningkalkan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi Akta Jual Beli dengan alasan babwa hak 

atas tanahnya sedang diperpanjang; atau sertipikat belum dipecah, walaupun tanah 

sudah dikuasai pemilik selama 3 (tiga) tahun. Jadi, selama jangka waktu tersebut, 

pemilik tanah hanyn memegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai tanda 

telah dilakukannya jual beli tersebut. Padahal dalam setiap jual beli tanah, terhuka 

14 lndrawan WS, Kamus Ungkop Baha.~a ltukmesia, (Jombang ; Untas Media}, hal. 132 

17K.eputusan Menleri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tcntang 
Pedornan Pengikatan Jual Beli , <http:/lwww,pu.gQ.ldlDitjen mukhnlperatman!Pembiayaan 
19 kg!s 95.htm>, ll November 2008 
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kcmungkinan tuntutru1 pihak ketiga ( dengan atau tanpa mengajukan tanda bukti 

yang dapat diterima atau ditolak) bahwa tanah tersebut adalah rnililrnya. Akan 

lebih mcrepotkan lagi apabila di atas bidang tanab tersebut sudah berdiri 

bangunan yang sudah ditempati atau dibeli pihak lain." Walaupun demikian, 

pibak developer, dalam hal ini Lippe Karawaci menjamin bahwa tanah dan 

bangunan yang dimiliki pembeii tetap dapat dipindabtangankan dengan cara 

mengalihkan Pe~anjian Pengikatan Jual Beli yang diiakukan di kantor developer 

Lippa Karawaci. 

Keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 

menyebutkan ; 

«Peralihan hak atas tmah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 
juai beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusabaan dan 
perbuatan hukum pemindaban hak lainnya, kecuali pemindahan hak 
melalui leiang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan aicta yang 
dibuat oleh PPA T yang bcrwenang menurut ketentuan peratunm 
perundang-undangan yang beriaku."" 

Tidak dibuatkannya Akta Jual Beli Yllllg dibuat oleh PPAT, dapet 

menimbulkan suatu kerugian bagi pemiiik tanah yang barn, karena ia tidak akan 

mempunyai Tanda Bu!cti Hak yang kuat atas tanah yang dimllikinya ltu. 20 

Ketentuan tersebut sejalan dengan pengertian s.ertipikat Hak Milik menurut S. 

Chandra "Sertipikat hak milik merupakan sural tanda bulcti hak atas tanah bagi 

pemegangnya untuk rnemiliki, menggunakan, mcngambi1 manfaat lahan tanahnya 

secara turun temurun, terkuat dan terpenuh". 21 Pengertian tersebut mengacu pada 

Pasal20 ayat (!) UUPA mengenai pengertian Hak Milik: "Hak Milik adalab hak 

IR Sumardjono, op. cit., hal. i3S. 

19 Boedi Hatsono, op, cit., hal. 539 

'XI Ali Achmad Chomzah. Hularm Agroria (Pertanahan) {ndtmesia Jilid 2, cet.L 
(Jakarta:Prestasi Pustaka, 2004), ha!.69 

21 S. Chandra. Sertipi!mt Kepemilil«m Hak alas Tana/1; Persyoratan Pcrmohmrw1 d1 
Kantor Perianahon, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 22 
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tunm temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketOntuan dalam Pasal6". 22 

Pendaftaran tanah yang diwujudkan dengan diterbit.kannya sertipikat, 

selain mernberikan jami.nan kepastian hukum di bidang pertanahan, juga 

mempunyai tujuan lain yang ditujukan bagi kepentingan Negara, yaitu 

kepentingan pemungutan pajak tanah." Dengan tidak diterbitkannya sertipika~ 

maka tentunya dapat mengurangi pendapatan negara dalam hal pajak umah. 

Berdasarkan uraian rersebu~ dapat dilihat bahwa hak pembeli masih belum 

diberikan. Hal ini dapat menimbulkan banyak permasalahan. Oleh karena itu, 

penulis ingin mene1itl dan mengetahui serta membahas lebih lanjut mengenai hal~ 

hal yang berlcaitan dengan Peijanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli 

rumah berkaitan dengan hak pembeli atas hak milik atas tanah. Dalam hal ini, 

judul yang diarnbil adalah "Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan 

Berdasarkan Peijanjian Pengikatan Jual Beli (Kasus di Lippo Karawaci)". Tesis 

ini dibilar oleh penulis dan benar-benar merupakan karya ilmiah penulis yang 

dilakukan untuk menemukan solusl dari permasalahan yang ada, 

1.2 Pokok Permasalahall 

Dalam tesis ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan diteliti. yaltu: 

1, Bagaimanakah menurut Hukum Tanah Nasional rnengenaJ keabsahan jual 

beli hak atas tanah yang hanya dilakukan dengan membuat Peljanjian 

pengikatan Jual Beli? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli olelt 

developer jika jual beli tidak dilakukan dengan pembuatan Ak-ta Jual Beli? 

3. Bagairllanakah cara menyelesaikan permasalahan jual beli yang tidak 

dilakukan dengan Akta Jual Beli menmut Hukum Tanah Na.slonal? 

21 Boedi Harsono, Httkum A.graria Indonesia; Himptman Peraturan-peratun:m Hulwm 
Tmwh, cctXVU, (Jakarta; Ojamba.tan, 2006), haL 12 

n -----, Rukmn Agraria Indonesia; SeJarah PembeuJuk.an Undang·wtdang Pciwk 
Agroria, lsi dan Pe/aksanawmya, cetX, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 83 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menelusuri dan menemukan serta menganalisis secara jelas mengenai 

perjanjian pengikatan jual beli dalam Hukum Tanah NasionaL 

2. Menelusuri dan menemukan serta mengana1isis bagaimana perlindungan 

hukwn yang diberikan oleb developer bagi pembeli tanah dan bangunan. 

3. Menelusuri dan menemukan serta menganalisis tata cara penyelesaian 

terhadap tanah yang dijual berdasarkan Perjanian Pengikamn Jual Beli 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam melalrukan penulisan, metode penelitian yang dipergunukan adalah 

metode penelitian hukum yuridis normatif. yaitu penuHsan yang menggunakan 

bahan pustaka24 yang mencakup penclitian terhadap asas~asas hukum. seperti 

misaJnya penelitian terhadap hukum positif tertulis atau penelitian terhadap 

kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan sistematika hukum, 

dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat 

dalam peratnran perundangan-undangan. 

Penehtian yang akan dilakukan termasuk dalarn jenis penelitian evaluatif 

dan -penelitian problem solution. dl mana peneliti akan menganalisis pennasalahan 

yang ada untuk kemudian dicari jalan keluarnya. Jenis data yang digunakan dalam 

penu1isan ini adalah data sekunder~ yaitu data yang sudah tersedia dan tidak 

dibatasi oleh ruang dan -waktu yang mempunyal ruang Hngkup yang luas, meliputi 

buku~buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah25
. Adapun data sekunder ini me!iputi: 

a. Bahan· hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat, antara lain : 

I. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (UUPA); 

N.Ronny Hanilljo Soemltro, MeuxJo/ogi Peneltlitm Hukumdan JJtrimelri, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 1990), ha!.IO 

l$SoCljono Soekanlo, Penelitian Hulrom Normatif: Sutrhl Tinjauan Si11gkat, cet IX, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Pernada, 2001), hal.24. -
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

Ten1llng Pendaftaran Tanah; 

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratnran 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah; 

4. Keputusan Menteri Negam Perumahan Rakyat Nomor 

09/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengika1lln Jual Beli Rurnah; 

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor l Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pernturan jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah; 

b. Bahan hukurn sekunder, yaitu barum yang erat hubungannya dengan 

hukum tanah; 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bukum yang memberikan informasi 

hukum antara lain kamus. terbitan pemerintah. 

Dalam tesis int, penulis menggunaka.n alat pengumpulan data berupa studi 

dokumen dan wawancara. Studi dokl!lllen diiakukan dengan cara mempelajari 

bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasaiahan yang dibahas, meliputi 

peraturan perundang~undangan, buku-buku maupun artikel. Penulis juga akan 

melakukan wawancara dengan pihak terlibat langsung dengan jual beli tersebut. 

Sifat analisis yang digunakan dalam tesis ini ada1ah metode a.nalisis yang 

bersifat kualitati( karena tesis ini bertolak dari peraturan yang ada sebagai norma 

hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan pada analisis data yang bertitik 

totak pada perumusan pembenaran meJalui kualitas pendapat para ahH. teori atau 

doktrin hok-um, maupun rumusan norma hukum itu sendiri. 

1.5 Manf'aat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ponulis dalarn pombuatan tesis 1m 

mempunyai 2 manfaat, yaitu: 

Universitas Jndonesia 
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1. Manilla! teoritis: penulisan ini diharapkan dapat membntikan manfaat bagi 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hulrum mengenai Pengikatan 

Jual Beli dalam Hukum Tanab Nasional. 

2. Manfaat praktis: penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi para piliak yang terlibat atau terkait dengan dilakukannya 

jual bell berda.wkan Pengikatan Jual Beli, masyarakat pada umumnya 

serta praktisi hukum pada khususnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUA." 

Bab ini berisi latar belakang masalab, pekok permasalaban, tujuan 

peneHtian, metode penelitian. manfaat peneHtian serta sistemati.ka 

penulisan. 

BAB2 PEMlNDAHAN JIAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN 

BERDASARKAN PERJANJIAN PENG1KATAN JUAL BELl 

(KASUS DI LlPPO KARA WACI) 

Bab ini berisi pembabasan. Sebagai pengantar pembabasan, dalam bab 

lni akan diuralkan tinjauan-tinjauan umum untuk membantu membe!ikan 

penjelasan tentang pennasalahan, antara Jain mengenai hukum agraria 

dan hukwn tanab, yang mencakup tata cara memperoleh tanah, jual beli 

menurut hukwn perdata dan menurut hukum adat, tata earn pencatatan 

peralihan hak atas tanah. dan uraian kasus yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang dil?ahas dalam tesis ini, serta analisis terhadap 

permasalaban hukum yang dihadapi dalam kasus tersebut diatas. 

BAB3 PENUTUP 

Bah ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah yang dibahas. 
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BABII 

TINJAUAN YURIDIS PEMINDAHAN IIAK ATAS TANAH 'I:'Al"'G 

DILAKUKAN BERDASARKANPERJANJIANPENGIKATAN JUAL 

BELl (KASUS Dl LIP PO KARA WACI) 

2.1 Hukum Agraria dan Hukum Tanah 

2J .I Pengertian Agraria 

lstilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa 

Yunani) berarti tanah pertanian. Agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang 

tanah, Agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan. persawahan. pertanian. 

Agrarian (Bahasa Be Janda) berarti tanah untuk pertanian' Pengartian Agraria 

menurut Black's Jaw Dictionary disebutkan Agrarian is of or relating to land, 

{and tenure. or a division of land property.2 Agraria menurut Budi Harsono 

betdasarkan kutipan dari Prent K. Adisubrata. J. Poerwadarminta rnerupakan 

"Ager (latin) berarti tanah atau sebidang tanah. agrarius berarti perladangan, 

persawahan, pertanian.,.,1 

Berda.sarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pengertian agraria 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian 

dalam arti sempit Pengertian agraria dalam arti luas mehputi bumi, air, ruang 

angkasa, dan kekayaan alarn yang terkandung di dalamnya, diatur daJam Pasat 1 

ayat (2), sedangkan pengertian agraria dalam arti sempit rneliputi permukann 

l>umi yang disebut tanah, diatnr dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ada pula 

pcngertian tanah. namun pengertian tanah yang Pimaksud bukanlah dalam 

pengertian fisik. melainkan pengertian yuridis, yaitu hak.4 

1 Urip Santoso. Hukum Agraria .Jan Hak~hak Alas 1tmalt, Cet. I, (Jakarta : Kencana,. 
2005}, ha:l L 

1 Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, West, a Thompson Business, 2004, hal. 73, 

J Boedi Harsono (l ), Rulmm Agroria Indonesia (Himpmum Pl!raturan~Pr:raturan Htilrum 

1'anah, (Jakarta:: Djambatan: 2006), haL .S. 

4 Sant~ op. cit., hal 5 
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Pengertian agrarja seringkali dikaitkan dengan corak kehidupan suatu 

masyarakat, misalnya Indonesia sebagai negara agraris. Pengertian Indonesia 

sebagai negara agraris adalab suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya 

bidup dari bercocok tanarn (bertani) atau bertumpu pada sektor pertanian. Dalam 

hal ini, sebagian besar penduduk Jndnnesia ndalah petani yang menggantungkan 

kehidupannya dmi laban pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan untuk 

membedakan corak kehidupan masyarukat pedesaan yang bertwnpu pada sektor 

pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada 

sektor non-pertanian (perdagangan, industri, birokra.,i). 5 

Ruang tingkup agrarialsumber daya agraria/sumber daya alarn dapat 

dijelaskan sebagai berilrut : 

1. Bumi 

Pengertian bumi menurut Pasall ayat (4) UUPA adalah pennukaan bumi, 

termasuk pula lubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. 

Permukaan bumi menurut Pasal4 ayat (l) UUPA adalah tanah. 

2. Air 

Pengertian air menurut Pasal I ayat (5) UUPA adalah air yang berada di 

perairan pedaiaman rnaupun air yang berada di laut \vilayah Indonesia. 

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. ll tabun 1974 tentang 

pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di 

dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air. baik yang terdapat di alaS 

maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat 

di laut. 

3. Ruang angkasa 

Pengertia~ ruang angkasa menurut Pasal I angka (6) UUPA adalah ruang 

di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 

UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur­

unsur yang dapat digunakan untuk usaba-usaha memeHhara dan 

memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kckayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. 

--------
$Ibid 
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4. Kekayaan alam yang terlmndung di dalamnya 

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut baban, yaitu 

unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih~bijih dan segala macam batuan. 

termasuk batuan-batuan muHa yang merupakan endapan~endapan alam 

(Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pertambangan). 

Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikon dan lain-lain kekayaan 

alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan !aut wilayah Indonesia 

(Undang-undang No. 9 tahun I 985 ten tang Perikanan)' 

2.1.1.1 Pengertian Hukum Agraria 

Menurut J.B Daliyo, pengertian Hukum Agraria adalah keseluruhan 

kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur agraria.' Sedangkan 

pengertian Hukum Agraria menurut E. Utrechtadalah : 

"Hukum Agraria adalah menjadi bagian hokum Administtasi Negara, 
yang mengkaji hubungan-hubungan hukum, terutarna yang akan 
memunflnkan para pejabat yang bertugas mengurus soal~soal 
agraria' 

Subekti juga memberikan pengertian mengena1 Hukwn Agraria, yaitu 

sebagai berikut: 

"'Hukum Agraria ada!ah keseluruhan dari ketentuan hukum, yang 
mengatur hubungan antarn orang yang satu dengan orang yang lain, 
termasuk badan hukum dengan bumi, air,. dan ruang angkasa da1am 
seiuruh wilayatt dan mengatur puia wewenang yang bersumber pa.da 
hubtlllgan tersebuC9 

6 !hid, hal J 

7 lB. Daliyo, Penganlar Hulmm iJJdauesia (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. l34 

8H. Ali Achmad Chomzah, Huklf!TI Agrarla (Pertanahrm lndmJr:sul). Jilid 1 (Jakarta 
Prestusi Pustaka., 2004), haL I 

" 1 bit( haL 2. 
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Menwut Boedi Harsono : "Hukum Agraria menwut pengertian UUP A 

adalah keseluruhan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang 

mengntur agraria""10
. Berdasarkan Black's law Dictionary> Agrarian Law is the 

body of law governing the ownership, use, and distribution of rural land. 11 Seperti 

halnya pengertian Agraria, pengertian Hukum Agraria dapat dibedakan dalam 

pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit Pengertian Hukum 

Agraria dalam arti luas tennuat dalam Pasal2 ayat (!),yang memaparkan bahwa 

sasaran Hukum Agraria meliputi bunri, air, ruang angkasa, dan kekayaan a!am 

yang terkandung di dalamnya, yang lazimnya disebut sumber-sumber alam" 

Pengertian Hukum Agraria dalam arti luas merupakan kelompok berbagai hukum 

yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumher alam Indonesia yang 

meliputi: 

I. Hukum Pertanahan, diatur dalam UU No< 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria; 

2" Hukum Pengairan, diatur dalam UU No" 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan~ 

3" Hukum Pertambangan, diatur dalam UU No" 11 Tahun !967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertamhangan 

4" Hrikum Kehutanan, diatur dalam UU No" S Tahun 1967 tentang 

Ketcntuan-ketentuan Pokok Kebutanan; 

5< Hukum Perikanan< 

Pengertian Hukum Agrarla dalam arti sempit hanya mencakup Hukum 

Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. 

Yang diw.aksud dengan Tanah berdasa;:kan Pasal 4 ayat (1) adalah permukaan 

tanah, sedahgl:an yang dimaksud dengan Hak Penguasaan adalah hak-hak yang 

memberi wewenang kepada pernegang hak yang bersanglcutan untuk berbuat 

semata dengan tanah yang dikuasai. 11 

10/bid. 

n Gamer, op. ci(, Ita!. 73 

12 Cbomzah, op. cil., hal 4 
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2_ L 1.2 Tanah 

Dalam Hukum Tanah kata sebutan "tanah" dipakai dalam arti yuridis, 

sebagai suatu pengertian yang 1elah diberi batasan resmi oleh UUP A yang 

dinyatakan dalam Pasa14 ayat I, yang berbuoyi: " 

"Atas dasar hak mengnasai dari Ncgara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentuksm adanya macam-macam hak atas permukaaa bumi, 
yang disebut tanah yang dapat diberiksm kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 
serta badan-badan hukum. "" 

Tanah diberiksm kepada dan dipunyai olah orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan_ Diberikannya 

dan dipunyainya tauah dengan hak-hak tersebut tidak aksm bennakna Jika 

penggnnaannya terbatas hanya pada tauah sebagai permukaan bumi saja_ Untuk 

keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlt.kan juga penggnnaan sebagian 

tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Oleh 

karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya 

memberikan wew:enang untuk mempefgunakan sebagian tertentu pennukaan bumi 

yang bersangkutan, yang disebut "tanah", tetapi juga tubuh bumi yang ada di 

bawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya 15 

2.1. L3 Pengertian Hukum Tauah 

Pengertian Hukum Tanah menurut Boedi Harsono dalam buku Hukum 

Agraria Indonesia dipaparkan sebagai berikut : 

•·Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum~ a:da yang tertu!is ada pula 
yang tidak tertuHs. yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang 
sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga 

u Doedi Harsono {2), Hukum Agraria bitlanesia (.l)ejarah Pembenlukan Um.lang-Undm~g 
Polwk Agraria. lsi dan Pelaksaluuutttya, Jilid !: Hukum Tanalt Nasional, (Jakarta: Ojambatan: 
2005), hal. IS 

14 Harsono ( l), op" cit .• hal. 6 

L.S Ibid, hal. 18 
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hukum dan selmgai hubungan-hubungan hukum lronkret, beraspek 
publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari s=ra sistematis, 
hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu 
sistem"16 

Hukum tanah tidak mengatur tanah dalam segala aspeknya, namun hanya 

mengatur salah satu aspek yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. 

Ketentuan mengemri hak-hak penguasaan atas lanah disusun daJam suatu kesatuan 

yang disebut "Hukum Tanah".17 

Sebutan "tanah' dapat dipakai dalam berbagai arti, oleh karena itu 

penggunaan kala "tanahn barns diberi betasan. Dalarn hal ini, sebutan "tanah" 

dalaru Hukum Tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang 

telah diberi batasan resmi oleh UUPA." 

Tanab dalam pengerban yuridis mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UUPA 

yaitu permukaan bumi, sedangkan hak ata.< lanah adalah huk atas sebagian tertentu 

permukaan bllmi, yang berbata~ berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 

Iebar. Hak tersebut adalah hak untuk rnempergunakan atau memanfaatkan 

sebagian tertentu dari permukaan bumi. Namun, berdasarkan Pasal 4 ayat (2), 

wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga 

meliputi penggunaan sebagian tubuh buml yang ada di bawah tanah dan air serta 

ruang yang ada di atasnya. 19 

Tanah, sesuai dengan Pasal I ayat (2) UUPA adalab karunia Tuhan, dan 

karenanya, sesuai dengan Pasal 2 UUPA, Tanah dikuasai olah Negara, yang 

digunakan untuk mencapal sebesar~besamya kemakmuran rakyat Oleh sebab itu, 

diatur pula dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa pengganaan tanah yang bersangkutan 

barus berdasarkan ketentuan UUPA dan peratman-peraturan hukum lain yang 

lebih tinggi. 20 

16 Harsono (2), op. dJ"", hal. 31 

11 Ibid., hal 17 

ra Ibid, hal. 18 

111 Ibid. 

2° Chomzalt., ap. cit., hal. 5 
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2. !.2 Hak Milik 

2.1.2.1 Hak Milik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Hak milik ada1ah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan 

dengan leluasa, dan uutuk berbuat bebas terhadap kebendnan itu dengan 

kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, 

dan tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUHPerdata). Pengertian hak 

milik dalam Pasal 570 itu dalam arti luas karena banda yang dapat menjadi objek 

hak milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Lain 

belnya dengan rumusan yang tercantum dalam Pas a! 20 UUP A, dimana di dalam 

rumusannya itu hanya mengenai benda tidak bergerak, khususnya atas tanah.21 

Pada dasarnya, pemilik atas tanah dapat menggunakan hakuya sesuai 

dengan kehendaknya, namun UU membatasinya dengan memperhatikan fungsi 

sosialnya, Artinya) apabHa kepentingan umum menghendakinya. maka tanah itu 

dapat dibebaskan dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemiliknya. 

Pembatasan dalam Pasal 20 UUPA hanya pada fungsi sosial, sedengkan pada 

Pasal570 KUHPerdata dibatasi penggunaannya pada tiga hal: 

(I) Tidak bertcntangan dengan UU 

(2) Ketertiban umum 

(3) Hak-hak orang lain 

a, Ciri-ciri hak milik 

a. Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang 

bersifat terbetas, sebab dari hak milik itu dapat lahir sejumlah hak-hak 

yang lain 

b. Hak rnilik merupakan hak yang paling sempurna 

c. Hak rnilik bersifut tetap. Artinya hak milik tidak akan lenyap oleh hak 

kebendaan yang lain, tet:api hak kebendnan lain dapat lenyap karena hak 

milik 

11 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata 1'ertulis (BW), Cet l. (Jakarta : Sinar Graflka, 
1002), hal !OJ 
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d. Hak milik merupakan inti dari hak-l!ak kehendaan yang lain, siapa yang 

memberikan hak memungut basil pada orang lain, berarti ia memborikan 

sebagian dari hak milikoya, bukan seeara kuantitatif suatu bagian tertentu, 

tetapi suatu bagian tertentu secara kualitatif 

b. Cara memperoleh hak milik 

Cam memperoleh hak rnilik diatur di dalam Pasal 584 KUHPerdata. Di 

dalam Pasal584 ditentukan lima cara memperoleh hak rnilik, sebagai berikut: 

a. Pengakuan (toeeigening), yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda 

yang tidak ada pemilikoya (res nullius). Res nullius banya alas benda yang 

bergerak. Contoh memburu rusa di hutan, memnncing ikan di !aut, 

mengambil barta karun, dan lain-lain 

b. Pelekatan (natrekking), yaitu suatu cara memperoleh hak milik, di mana 

benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contoh tanah 

bertambeh besar sebagai akibat dari gempa bumi, kuda beranak, pohon 

berbuah. dan lain-lain 

c. Daluwarsa (verjaring). yaitu suatu cara untuk mempero1eh hak milik a tau 

membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu 

dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU (Pasal 1946 

KUHPerdata). 

Ada dua macam daluwarsa : 

(1) acquisitieve verjaring 

Acquisitieve veriaring adalah suatu cara mernperoleh hak m:ilik 

karena lewatnya waktu 

(2) extinctfeve verjaring 

Extinctieve very'aring adalah membebaskan seseorang dari suatu 

pena.gihan atau tuntutan hukum karena daluwarsallewat waktu. 

Ada empat syarat adanya daluwarsa (Pasall963 KUHPerdata): 

( l) bezitter sebegai pemilik 

(2) bezit itu harus dengan jujur (itikad beik) 

(3) bezit harus terns menerus dan tidak terputus-putus 
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(4) bezit itu sudah berusia 20 tahun atau 30 tahun 

d. Pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya bak milik atau harta warisan dari 

pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua 

macam : karena UU dan wasiat 

e. Penyeraban, yaitu perbuatan hukum yang bert11iuan untuk memindahkan 

bak milik kepada pihak lainnya (pengertian yuridis) 

Menurut pendapat Hoge Raad sebagaimana dikutip Salim HS, cara-cara 

memperoleh hak milik tersebut diatas tidak lengkap da11 tidak terlalu sistematis. 

Dikatukan tidak lengkap karena dalam Pasal 584 KUHPerdata tidak disebutkan 

cara-cara lain, padahal cara memperoleh hak milik tidak hanya pada kelima cara 

itu, tetapi juga dikenal cara-cara lain, seperti pencabutan hak, pembebasan hak, 

hibah wasiat, dan pencampuran harta kekayaan pada saat terjadi kebersamam<. 

Dikatakan tidak terlalu sistematis karena segalajenis perolehan hak milik terdapat 

campur aduk, terutama pada nomor d dan e. seharusnya terlebih dahuJu nomor e, 

baru kemudian karena \varisan.22 

2. L2.2 Hak Milik Menurut Ketentuan Hnkum Tanah 

Menurut Sunarjati Hartono, sebagalmana dikutlp dari buku karangan 

Roscoe Pound, An Introduction 10 the Philosophy of Law. dinyatakan bahwa: 

"Hak milik bersumber pada kenyataan hidup, babwa untuk dapat 

menghidupl diri sendlri, barang-barang tcrtentu harus dimiHki karena bagi 

-manusia ada sekelompok barang yang tertentu, . yang merupakan "'the 

natural media on which human e.xistence depends". Karcna itu, dalam 

masyarakat tradisJonll~ hanya diakuj barang kepunyaan (natural 

11 /MI., hal. 103 
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possession, bezit), yapg kemudian menjadi hak milik (pengertian 

yuridis)"23 

Lebih kuatnya hak milik dibandingkan dengan lain-lain hak kebendaan 

disebabkan karena hak rnilik merupakan hak yang turun temurun ( dapat 

diwariskan) dan yang (seyogyanya) dapat dibebani dengan lain-lain hak 

kebendaan di s.;,ping hipotik"'. Pengertian Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) 

UUP A adalab bak turun temurun, terknat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai 

orang ates tanah dengan mengingnt ketentuan Pasal 6. 25 Hak Milik sebagai hak 

turun-temurun karena hak ini dapat diperoleh dari pewarisan dan dapat diwariskan 

kepada ahli waris. Hak Milik sebagai hak yang terknat artinya Hak Milik ates 

tanah lebih kuat bila dibanding!rnn dengan hak ates tanah yang lain, tidak 

mempunyai bates waktu tertentu, mudah dipertabankan dari ganggnan pihak lain, 

dan tidak mudah bapus. Hak terpenuh artinya bahwa dalam Hak Milik, seseorang 

mempunyai hubungan yang sepenubnya dengan tanah yang bersangkutan yang 

memberikan hak sepenuhnya bagi pemilik untuk menggunakan tanah tersebut 

sesuai kelnginannya. 16 

Secara khusus, ketentuan mengena1 hak milik diatur dalam Pasal 20 

sampai dengan pasal27 UUPA. Menurut Pasal50 ayat (l) UUPA, ketentuan lebih 

lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang, undang-undang yang 

diperintahkan disini sampai sek&rang belmn terbentuk Untuk itu diberlakukanlah 

Pasal 56 UUPA, yaitu selama undang-undang tentang hak rnilik belum terbentuk, 

maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hnkum ada! setempat dan 

pernturan-peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. 

23 Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran Kearah Pcmbahmuan Hulmm 1(mtth, 
(Sandung: Alumn~ 1978), haL 52 

24 Ibid., hal. 69 

ts Harsono (11 ap. c/1 .• bat 12 

26 Santoso, ap. cit., hat 90 

Universitas Indonesia 

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH UI, 2009



21 

a_ Terjadinya Hak Milik 

Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 earn sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pas a! 22 UUP A yaitu : 

I. Hak milik atas tanah yang teJjadi menurut lrukum adat 

Hak milik atas tanah dapat terjadi dengan jalan pembulwm tanah 

(pembnkaan hutan) atau terjadi karcna timbulnya lidah tanah 

(aanslibbing). Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah 

pembulwm tanab (pembakaan hutan) yang dilakakan secara bersama­

sama dengan masyarakat hnkum adat yang dipimpin oleh ketua adat 

melalui 3 sistem pcnggarapan, yaitu matok sirah matok galeng, matok 

sirah gilir galeng, dan sistem blubllflUl. 

Yang dimaksud dengan lidah tanab (aanslibbing) adalab 

pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau !aut, tanah yang tumbuh 

demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiiiki tanah 

yang berbatasan, karcna biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak 

teijadi k:arena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik secara 

demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan 

waktu. 

Lidah tanah (aanslibbing) adalah tanah yang timbul atau muncul 

karena berbeloknya arus suangai atau tanah yang timbul di pinggir pantal. 

dan terjadi dari lumpurj lumpur tersebut makin lama makin tinggi dan 

mengeras sehingga akhimya menjadi tanah. Dalrun hnkum ada~ lidah 

tanah yang tidak begitu !uas menjadi hak bagi pemilik tanah yang 

berbatasan. 

Hal< milik atas tanah yang terjadt di sini dapat didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten!Kota setempat untnk mendapatkan 

Sertifikat Hak Milik alas tanah. Hal< milik atas tanah yang teJjadi menurut 

Hukwn Adat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan 

Pemerintah yang diperintahkan di sini sampai sekarang belum terbentuk. 
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2. Hak milik atas tanah illljadi karena penetapan pemerintah 

Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah 

Negara. Hak milik atas tanah ini teljadi karena permohonan pemberian 

Hak Milik alas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan 

persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Apabila semua persyaratan yang Ielah ditentukan dipenuhi oleh pemobon, 

maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sural Keputusan 

Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didafuukan oleh pemohon 

kepeda Kepala Kantor Pertanahan Kahupaten!Kota setempat untuk dicatat 

dalam Buku Tanab. dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. 

Pendaftaran SKPH menandai Ielah lahirnya Hak Milik atas tanah. 

Pejabat Badan Pertanahan Nasional ynng berwenang menerbitkan 

SKPH diatur dalarn Pasal 3 dan Pasal 7 Permen Agraria!Kepala BPN No. 

3 Tahun 1999 tentang Pelimpaban Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keput:usan Pemberiun Hak Alas Tanah Negara. Prosedur dan 

persyaratan illljadinya hak milik atas tanah melalui pemberian hak diatur 

dalara Pasal8 sampai dengan Pasal 16 Permen Agraria!Kepala BPN No. 9 

Talmo 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan. 

3. Hak milik alas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang 

Hak milik atas tanah ini teljadi karena undang-undanglah yang 

menciptakannya~ sebagalmana yang diatur dalam Pasal l Pasal n. dan 

Pasal IV ayat (!) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Terjadinya hak 

milik atas tanah ini atas dasar k:etentuan konversi (perubahan) menurut 

UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, semua 

hak atas tanah yang ada harus dlubah rnenjadl salah satu hak atas tanah 

yang diatur dalam UUP A. 

Yang dimaksud dengun konversi adalah perubahan hak alas tanah 

sehubungan dengan berlakunya UVPA. Hak-hak atas tanah yang ada 

sebelum berlakunya UUP A diubah menjadi hak-hak alas tanah yang 

ditetapkan dalarn UUPA (Pasall6 UUPA). 
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Penegasan konversi yang berasal dari tanah hak milik adat diatur 

dalam Peraturan Menteri Pertaian dan Agreria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 

tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Alas 

Tanah?7 

Hak milik atas tanah juga dapat leljadi melalui dua cara, yaitu : 

I. Se=a Originair 

Teljadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum 

adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-Widang. 

2. Secara Derivatif 

Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang 

semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual beli, tukat menukar, 

hibah, pewarisan. Dengan te:rjadinya perbuatan hukum atau peristiwa 

hukum tersebut, maka hak milik atas tanah yang sudah ada beralih atau 

berpindah dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain. 28 

b. Hapusnya Hak Milik 

Pasal 27 UUPA menetapkan fukU>r-taktor penychab hapusnya hak milik 

atas tanah dan tanahnyajatuh kepada Negara, yaitu: 

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 

3_ Karena dlteJantarkan 

4. Karena subjek haknya tidak memenuhi <yarat sehagai subjek Hak 

Milik atas tanah 

5: Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada 

pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik alas tanah. 

Selain daripada hal-hal tersebut di atas, hak milik atas tanah juga dapat 

11 ibid., hal. 93 

21 Ibid 
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bapus karena tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana 

aJam.Z9 

2.2 Jual Jleli Hak Alas Tanah 

Hak alas tanah yang dapat dipindahtangankan (dipeljualbelikan): 

a. hakmilik 

b. hak guna usabe 

c. hak guna bangunan 

d. hak pakai 

Semua hak atas tanah tersebut mempunyai sifat-sifat kebendaan (zakelijk 

karakter), yaitu : 

1. Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 

2. Dapat dijadikanjaminan suatu hutang 

3. Dapat dibebeni hak tanggungan30 

Subjek hak atas tanah merupakan orang perseorangan atau badan hukum 

yang dapat memperoleh sesuatu hak atas tanab, sehingga namanya dapat 

dicantumkan di dalam buku tanah selaku pemegang sertipikat hak alas tanah.31 

Sedangkan objek hak atas tanah merupakan bidang-bidang tanah di seluruh 

\vilayah Republik Indonesoa yang dapat dipunyai dengan sesuatu pemilikan hak 

atas tanah oleh orang a1au badan huk:urn menurut ketentuan peraturan perundang­

undangan berlaku. n 

19 Ibid., hal. 98 

j!j !hid. 

11 S. Chandra, Serripikat Kcpemilikan Hak alas Tauah : Per.f)fara/cm Permohonau di 

Kamor Pt!rtauohan. (Jakarta : PT Grasindo, 2005), .hal. 7 

32 Ibid., haL 11 
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Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUP A, yaitu 

bak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan 

Hak Mi!ik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I. Beralih 

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada 

pibak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya 

pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindab kepada abli 

warisnya sepanjang abli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak 

milik. 

2. Dialihkanipemindahnn hak 

Dialihkanlpemindahan hak artinya berpindahnya bak milik alas tanah dari 

peiliknya kepada pihak lain dikarenakan ndanya suatu pe!buatan hukum, 

yaitu jual heli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam 

modal perusabaan, I elan g. 33 

lstilab jual heli (tanah) dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain : 

a. Menurut Bahasa 

Jual Beli (tanah) adnlah menjual dan membeli (tanah) 

b. :tvienurut Kamus Hukum 

Jual beli tanah adalah suatu perjanjian untuk menyerahkan hak milik atas 

tanah dengan menerima harga yang telah disetujui, harga mana berupa uang. 

e. Menurut Hukum Adat 

I. Jual beli (tanah) yaitu suatu penyerahan barang (tanah) oleh si penjual 

kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas banda 

(tanah) di antara kedua belah pihak. 

2, Jual beli tanah dikenal dengan istilah "Jual Lepas" merupakan perbuatan 

hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya secara 

tunaL Dengan dilakukannya jual beli ltu. tanah yang bersangkutan 

berpindah tangan untuk se1ama-lamanya kepada pembeHnya, artlnya hak 

33 Santoso, op. cit, hat 91 
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alas tanah yang dijual itu berpindah kepada pembelinya, yanag dengan 

demikian menjadi pemegang hak yang baru. 

d. Menurut Undang-undang Pokok Agraria 

Pasal 26, jual beli dan lain-lain perbuatan yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeratuJ'an 

Pemerintah 

e. Menurut Haknm Perdata 

Pasal 1457. jual beli (tanah) suatu persetujuan dimaua pihak yang satu 

mengikutkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendann (tanah), dan pihak 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan-" 

2.2.1 Jual Beli Menurut Hukum Perdata 

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

mengatur mengenai pengertlan jual beli> yaitu ·~suatu peJjanjian dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahknn suatu kebendaan, dan 

pihak yang lain untuk mcmbayar harga yang telah dijanjikan~~_:ls Unsur·unsur 

pokok ("essentia/ia") perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan 

asas "konsensualisme .. yang menjiwai hukum peljanjian KUHPerdata. peijanjlan 

jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya .. sepakat" mengenai barang 

dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentnng barang dan harga, maka 

lnhirlah perjanjianjual beli yang sah." 

Sifat konsensual dari jual beli lersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang 

berbunyi :"Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua helah pihak seketika 

setefah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga. mesktpun barang itu 

~ 4Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Proyek Pusat Perencanaan 
Pembangunan Hulrurn Nasional, Analisa dan Evaluasi Tcutang M(ISO/ah Calo Wlam Jital Beli 
Ta11ah. (Jakarta: Jarruari, 1993), haL 7 

31 Kilab Umkmg-mlfla11g Hukum Pcrdata (Burgerlijk Wetbaek}, diterjemahkan oleh R_ 

Subekti dan R. Tjitrosudlbio. cet XXXlll, (Jakarta: Pradnya Paramita., 2003), Ps. 1457 

36 R Subekti, Aneka Perja1rjian, Cet X, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995). hal. 2 
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belum diserahkan maupun barganya belum dibaynr''.37 Konsensualisme berasal 

dari perkataan "konsensus" yaug berarti kesepekatan. Dengan kesepakatan, 

dimaksudkan bahwa di antara pibak-pihak yang bersangkutan tercllpai suatu 

perSesuaian kebendak, artinya ape yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula 

yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" 

tersebut. Kesepakatan tersebut dapat dilakakan secara lisan ataupun dengan 

pemyatan-pemyataan tertulis sebagai Ianda (bnkti) bahwa kedua belah pihak telah 

menyetujui segala ape yang tertera di alas tulisan itu." 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata, 

yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu peljanjian, yaitu : 

l. Sepakat 

2. Kecakapan 

3. Hal tertentu 

4. Causa (sebah, isi) yang balal'• 

Dengan hanya disebutkannya "sepakaf• saja tanpa .dituntutnya sesuatu 

bentuk-cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda tangan atau 

panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa biiamana sudah tercapai 

sepakat itu, maka sahlah sudah pmjanjlan itu atau mengikatlah peijanjian itu. atau 

berlakulah Ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, 40 Mengenai 

perbuatan hukum jual beli, antara penjual dan pembeH, masing-masing memiHki 

kewajiban. PenjuaJ mempunyai dua kewajiban utama, yaitu: 

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan 

b. Menanggung kenikmatan tentera, atas barang 

n1enanggung terhadap cacat~cacat tersembunyi.:L 

31 Ibid, 

:l8 fbid, hal. 3 

39 ibid 

'"'Ibid., haL 4 

41 Ibid., l!al 8 

tersebut dan 
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Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu 

dan di tempat sebegaimana ditetapkan menurut perjanjian.42 KUHPerdata 

menganut sistem bahwa perjanjian jual beli hanya bersifat "obligatoir" saja, 

artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal 

balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan kepada si pelljual kewajiban 

untuk menyerahkan hal< milik atas bamng yang dijualnya, sekaligus memberlkan 

kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang Ielah disetujui dan 

disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar ha:rga 

barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang 

yaug dibelinya, Dengan perkataan lain, pedanjianjual beli menurut KUHPerdata 

itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan 

dilakukannya "levering" atau penyeraban. Dengan demikian~ maka daJam sistem 

KUHPerdata tersebut '~levering" merupak:an suatu perbuatan yuridis guna 

memindahkan hak . miiik ("transfer of ownership .. ). Sifat obligatoir ini 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1459 KUHPerdata, ·yang menerangkan 

hahwa "hal< milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli 

selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang 

bersangkutan':r43 

Berkaitan dengan "levering"~ KUHPerdata menganut "sistem causar, 

yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya levering Jtu pada dua syarat, 

yaitu: 

a" Sahnya titel yang menjadi dasar dilalrukannya levering; 

b. Levering tersebut dilakukan olen orang yang berhak berbuat bebas 

("'beschikkingsbevoegd") terhadap barnng yang dilever itu 44 

2"2.2 Jual Beli Menurut Hukum Adat 

Undang-undang Pokok Agraria tidak memberi penje!asan mengenai apa 

yang dimaksudkan dengan jual beJi tanah. Tetapi blarpun demikian, mengingat 

42 Ibid., haL 20 

41 !bid., hal ll 

44 Ibid, hal, 12. 
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)>ahwa hukum agraria yang dianut di Indonesia menganut sistem dan asas-asas 

hukum ada~ maka pengertian jual beli tanah sekarang barus pula diartikan sebagai 

perbualnu hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyenahan tanah untuk 

selema-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga 

menyerahkan harganya kepada penjual Yaitu menurut pengertian hukum adat45 

Menurut hukum adat, jual beli tanah bukan merupakan perjanjian seperti 

yang dimaksudkan dalarn Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan 

hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada 

pembeli untuk selarna-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan 

harganya kepeda penjna! 46 Dengan dilakukanjual beli tanab, hak milik atas tanah 

beralih kepada pembeli. Sejak itu menurut hukum, pembeli telah menjadi pemilik 

yang barn." Harga tanah yang dibi.yar itu bisa seluruhnya, tempi dapat juga 

sehagian. T etapi biarpun baru dibayar sebagian, menurut hukum dianggap Ielah 

dlb3yar penuh karena jual be1i tanah menurut hukum adat bersifat contant atau 

tunai dan pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang 

bersamaan.43 Pada saat itu. jual beli tersebut menurut hukum telah selesai Sisa 

harga yang menumt kenyataannya belum dibayar, dianggap sebagai utang 

pembeli pada bekas pemilik, alas dasar perjanjian utang piutang yang dianggap 

terjadi antara pembeli dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut 

dilaknkan. 

Perjanjian utang piutang ini tidak ada hubungan hukumnya dengan jual 

beli tanah tadi. lni bemrti, bahwa jika kemudian pembeli tidak membayar sisa 

harganya, maka bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli dan 

dengan demikian diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan. Penyelesaian 

pembayaran sisa harga tersebut hams dilakukan menurut hukum perjanjian utang 

piutang. Biasanyajual beli tanah itu dilakukan di muka Kepala Adat (desa), yang 

4
' Effendi Perangin., Hukum Agraria di indonesia : Snatu Telaah Dari Sudw P(mdang 

Praktisi Hukum, Cct. IV, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1994), hal. B 

46 !bid., hal. 15 

41 Ibid. 

48 !bid., hat !6 
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bukan hanya bertindak sebagai saksi tetapi dalam kedudukannya sebagai Kepala 

Adat (desa) menanggung bahwa jual beli tanah tersebut tidak melauggar hukum 

yang berlaku. Dengan dilakukannya di muka kepala Adat, jual beli itu menjadi 

"terang", bukan perbuatan hukum yang "gelap". Dengun demikian maka pembeli 

mendapat pengakuau darl masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang 

baru dan akan mendapat perlindungan hukum jika di kemudian harl ada gugatan 

terhadapnya dan pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah. 

Umumnya dan jual beli tanah itu dibuatkan suatu akta berupa pamyataan 

dari pihak penjual bahwa ia Ielah menjual tanalmya kepada pembeli (istilahnya 

menurut hukum adat : juallepas, jual mutlak, ado! turun maturun, ado! plas pati 

bogor, ado! kanggo, salawase) dan telah merulrima hatga yang ditentukan : bahwa 

sejak saat itu ia bukan pemilik lagi darl tanah yang bersangkutan karena sudah 

beralih menjadi milik pembeli. Pengertian jual beli menurut hukum adat sebagai 

berikut diambil sebagai bakikat jual beli menurut UUPA, yang berlaku pada saat 

ini yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan dan sistem pendaftaran 

tanah yang beriaku saat ini.49 

Jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT dan kemudianjuga 

tidak dilakakan pendaftarannya menurut PP No. 24 Tahun l997tetap sah menurut 

hukum, karena sekalipun jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT namun 

npabila syarat-syarat materiit mengenai jual bell itu dipenuhi, maka jual beli itu 

tetap sah. Dilakukannya jual beli di hadapan PPAT bukan syarat sahnya jual beli 

itu, tetapi hanyalah untuk mendapatkan bukti yang kuat (akta PPAT) mengenai 

jual beli itu. Walaupun dernikian, tetap saja ada akibat praktis,jual beli tanpa akta 

PPAT menyebabkan Kantor Pertanahan tidak akan bersedia mendaftarkan 

peralihan hak karena jual beli itu, sehingga pembeli tidak mempunyai bukti yang 

kuat tentang pcmilikannya. 50 

Jual beli atas tanah yang belum memiliki sertlpikat, sebaiknya jangan 

dilakukan, tetapi terlebih dahulu dapat dibuat janji akan jual beli. Jual beli akan 

49 1bid., hall7 

sa Effendi Perangin, .fOJ Pertanyaau dan Jawahan 1'entang Hukum Agraria, (Jakarta ; 
Rajawali, 1986}, haL 74 
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dilal:ukan pada saat sertipikal telah selesai. Janji akan jual beli dibuat dengan akta 

notaris. Boleh juga dibawah Iangan. Urusan sertipikat dapat diserahkan kepada 

pihak ketiga (pegawai notaris, misalnya) atau caJon penjual atau caJon pembeli. 

Pada saat dibuat akta perjanjian jual beli, eaton pembeli rnembayar sebagian, 

misalnya 50"/o dati harga yang telah disetujui, sisanya dibayar pada saat jual beli 

dilaksanakan.51 

1.2.3 Tata Caralual Beli Tanah 

Tanah yang dijual mungkin : 

a. Sudan mempunyai sertipikat 

b. Belum mempunyai sertipikat 

a. Sudah mempunydi sertipikat 

Penjual dan pambeli datang ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang berwenang membuat akta mengenai tanah yang dijual itu. Mereka 

masing~masing dapat diwakili oleh seorang kuasa dan dalam hal lni, peujual harus 

mempunyai wewenang untuk menjual dan pembeli harus mempunyai syarat 

sebagai subjek hak atas tanah yang dijual itu. Sebelumnya PP AT harus 

memastikan kedua hal itu. 52 

Surat-surat yang harus diserahkan kepada PPAT untuk maksud jual belt 

anta~a lain : 

!. Sertipikat tanah yang hendak dijual 

2. Surat tanda bukti pembayaran pendaftaran jual bell yang akan 

dJadakan itu. 

Dalam hal ini, biaya pendaftaran itu dapat dibayar !angsung kepada 

Kantor Pertanahan, atau dapat pula dibayarkan melah.J.i kantor pos 

yang terdekat Oleh karena itu, blasanya belum diketahui secara pasti 

berapa biaya yang wajib dibayar, maka pembayarannya itu baru 

'
1 Ibid., hall& 

!~Ibid. 
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merupakan uang muka P.enyelesaiannya dilakukan pacta waktu jual 

belinya dimintakan pendallaran pada Kantor Pertanaban." 

PPA T dilarang membuat akta jual beli sebelum apa yang dsebutkan di atas 

itu diserabkan kepadanya. Kewajiban untuk menyerabkan sertipikat itu 

dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai teJjadi penjualan tanab lebih dari 

satu kali. Oleh karena itu, setelah akta jual beli dibuat, PPAT wajib menahan 

sertipikat tanahnya untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanaban, kecuali 

kalau yang berkepentingan sendriri yang akan menyampaikannya. Tetapi 

bagaimanapun, sertipikat jangan tetap betada di tangan penjual sesudah akta jual 

belt dibuat. Kalau ada keraga-ragaan mengenai kebenaran daripada ketemngan­

keterangan yang ada dalam sertipikat yang diserahkan kepadanya, maka PPAT 

dapat merninta supaya yang bersangkutan meminta "sutat keterangan pendaftaran 

tanah~ (Kantor Pertanaban) pada kepala Kantor Pertanahan untuk dieocokkan. 

PPAT pun wajib menolak permintaan untuk mernbuat akta jika tanab yang akan 

dijual itu ternyata masih dalam persclisihan. Jika yang datang menghadap PPAT 

itu bukan pemilik dan pembeli sendlri akan tetapi kuasanya, maka wajib 

diserahkan kuasa untuk memberi wewenang kepada mereka untuk melakukanjual 

beli itu. Jika pemilik yang namanya tereantum pacta sertipikat tanah sudab 

menfnggal dunia, sedang yang akan rnenjual itu ahli warisnya, maka perubahan 

itu harus dicatat lebih dahulu oleh Kepaia Kantor Pertanahan pada buku tanab dan 

scrtipikatnya sebelum akta jual belinya dibuat oleh PPAT. Setelab menerima 

surat-sumt yang diperlukan, PPAT membuat aktajual beli tanah dengan dihadiri 2 

(dua) orang saksi. 

Akta jual beli beser:ta sertipikat dan warkah-warkahnya lain yang 

diperlukan untuk pembuatan akta itu, oleh PPAT segera disampaikan kepada 

Kantor Pertanahan yang bersangkutan, Akta dan laln-lainnya itu dapat juga 

dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan, dengan 

rnemberikan tanda penerimaan kepada PPAT. Setelah menerima dan memeriksa 

segala surat yang bersangkutan, apabi1a semuanya beres, maka Iangkah 

n Ibid., hal. 19 
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selanjutnya ialah pendaftaran jual beli itu dalam buku tanah yang bersangkutan 

dan pencorellln nama penjual dan pencantuman nama pembeli dalam sertipikat. 

Jika beli itu tidak memerlukan izin pemindahan hak, maka pendaftarannya dalam 

buku tanah segera dilakukan. Demikian juga pencoretan nama pet\iual dan 

pencantuman nama pembeli dalam sertipikat langsung diselesaikan Kantor 

Pertanahan. Tetapi, bila diperlukan izin pemindahan hak, maka selain surat-surat 

yang tersebut di atas disampaikan pula permohonan izin pemindahan hak 

(rangkap 4) pada Kepala Kantor Pertanahan disertai salinan akta jual belinya 

untuk ditemskan kepada instllllsi pemberi izin. Kepala Kantor Pertanahan segera 

menyampaikan permohonan izin pemindahan hak kepada instansi yang 

berwenang. Jika izin pemindahan haknya diberikan atau dianggap telah diberiknn 

karena tidak dlambilnya: sesuatu keputusan oleh instansl pemberi izin dalam 

tenggang waktu yang ditentukan, maka diselenggarakan pendaftarnn jual belinya 

oleb Kepala Kantor Pertanahan sebagai tersebut di atas. Jika pennohonan izin 

pemindahan haknya ditolak, maka peda akta jual belinya (yang bermaterai) 

dibubuhkan catatan mengenai penolakan Jtu. Kernudian semua warkah yang 

diterima, termasuk akta jua1 beH tersebut di atas dan sertipikatnya dikemballkan 

kepada yang berkepentingan, kalau semula diterima dari PP AT pengembalian 

warkah-warkah itu dilakukan dengan perantaraan pejabat tersebut. Yang 

berkepentingan akan menerima kembali biaya pendaftaran yang Ieiah dibayamya. 

Sertipikat oleh Kantor Pertanahan diberikan kepada yang berbak." 

Sebagaimana dimaksud dalam ketentunn Pasa! 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftamn Tanah, yaitu: "Sertipikat hanya boleh 

diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang 

bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan 

kepadanya "" Hal ini dilakukan untuk menghindari diterimanya sertipikat pada 

orang yang tidak berhak yang dapat merugikan pemilik tanah yang sebenarnya. 

S4 Ibid., hal. 21 

H Harsono (I), op. cit., hat 536 
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b. Belum mempunyai sertipikat 

Tanah yang bel urn mempunyai sertipikat mungldn : 

a. Tanah yang sudah pernah didaftar menurut peraturan sebelum 

berlakunya PP No. J0/1961 jo PP No. 24/1997 

b. Tanah Indonesia yang belum pernah didaftar, tetapi karena perbuatan 

atau peristiwa hukum tertentu wajib didaftar 

c. Tanah Indonesia yang belum pemah didaftar dan bellllll wajib 

didaftar.56 

Tanah yang belum memiliki sertipikat barus dikonversi. Pengertian 

konversi dalam bal ini adalah perubahan status dari huk alas tanah menurut hukum 

agrarian sebelum berlakunya UUP A, menjadi bak alas tanah menurut ketentuan 

yang tercantum dalam UUPA. Hak-hak alas tanah yang berasal dari bak adat yang 

menyerupai bak milik seperti bak yasan, bak druwe desa, bak pekulen, hak 

abanggaduh turon temurun, hak pesini, hak gogolan, dan lain sebagainya dengan 

nama barngam (tergantung adat istiadatlhukum adat setempat), yang bersifat tetap, 

dapat dikonversi (diubah statusnya} menjadi hak milik menurut ketentuan 

UUPA 57 

Terhadap kepemilikan hak alas tanah yang belum mempWlyai sertipikat 

dari Badan Pertanahan Nasional (BPN} berdasarkan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahnn 1961 atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, maka pemilik terkait dapat menempuh mekanisme kobversi, nntuk 

kemudian mendapatkan sertipikat atas nama pemilik terkait ltu sendiri.58 

Mekanisme konversi ini dapat dilakukan di kantor pertanahan setempat 

dengan mcmbawa syarat-syarat sebagal berikut : 

1. Surnt permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa 

hukumnya 

56 Ibid., bat 22 

~1 Eko Yulian lsnur, Tota Cara Mengurus Sural~~·urar Rumah dall Tarwh, Cet I, 
(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2008), haL 42 

511 ibid. 
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2. Fotokopi KTP pemohon yang telah dilegalisasi oleb pejahat 

berwenang 

3. Sural keterangan dari kepala desa/lurab tentang penguasaan dan 

kepemilikan hak atas tanah 

4. Bukti kepemilikan hak alas tanal1 sebelwn bersertipikat, dapat berupa 

salinan Letter C yang diketahui oleb kepala desa, Model D asli, Model 

E asli, serla perneriksaan desa yang diketahui oleh kepala dasa terkait. 

5. Fotokopi Buku C yang memuat informasi identitas tanah yang 

dimohonkan. Dasar pencatatan Letter C terletak pada subjek pamilik 

hak atas tanah bukan pada bidang tanahnya. Berbeda dengan 

pendaftaran di kantor pertanahan yang mengandung administrasi 

kepemilikan hak pada masing-masing bidang tanah 

6. Sural pemyntasn yang ditandatangani oleh kepala desallurab tentang 

pemasangan batas-batas permanen pada bidang tana~. 

7. Surat pernyataan persetujua.i1 akan luasan bidang tanah. Surat .ini 

ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan 

bidang tanah yang didaftarkan dan diketahui oleh kepala desallurah 

setempat 

8. Dl. 20 (risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tengah), 

yang dibuat per bidang tanalt 

9. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)59 

Selain itu, terdapat beberapa hal panting yang juga perlu diperhalikan, 

a. Pada kasus tertentu, seperti di daerah Jawa Tengah atau Yogyakarta, 

untuk menghindari pembebanan pajak pada era penjajahan, banyak 

tanah milik seseorang disatukan (di-gandhok~kan) dengan nomor surat 

tanah milik ornng lain. Akibatnya, kini banyak lanah yang pada 

kenyataannya dimiliki oleh seseorang namun tidak terca1at dalam surat 

59 Kian Goenawan, Panduan Memmts Serlipikat Tanab & Properti, Cet. 1, (Yogyakarta; 
Penerbit Best Publisher, 2009), hal. 42 
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tanah Letter C. Hak milik seseorang tersebut,akan dapat dilihat pada 

berita acarn pemisahan tanah gandhok (petit gandhok). Melihat contoh 

kasus tersebut, apabila hak alaS tanah teljadi karena adanya pemecaban 

gandhok (petit gandhok), maka harus dilampirkan Surat Pemyataan 

dari pemegang hak (indung gandhok/pemilik letter C) dan sural 

pemyataan pelhil gandhok (pemisahan), yang kedua-duanya diketahui 

oleh kepala desa setempat 

b. Apabila pengurusan pennohonan I pendaftaran tanah tidak diajukan 

sendiri oleh pemilik hak atas tanah melainkan melalui kuasa hukum, 

maka Sural knasa sebaiknya dilegalisir oleb pejabat yang berweoang, 

dalam hal ini adalah Notaris/PP AT. 

e. Apabila bukti dasar hak hanya berhentek fotokopi Pemeriksaan Desa, 

maka harus dilengkapi dengan Surat Pemyataan penguasaan I•isik 

Tanah selama 20 talmn lebih berturut-turut, tanpa ada pihak yang 

menggugat serta mempannasalahkan, yang diketahui oleh kepala desa, 

dan lebih haik lagi jika ada saksi-saksi yang mendukung k:cbenaran 

fakta penguasaan tersebut,60 

Tanah yang belum hersertipikat letap dapat diperjualbelikan asalkan 

setelahjual beli terjadi, segera dilakukan pensertiplkatan atas nama perubeli, 

2.2.4 Pengikatan Jual Beli Tanah 

2.2.4.1 Peijanjian Jual Beli 

Jual beli adelah suatu pedanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang 

satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hal milik atas suatu barang, sedang 

pihak yang lainnya (si pembeli) beijanji untuk membayar harga yang terdiri atas 

sejum!ah uang sebagai imbalan dari perolchan hak milik tersebut. Kewajiban 

pertarna dari si penjual adalah penyerahan barang yang telah dijual kepada si 

pembeli (Pasal 1457 jo 1474 KUHPerdata). Kewajiban pertama dari si pembeli 

00 lsnur, Op, Cit., hal44 
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yaitu pembayaran harga pembelian kepada s1 penjual (Pasal 1457 jo 1513 

KIJHPerdata).61 

Menurut pendapat E. W Chance, dibedakan antara jual beli dan perjanjian 

jual beli, sebagaimana dikutip oleh MR. Tirtaarnidjaja, MH dalarn buku "Pokok­

pokok Hukum Pemiagaan", disebutkan: 

"A contract of sale is a contract whereby the seller tramfers or agrees to 
transfer the property in goods to the buyer for a money consideration 
called the price, so that a contract of sale maybe either an agreement to 
sell or an actual sale. Where under the contract of sale the property in the 
goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a 
sale; but where the transfer of the property in the goods is to take place at 
the future time, or subject to some condition there after to be fulfilled, the 
contract is called an agreement to sell. 
An agreement to sell become a sale, when the time elapses or the 
conditions are fulfilled subject to which ihe property in the goods is to he 
transferred'~. 62 

Berdasarkan hal tersebn~ disebut jual bcli jika objek yang yang 

diperjualbelikan sudah dialihkan dati penjual kepada pernbeli. Peljanjian jual beli 

adalah jika objek yang diperjualbelikan belum dialihkan a tau akan beralih pada 

waktu yang akan datang ketika syarat-syarat telah terpenuhi. Perjanjian jual beli 

ini akan menjadi jual beli jika syarat-syarat Ielah terpenuhi dan objek yang 

diperjualbelikan telah beralih kepada pembeli."' Jadi, menurut pendapat E.W. 

Chance, ada perbedaan antara perbuatan jual beli dan perjanjian jual beli. Hal ini 

berarti, dalam praktek penjualan secara indent jika dihubungkan dengan pendapat 

E. W. Chance ialah bahwa praktek penjualan secara indent sam a dengan apa yang 

disebutnya sebagai perjanjian jual bell, yaitu perjanjian jual beli adalah jika objek 

yang diperjualbelikan belum dialihkan atau bam akan beralih pada waktu yang 

akan datang ketika syarat-syarat yang berhubungan dangan peljanjianjual beli itu 

telah terpenuhi dan objek yang dipeljualbelikan Ieiah beralih kepada pembeli. 

61 Dionati Fabertine Pardede,. "'Pengikatan Juat Beli Satuan Rumah Susun Pada 
Apartemen Casablanca,'' (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1996), hal. 24 

62 lbid 

61 Jbid., hal. 25 
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Jadi, selama objek yang diperjualbelikan belum beralih kepada pembeli, maka. 

belurn dapat disebut sebagai jual beli. 64 

2.2.4.2 Pengikatan Jual Beli 

Sebelum jual beli dilaksanakan, antara penjual dan pembeti tentnnya telah 

dicapai kata sepakat mengenai alum dilalrukannya jual beli tersebut, yang 

menuakup tnnah mana yang akan dijual dan berapa barganya. Kata sepakat itu 

menimbulkan petjanjian, yang kiranya dapat disebut perjanjian akan (melakuk:.an) 

jual beli. Menurut hukum adat. untuk salmya parjanjian itu disyaratkan adanya 

ape yang disebut "panjer" berupa uang atau benda yang o!eh caJon pembeli 

diserabkan kepada pemilik tanahnya . ., 

Menurut Maria S. W. Swnardjono berdasarkan kntipan dari buku Ter 

Hnar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. disebutkan bahwa tentang peijanjian 

dengan uang pengikat yang sifatnya konsensuil (teojadi berdasarkan kata sepekat), 

dengan unsm riil, dalam arti hubungan kedua pihak teijadi, bila di samping kata 

sepekal juga Ielah diserahkan sesuatu (biasanya uang) sebagai tanda pengikat atau 

panjar.66 Tanpa uang pengikat, pam pihak tidak merasa terikat untuk melakukan 

prestasi di kemudlan hari. Pada umumnya bila calon pembeli ingkar janji, maka ia 

akan kehilangan uang mukanya. Sedangkan jika caJon penjual ingkar janji, maka 

ia harus: mengembalikan uang itu dan menurut hukum adat biasanya diharuskan 

mengembalikan dua kali Iipat.67 

Menmut hukum pardata yang diatur Burgcrlijk Wctboek bahwa tanah 

selaku objek hak bukan saja dipandang sebagai benda (zaak) tak bergerak 

berwujud yang dapat dilihat seoara nyata melalui pancaindra, juga dipandang 

terpisah sebagai benda illk bergerak dan tak berwujud (onlichamelijk zaak), 

sehingga ketika teljadi peralihan haknya harus diikuti dengan penyerahan hakuya 

44 Ibid. 

6s Ibid., hal 1 '1 

65 Maria S. W. Sumardjono, Kebijakau Perlanahau Antara Regulrui dan/mplemenlasi, 
Cet. Ill, (Jakarta· Penetbit13uku Kompas., 2005), hat 136 

97 Ibid 
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(levering), sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUHPerdllla''" Berbeda menurut 

hukum ada! di Indonesia, tanah selaku objek hak merupakan benda tak bergerak 

berwujud, kllrena dapat dilihat seca:ra nyata (conkreet denkeen). Sementara hak 

atas tanah hanya dipandang sebagai begian yang tidak herpisah dengan bendanya 

sehingga sewaktu teijadi peralihan haknya tidak perlu diiringi penyerahan hak 

(levering), sebegaimana ketentuan Pasal 612 KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan 

unsur jual beli tanah dalam hukurn adat, yaitu tunai, riil, dan terang. Walaupun 

peda kenyataannya pihak pembeli belum membeyar lunas harga pembelian atas 

tanah, namun kepemilikan hak atas tanah sudah beralih dan pihak pembeli dapat 

menggunakan tanah. terse but sesukanya. 69 

Pada praktakuya, untuk menghindari adanya penipuan, pihak penjual 

biasanya tidak langsung menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah, yaitu 

sertipikat kepada pembeli. Jual beli tidak dibuatkan Akta Jual Beli, tetapi terlebih 

dahulu dilakukan Pengikatan Jual Beli. Akta Pengikatan Jual Beli adalah suatu 

perikatan yang lahir dari suatu peljanjian, dimana peljanjlan tersebut mengunakan 

syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi oleh satu atau kedua belah pihak.70 

Hal-hat atau syarat-syarat tangguh inilah yang menjadikan Jatar belakang 

pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli. Hal-hal atau syarat-syarat tangguh adalah 

yang melatarbelakangi tersebut antara lain : 

1. JuaJ beli tersebut dilakukan secara mengangsur/cicHan 

2. Jual beli sudah dibayar secara tunal (lunas) akan tetapi dikarenakan pajak­

pajak yang muncul karena juaJ beli tersebut nilalnya terlalu besar maka 

dibuatlah akta Pengikatan Jual Beli 

3. Objek yang akan diperjualbelikan · masih dalam cicilan pihak penjual 

(selaku debiiur) dari suatu Baak (selaku Kreditur), akan tetapi sebelum 

melakukan transaksi periu dimintakan izin terlebih dahulu dari pihak 

kreditur tersebut 

68 S. Chandra, op. cit., hal. 12 

6,'} !bid 

10 Aristiawan Dwi Putranto, "Aspek Hukum da!am Ak"ta Pengikatan Jual Be!i Tanah," 
(Thesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 
hal. 45 
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4. Objek yang akan dipeJjualbe!ikan te)1lyaia masih menjadi agunanljaminan 

utang dari pihak penjual dan barn akan melunasi hutang tersebut apabila 

sudab menerima pelunasan dari pihak pembeli. Hal ini pun diperlukan izin 

terlebih dahulu dari pihak Bank (kreditur/penerima jarninan) terlebih 

dahulu 

5. Objek tanab jual beli tersebut belum bersertifikat dan pihak pembeli 

menghendaki pelunasan jual bali barn terlaksana hila tanab tersebut sudah 

bersertipikat 

6. Tidak tersedianya blanko aklajual beli di kantor pes dan giro.71 

Dalam hal dilnkukan pembuatan Akta Pengikatan jual beli oleh Notaris, 

mnka Notaris harus menjamin bahwa isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang 

dibuatnya, dengan memperbatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Waktu dan tempat pembayaran serta jumlah angsuran yang akan 

dibayarkan telab ditetapkan oleh para pihak yang membuat perjanjian 

b. Wnktu dan tempat penyerahan hak kebendaan dari pihnk penjual kepada 

piltnk pernbe!i pada saat terjadinya pelunasan pembayaran harga jual beli 

yang telab disepakati dan seketika dihrnjutkan dengsn pembuatan akta 

pengalihan hak (Akta Jual Beli) 

c. Pihak penjual menjamin objek (tanah) dalam Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli ini adalah milikuya, tidak dalam sengketa, dan atau tidak menjadi 

jaminan utang kepada pJhak Jain 

d. Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini tetap diberlakukan Pasal 1813 

KUHPerdata 

e. Pihak pembeli diberikan kuasa uutuk dan atas nama pihnk penjual untuk 

menghadap dan menandatanganl Akta jual Beli tersebut, da1am hal 

pengalihan haknya atas nama diri sendiri.12 

71 !hid., hat 46 

n Ibid, bal. 51 
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Di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli terdapat suatu kuasa khusus yang 

isinya yaitu pemberian kuasa kepada pihak pembeli untuk melanjutkan proses 

pengurusan dalam hal menghadap dan menandatangani akta di hadapan PPAT. 

Langkah ini merupakan bukti dari telah dipenuhinya syamt-syarat tangguh yang 

melatarbelakangi pembuatan Perjanjian Pengikanm Jual Beli sebelumnya. Kuasa 

dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini bukan merupakan kuasa mutlak, hal ini 

dapat dibedakan antara kuasa khusus yang terdapat dalarn Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli dengan kuasa mutlak. Kuasa dalam Perjanjiana Pengikatan Jual Beli 

tujuannya memberikan jaminan kepada penerima kuasa (pembeli), setelah syarat­

syarat yang diharuskan dalam jual beli tanah dipenuhi, untuk dapat melaksanakan 

sendiri hak-hak yang timbul dalam Pengikatan Jual Beli atau menandatangani 

sendiri Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa perlu kehadiran pemberi kuasa 

(penjual) di hadapan pejahat yang berwenang." 

lstilah 'kuasa mutlak'' sebagaimana dikutip Aristiawan berdasarkan 

pendapat Pieter E. Latumenten dalarn Jwnal Renvoi, adalah istilah yang dikenal 

dalam lnstruksi menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 

1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutiak menurut Instruksi Menteri 

Dalam Negeri tersebut adalah kuasa yang berdiri sendlri dengan objek bidang 

tanah dan yang rnemberikan kewenangan terhadap penerima kuasa untuk 

menguasai dan rnenggunakan tanah serta melakukan segala perbuatan hukum 

yang menjadi wew-enang pemberi k:uasa se1aku pemihk dan diakhir kuasa tersebut 

dicantumkan klausul bahwa kuasa ini tidak dapat dicabut kemhali oleh pemberi 

kuasa,74 

2.3 Pendaftaran Tanab 

2.3.1 Pelaksanaan Tertib Pertanahan 

Dalam lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nom or I 4 Tahun 1982, disebutksn 

catur tertib pertanahan yang terdiri dari : 

73 Ibid, hal 52 

74 /bid 
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!. Tertib Hukum Pertanaham 

2. T ertib Administrasi Pertanahan 

3. Tertib Penggunaan Tanah 

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan 

Pelaksanaan tertib pertanahan bertnjuan melancarkan setiap urusan yang 

akan menunjang lancamya pembangunan, kbususnya bidang keagrariaan. Hal ini 

dikarenakan setiap pembangunan tentu memerlukun tanah sebagai sumber daya, 

ruang atau faktor-faktor produksi.75 

Masalah-masalah pokok di bidang tertib pertnnahan antara lain : 

1. Belum terpusatnya administrasi pertanahan dalam satu Iangan 

sehingga pengelolaan tanah belum herjalan secara terpadu 

2. Organisasi dan tata kelja yang belum mantab dan terkonsoHdasi 

3. Keterbatasan kemampuan para petugas pelaksana tingkat terendah 

(Carnal dan Kepala Desa) haik kemampuan teknis maupun non 

teknis.'6 

Dalam menanggu1angi usaha-usaha peningk:atan tertlb pertanahan. perlu 

diusahakan suatu pola kebijaksanaan yang men:yeluruh haik mengenai 

organisasi/tata kerja, personalia, keuangan maupun prasarana dem:i tercapainya 

tertib tersebut-17 Dengan tercapainya konsolidasi organisasi dan tingkat 

ketrampilan para petugas serta anggaran yang mencukupi dan tata kerja yang 

jelas., maka segala urusan Keagrariaan akan dapat diperlancar. Di lain pihak. 

untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adnnya dukungan positif dari 

masyarakat sendiri:.11
;; Harus ada sikap aktif dari masyarakat untuk membantu 

rs Departemen Penerangan Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri Republik 
Indonesia, Dlrektotat Jendral Agraria, Per!{lna}I(Jll Dalam Era Pembangunan fndonesia, (Jakarta, 
1982), hal170 

16 Ibid. 

71 Ibid 
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menyukseskan tertib admiillstrasi perllmaban, dengan cara antara lain berperan 

serta mendaftarkan hak atas lanah yang dimilikinya. memperpanjang hak yang 

sudah dimilikinya ataupun mengajukan permohonan hak baru. 

2.32 Penyelenggaraan Pendaftarnn Tanah 

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh badan Perllmahan Nasional (BPN) 

yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya 

meliputi bidang pertanahan. Kantor Perllmahan adatah unit kerja Badan 

Pertanaban Nasional di wilayab kabupaten atau kotamasya. yang melakukan 

pendaftaran hak atas tanah dan pemliharnan daftar umum pendaftaran tanah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPN dibantu oleh PPAT, yaitu pejabat umum 

yang diberi kewenangan untuk membuat akta~akta atas tanah.19 

2.3.3 Asas-asas Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tlmah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

teljangkau, mutakhir. dan terbuka sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 

2 PP No. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya. 

a. Asas sederhana dafam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan­

ketentuan pokoknya maupun prosedumya dengan mudah dapat dipahami 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pam pemegang hak atas 

tanah. 

b. Asas aman dJmaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah 

per1u diselenggarakan secant teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan Jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu 

sendlri 

c. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan mernperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi temah. Pelayanan yang diberikan dalam 

1~1orianus S.P. Sangsun, Tala Cara Mengums Sertifikat Tanah, Cel. 1, (Jakarta : 
Visimedia, 2007), hal 19 
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rnngka penyelenggaraan pendaftaran 1<\Dah horus bisa terjangkau oleh para 

pihak yang memerlukan. 

d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 

yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubhan yang 

terjadi di kemudahan hari. 

Asas mutakhir menuntut dipelibaranya data pendaftaran tanah secara terus 

menerus dan berkesinambungan, sehlngga data yang tersimpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapengan, dan masyarat 

dapat memperoleh keterangan mengenai dela yang benar setiap saal 

Untuk itulab diberlakukan asas terhuka''ll 

Asas-asas tersebut diatas merupakan landasan dilakukannya pendaftaran 

tanah hagi kepentingan pemegang hak atas tanah. 

2.3.4 Tala Cara Pendaftaran Tanah 

Pemerintah mengadakan pendaftamn tanah untuk seluruh Indonesia 

dengan maksud memberikan jaminan kepastian hukom hak alas tanah yang 

dipunyai seseorang. Sebagai tanda jaminan kepastlan hukum yang diberikan oleh 

Pemerintah atas sebidang tanah. maka Pemerintah memberikan surat tanda bukti 

hak atas sebidang tanah tersebut. Sural tanda bukti hak yang dimaksudkan di sini 

dinamakan sertipikat dan berlaku ala! pembuktian yang kuat. 81 

Dengan dilakukakan pembuatan akta di hedapan pejabat serta pendaftaran 

peralihan untuk tanah-tanah yang sudah dibukukan. maka adanya sertipikat 

rnerupakan syarat mutiak. Jika suatu sertipikat hiiang, maka untuk mempemleh 

gantinya harus ditempuh suatu prosedur yang agak suliL Tujuannya tidak lain 

adalah untuk mencegah agar satu hak jangan sampai beredar lebih dari satu 

~0 Harsono (1), op. cit,, hal_ 557 

81 Departemen Peneranga:n R¢pub!ik Indonesia dan Departemen Daiam Negcri Republik 
Indonesia. Direktornt Jendral Agraria,. Pertcmahan Dalam F,.ra Pembt:mg:man IndmJesia, (Jakarta, 
1982). hal. as 
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sertipikat" Di samping sertipikal hak alas ta.nah, Pemturan Pemerintah juga 

menyebutkan sertipikat hak tanggungan, yang dikenal dengan Alcta Pemberian 

Hak Tanggungan" Sertipikal lcrsebut dibual olch PPAT dan dinerikan kepada 

kreditur yang berbak dan mempunyai kekuatan eksekutoriat" 

Penyelenggaraan pendaftaran bak atas tanah merupakan rangkuian 

kegiatan, dari pengajuan pennohonan bak oleh pemohon hak yang dilengkupi data 

pemilikan tanab, kemudian kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi 

penelilian kelengkupan berkas, pencatatan dalam daftar-daftar isian, penetapan 

petugas dan waktu kegiatan lapang" Dilanjutkan kegiatan operasional di lapangan 

mulai dari penetapan batas, pelaksanaan pengukuran dan penandatangan berita 

acara penetapan hall!s, bersamaan dilakukan penelitian fisik yang meliputi 

keadaan lokasi, penggunaan tanah, adanya benda-benda dan kepentingan pihak 

ketiga atas tanah serta riwayat pemilikan tanahnya yang dituangkun dalam Risalah 

Pemeriksaan Tanah" Setelah diperoleh data lapang, dilanjutkan kegiatan 

administmsi meliputi pemetuan dan pembuatan Surat Ukur, penerbitan Sural 

Keputusan Hak oleh P~abat Tata Usaha Negara yang beJWenang, Berdasarkan 

sural keputusan hak atas lanah dilakukan pencatatan dalam Buku Tanah, yang 

selanjutnya dilerbitkan Sertipikat Hak alas tanah" Kegiatan kegiatan pendaftaran 

hak tanah sebagaimana diuraikan diatas, berlaku dalam rangka pemberian hak 

miiik. penegasan konversi maupun pcngakuan hak milik. &4 

Pene\llpan letak tepal bidang tanah merupekan salah satu aspek yang 

sangal menentukan nilai kepastian hukum hak alas tanah yang terdaftar, Terkait 

dengan kepentingan itu, maka tersedianya Peta Dasar Pendaftaran sangat 

diperluan, teru1ama untuk memastikan letak tepat sebidang tanah yang sudah 

dilekali sesuatu hak, serta keberadaan bidang-bidang tanah tanah lainnya, baik 

yang sudah terdaftar rnaupun yang belum terdaftar. 85 

Sllbid 

10 Ibid. 

lH Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukuk llak Milik Alas 1'anah, (Jakarta : 
Republik.a, 2008), hat 116 

s:5 Ibid, 
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Untuk memenuhi prinsip kehati-hahan. maka pengukuran dan penetapan 

batas tanah harus disertai persetujuan oleh tetangga berbatasan { contradictoire 

delimitatie).06 Upaya untuk membuklikan keberadaan hak yang dimohonkan. 

dilakukan dengan menelaah riwayat penguasaanlpemilikan tanah sejak awal 

sampai dikuasai/dimilik:i pemohon hak, tennasnk proses perolehan hak 

(penguasaan langaung atau peralihan atau pemindahan hak). Dari kegiatan itu, 

Nampak adanya itikad haik atau sehalikuya sebagai salah satu aspek yang 

menentukan kadar kepastian hukum pemilikan tanah."' 

Untuk keperluan pendaftaran konversi bekas hak-hak lama, dengan 

mengingat sistem pemilikan tanah menurut adat yang tidak mengannt bukti 

tertutis, maka ketelitian penelusnran riwayat pemilikan tanah sangat 

membutuhkan ketrampilan dan kehati-hatian aparat pertanahan. Sedangakan 

mengenai pendaftaran hak baru, se1ain penelitian proses penguasaan, juga 

diperlukan pertimbangan terpenuhinya syarat untuk pemberian hak terutama 

mengenai status tanah, peruntukanlpenggunaan, subyek hak dan kepentingan yang 

lebib tinggi tennasuk kepentingan umwn Hak alas tanah yang telah ditetapkan, 

baik melalui penegasan konversi, pengakuan ha~ maupun pemberian hak mHik~ 

selanjutnya dicatat dan dibukukan dalam buku tanah yang mernuat data fisik dan 

data yuridis serta data subyek hak." Selanjutnya ditcrbitkan sertipikat tanah untnk 

kepentingan pemegang hak tanah yang bersangkutan sehagai salinan dari buku 

tanah dan berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat s9 Dengan dimillkinya 

sertipikat, pemegang sertipikat mempunyai hale penuh atas tanah yang 

dikuasainya dan mempunyai hak penuh terhedap tanah tersebut, untuk 

mengalihkan, menjaminkan. dan scbagainya. 

!6 !hid 

£7 Ibid 

88 Ibid, bal 111 

89 Ibid. 
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2.3.5 TujuanPendaftamn Tanah 

Pendaftamn atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian 

hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan 

dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftarnn dan mendapatkan sertipika~ 

pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut Dalam 

sertipikat tersebut tercantum data fisik dan data yuridis tanah termasuk jenis 

haknya antana lain hak milik, hak guna usaha, hak guna banganan, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, sertifikat atas tanab sangan penting kebemdaannya.90 

Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftamn tanah menyebutkan 

pendaftamn atas tanah memitiki tujuan sebagai berikut : 

L untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepnda 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang bak yang bersangkutan; 

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleb data yang 

diper!ukan dalam mengadakan perbuatan hukurn mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; untuk 

me1aksanakan fungsl infonnasi tersebut, data fisik dan data yuridis dari 

bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk 

urnurn. 

3. wttuk terselenggaranya tertib adrnlnistrasi pe.rtanahan. Setlap bidang tanah 

dan satuan rumah susun termasuk pernlihan. pembebanan~ dan hapusnya 

hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib 

didaftar. 

2.4 Serlipikat Hak Alas Tanah 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yang 

menyatakan bahwa sertipikat berla.ku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka 

911 Sangsun, op. cil., hal. I 6 
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hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 32 PP no. 24 Tahun 1997, namun dengan 

satu klausul bahwa hal ini berlaku selama belum berhasil dibuktikan sebaliknya, 

yang oleh sementara pihak dinilai dapat melemahkan kedudukan sertipikat 

sebagai alat bukti yang kuat. Akan tet.api dengan adanya tenggang waktu 5 (lima) 

tahun untuk mengajukan gugatan, maka kepastian hukum justru lebih teljamin. 

Dalam praktek, masih seringkali teljadi kesimpangsiutan mengenai siapa 

yang berhak memhatalkan suatu sertipikat hak atas tauah yang dimiliki warga 

masyarakat. Kadangkala terjadi, Pengadillm secara tegas menyatakan 

mengabulkan permoho11llll gugatan dan seorang penggugat yang menuntut 

pemhatalan pada Pengadilan dan ada kalanya teljadi Pengadilan memerintabkan 

kepada instansi yang berwenang untuk membatalkan sebuah sertipikat yang 

diterbitkan secara kelituatau terdapat kesalahan dalam penerbilannya91 

Sertipikat tanah terdiri dari salinan Buku Tanah dan Sural ukur yang Ielah 

dijahit menjadi satu dengan diberi suatu kertas sampul yang telah ditentukan oleh 

Menteri Dalam Negeri/Direklorat Jendral Agraria dan diberikan kepada seseorang 

yang rnempunyai hak alas tanah sebagai bukti hak dan bukti Ielah dilakukannya 

pendaftaran atas tanah yang bersangkutan. Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c 

UUPA, dinyatakan bahwa sertipikat berlaku sobagai alat bukti yang kuat, jadi 

bukan merupakan suatu alat bukti yang bersifat mutlak 92 

Penggunaan sertipikat sesuai dengan sistem pendaftaran tanah yang dianut 

di Indonesia yaitu sistem negatif, dlmana sertipikat berfungsi sebagai alat buktJ 

yang kuat tentang adanya suatu bak. Hal ini mengandung pengertian bahwa 

keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum yang harus 

diterima terutama oleh pihak Pengadilan sebagai suntu keterangan yang benar. 

Selama dan sepanjang tidak ada alai bukti lain yang mcmbuktikan sebalikuya, 

misalnya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan orang lain. Dalam 

hal yang demilcian, maka Pengadilanlah yang akan menilai alat bukti manakah 

yang benar. Bilamana ternyatu keterangan dari kantor pendaftaran tanah 

91 Abdurrahman. Beberapa Aspekta Tl!lllang flukmn Agraria, {Bandung: Alumni, 1983). 
haL 101 

92 ibid, bal. 102 
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sebagaimana dinyatakan di dalam sertipikat adalah tidak benar, maka dapat 

dilakukan perubahan, pembetulan, atau pembatalan sertipikat yang 

bersanglruw.n.93 Tentunya diperlukan peran aktif dar! masyarakat dan penegak 

hukum dalam menghindari adanya sertipikat-sertipikat bermasalah yang pada 

akhimya dapat menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. 

2.5 Kronologis Kasus 

Dalarn tesis ini, penulis mengangkat kasus jual beli tanah dan rumah yang 

te~adi pada perumahan Lippo KarawacL Pada prakteknya, jual beli antara 

developer dengan pembeli hanya ditandai dengan P~anjian Pengikatan Jual Beli. 

Pihak developer menyatakan akan mengeluarkan Akta Jual Beli yang diikuti 

dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah setelah serah terima dilalrukan, yang 

di~anjikan akan dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan dan dengan 

ketentuan bahwa semua kawajiban pembayaran telah lunas. 

Pada perkembangannya, setelah serah terima dilakukan dan semua 

kewajiban pembayaran telah diselesaikan, ternyata pihak developer belum juga 

meningkatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi Akta Jual Beli, yang 

berakibat tidak dapat diterbitkannya sertipikat bak alaS lanah. Beberapa pembeli 

berulang kali menanyakan perihal penerbitan sertipikat kepada developer, namun 

pH:lak developer tetap menunda-nunda dan beralasan bahwa sertipikat belum 

dipecah. Pihak developer juga memberikan solusi pada pembeli apabiJa ingin 

menjual rumah tersebut, dapat dengan mengalihkan Peijanjian Penglkatan Jual 

Beli kepada pihak ketiga yang dilakukan di kantor developer. Dengan demikian, 

pembe!i banya memi!iki Peljanjian Pengikatan Jual Beli yang menjadi dasar jual 

beli dengan developer Lippo Karawaci. Jika dilakukan jual beli maka yang 

dipindahtangaukan adalah hak dalarn Perjanjian !'engikatan Jual Beli tersebut. 

"93 lbid. 
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2.6 Analisis Masalah 

2.6.1 Keabsahan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional Yang Hanya 

Dilakukan Dengan Membuat Pengikatan Jual Beli 

Jual beli yang dilakukan hanya dengan Pengikatan Jual Beli adak sah 

menurut Hukum Tanah Nasional. Jika jual beli hanya dilaknkan berdasarkan 

Pengikatan Jual Beli saja, maka pada prinsipnya belum terjadi pengalihan hak 

Pengikatan Jual Beli hanyalah merupakan janji-janji antara penjual dan pembeli 

mengenai akan dilakukannya jual beli atas suatu tanah tertentu. Hak alas tanah 

barn beralih peda saat ditandalanganinya Akta Jual Beli dihadapen PPAT untuk 

kemudian dijadikan dasar pembuatan sernpikat hak atas tanab. Sepanjang belum 

dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli, maka hak kepemilikan atas tanah 

masih berada di tangan penjual. 

Dalam kasus tersebut di alas, jual beli hanya dilakukan dengan Pengikatan 

Jual Beli. Sebagaimana telah disebutkan, adanya penandatanganan Pengikatan 

Jual Beli bakan merupekan dasar pemindahan hak. Dalam bal ini, tanah masih 

merupakan milik developer. Pengikatan Jual Beli merupakan kesepakatan 

dilaksanakannya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 

Di Indonesia, akta PPAT merupakan akta yang berdiri sendiri tanpa harus 

diawali oleh perjanjian lain. Menurut ketentuan datam Hukum Tanah Nasional 

yang mengacu pada hukum ada!, tidak dikenal adanya Pengikatan Jual Beli. Jual 

Beli (peralihan hak) ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli 

sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepela Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturau Pemerintah Nomor 24 Tabtlll 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah (Permen No. 3 Tahun 1997), yang menyatakan bahwa Akta 

Jual Beli merupakan salah satu akta yang dibuat oleh PPAT yang dijadikan dasar 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. 

Dalam jual beli menurut KUHPerdata, dikcnal adanya penyerahan yang 

sah (juridische levering) yang baru terjadi jika akta penyerahannya (acte van 

transport) telah didaftar dalam Buku (Register) Tanah. Indonesia tidak pemah 

menganut asas juridische levering sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. T eta pi 
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tunduk pada Hukum Tanah Nasional yang mengacu pada hukum adat, dan 

menurut hukum adat, jual beli tanah bukan merupakan peijanjian seperti yang 

dimaksudkan dalam Pasal 1457 KOHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum 

yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli 

untuk selama-Jamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkao hargaoya 

kepada penjual. 

Pada dasarnya, alasao teijadi penundaao pembuatan Akta Jual Beli 

sehingga dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yaitu antara lain karena adanya 

kondisi-kondisi yang sebagai beban atau syarat-syarat yang harus dipenubi oleh 

kedua belah pihak yang mempunyai perjanjian, antara Jain: 

n. Tanah rersebut berus sudah bersertifikat 

b. Pembayaran pelunasan harga jual beli yang dilaksanakan oleh pihak 

pembeli dilakukan secara mengangsur ( dengao cara cicilan) 

c. Jual beli tersebut sudah dibayar lunas, tetapi pembayaran pajak-pajak 

tersebut masih belum dibayarkan karenajumlahnya terlalu besar" 

Alasan-aJasan tersebut diatas sebenarnya tidak me!anggar prinsip-prinsip 

jual beli yang dia!ur dalam Hukum Tanah Nasioual yang mengadupsi konsepsi 

jual beli menurut hukurn adat, yaitu tunal dan terang. Tuna! berarti saat 

pembayaran sudah ada kata sepakat dan disertai dengan pembayaran uang muka, 

sedangkan terang berarti pembayaran tersebut dihadapan oleh pejabat umum atau 

kepala desa dan disaksikan para saksL" Namun, dalam bel syarat-syarat tersebut 

diatas sudah dipenuhi, maka sebaiknya segera dibuatkannya Akta Jual Beli untuk 

kemudian ditingkatkan merJadi senipikat, yang berguna sebagai bukti 

kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah. Tanpa adanya sertipikat, dapat 

saja orang lain mengklalm tanah yang ada sebagai miliknya. J ual beli menurut 

Hukum Tanah Nasional baru teljadi saat dilakukan penandatanganan Akta Jual 

Beli dan tanah baru beralih pada saat itu. 

fl4 Aristiawan Dwi Putranto, "Aspe1c Hukum dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah," 
(Thesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas [ndonesia, Jakarta, 2004), 
hal. 60 

95 Jbld. 
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Perbedaan akta jual bcli dengan akta gengikatan jual beli adalah 

mempakan akta yang berbeda, dimana perbedaannya adalah sebagai berilrut : 

Aktajual beli dibuatkan apabila: 

L Pengecekan sertifikat (syarat fonnil) 

2. Transaksi jual beli telah dibayar lunas 

3. Karena point I terpenubi maka wajib dibayarkan pajak panjual dan 

BPHTB atas nama Pembeli 96 

Akta pengikatan jual beli : 

1. Transaksi jual beli bel urn lunas atau pambayaran secara mengangsur 

2. Karena point 1 belum terpenuhi maka pajak-pajak tidak padu dibayarkan 

3. Ada beberapa syamt tangguh yang melatarbelakangi. 97 

Sebagaimana disebutkan di alas, dalam undang-undang telah dikemukan 

secam jelas bebwa panyerahan yang sah harus dibuat akta panyerahannya melalui 

PPAT. narnun masih banyak ditemui terjadinya jual beli tanah yang tidak 

dilakukan di hadapan PPAT, misalnya dalam hal jual beli rumah di kawasan 

Lippo Karawaci sebagaimana dipaparkan di atas. Jual beli itu dilakukan dengan 

tidak menggunakan akta otentik melainkan banya kesepakatan dan 

penandatanganan surat jual beli yang dilakukan di hadapan pihak Lippa Karawaci 

yang berwenang mengadakan paljanjian tersebut. Kesepakatan itu dituangkan 

dalam Peljanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh pihak penjual dan 

pihak pamheli serta pihak Lippo Karawaci yang herwenang turut serta 

menandatangani peljanjian tersebut Hal lt1i te:tjadi dalam hal pembeh membeH 

langsung dari developer Lippo Karawaci. Kasus yang sama teJjadi dalam hal 

pembeli tidak membeli langsung dari developer, rnelaink:an membeli meialui 

pihak yang memiliKi rumah di kawasan Lippo Karawaci, maka bukti 

kesepakatannya juga dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pengalihan Hak 

95 Ibid., hal. 59 

97 /hid, 
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yang merupakan kesatuan dengan PeJjanjian Pengikatan Jual Beli yang diterima 

pada saat membeli dan developer. 

Hukum Tanah Nasional kita bersumber pada hukum tanab adat yang 

mengandung asas terang dan tunai dalam perbuatan hukum jual beli. Jual beli 

menurut hnkum tanab bersifat tunai, yaitu dimana dengan dibayamya harga objek 

jual beli, maka pada sa at itu juga haknya sudab beralih kepada pembeli. 

Banyak teljadi, jual beli dilaknkan dengan sistem indent, yaitu dilalrukan 

pembayaran uang muka atas tanab dan bangunan yang belum dibangun, dan calon 

pembeli hanya membeli berdasarkan gambar yang ditawarkan pibak panjual 

Dalam hal ini, meskipun eaton pembeli telah memberikan sejumlah uang 

semacam uang muka kepada si penjual, hak alas tanab tidak beralih kepada 

pembeli pada saat iru juga, karena objek jual belinya tidak ada. lnilah yang 

membedakan penjualan itu dengan sistem indent dengan sistem penjualan 

me!lurut hukum ada.t.98 Pembeli tidak mempunyai hak untuk mengklaim bahwa 

tanah yang dimilikinya merupakan mililmya karena belum merniliki tanda bukti 

hak yang sab. 

Walaupun demtklan. praktek juat beli secara indent tidak bertentangan 

dengan hukurn adat, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Maria S. W. Sumardjono 

yang dikutip oleh Dioriati Fabertme Pardede dalarn skripsi beJjudul "Pengikatan 

Jual Beli Satuan Rumab Susun Pada Apartemen Casablanca" bahwa jika 

pembayaran yang dilakukan pada saat bangunan belurn ada atau masih dalam 

proses pembangunan, yang ditempuh bukan jual beli riil namun pengikatan jual 

bell. Jadi, pengikatan jual beli bukanlah perbuatan hukum jual bell yang bersifat 

rill dan tunai. Sehingga dengan demikian, praktek jual beli secara indent tidak 

dapat d.ikatakan bertt:!:ntangan atau melanggar hukum adat Indonesia, karena 

memang bukan merupakan perbuatan hukum jual beli yang bersifat riil dan tunai, 

melainkan hanyalah pengikatanjual belL" 

~ Dioriati Fabertine Pardede. "Pengikatan Jual Beli Satuan Rumab Susun Pada 
Apartemen Casablanca," (Skripsi Stujana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1996), hal. 78 

\19 /hid 
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Saat jual beli te!jadi yang ditandru dengan lahlrnya PeJjaJ1iian Pengikatan 

Jual Beli, developer menampik bahwa mereka telah melakukan jual beli, Yang 

dilakukan adalah peijanjian pengikatan jual beli. Artinya baru merupakan proses 

untuk melakukan jual beli dan belum masuk pada petianjian jual belL Dengan 

demikian tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan 

mengenai jual beli menurut Hukum Tanah Nasional. Dalam bal ini, tujuan 

pengikatan jual beli hanyalah untuk mengikat suatu prestasi yang terlaksana di 

kemudian hari, sehingga akibat hukwnnya hanyalah janji untuk melakukan 

sesuatu di rnasa datang, dengan demikian, developer sendiri mengakui bahwa jual 

bell yang hanya dilakukan dengan Pengikatan Jual Bell bukan merupakan jual beli 

yang sah menurut ketentuan dalam Hukum Tanah Nasional. 

Berkaitan dengan belum beralihnya hak atas tanah dari developer atas 

tanah dan bangunan yang dipeijanjikan dalam Pengikatan Jual Beli, maka dalam 

Pengikatan Jual Beli seharusnya tldak memuat ketentuan mengenai pembayaran 

pajak yang ditanggang oleh pihak pembeli, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat I 

dan 2 Peijanjian Pengikatan Jual Beli berikut : 

12.1 Terhitung sejak tanggal PE'JB segala pajak, IPKL, iuran-inran dan 
beban-beban lain yang terhutang antara lain tapi tidak terbatas pada 
Pajak Bumi dan Bangnnan untuk tahun beijalan, Pajak Penambahan 
Nilai Barang Mewah (PPn-BM) dan Pajak-pajak serta beban-beban 
lain yang dipungut oleh pihak berwajib, baik yang sekarang ada 
maupun yang akan ada dikemudian hari seluruhnya menjadi beban 
dan tanggungan Pembeli 

12.2 Jika oleh suatu peraturan atau keadaan tertentu, suatu pajak, iuran 
atau biaya yang menjadi tanggungan Pembeli tetapi karena alasan 
khusus diminta oleh pemerintah!Instansi tertentu untuk dlbayar 
terlebih dahulu oleh Pengembang dan atau Pengelola, maka Pembeli 
bcrkewajiban untuk: membayar kembali pembayaran tersebut sesuai 
tagihan yang diajukan100 

Tanah dan bangunan yang diperjanjikan dalam E'engikatan Jual Belibel urn 

beralih kepada pembeli, oleh karena itu, tidak ada kewajihan dari pihak pembeli 

100 Pengikarao Jual Beli Lippa Karawaci, hal. 6 
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untuk melakukan pembayaran atas pajak yang timbul setelab ditandatanganinya 

Pengikatan Jnal Beli. Pajak-pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan 

oleh penjual yang dalam hal ini developer dan baru merupakan kewajiban dari 

pembeli saat tanah dan bangunan heralih haknya, yaitu dengan ditandatangani 

Akta Jual Beli. 

Berdasarkan hal tersebut, jual beli yang hanya dilakukan dengan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli saja, tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Jnal 

Beli dihadapen PPAT bukan merupakan jual heli sebagaimana ditentukan dalam 

Hukum Tanal1 Nasional. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan pe!janjian 

pendahuluan yang hanya memuat janji-janji antara pibak penjua\ dan pihak 

pembeli. Walaupun Ielah dilakukan pembayara:n, yang dalam hal ini pembayaran 

uang muka, naraun pembayaran tersebut tidak dapat dikatakrul masuk dalrun asas 

tunal menurut Hukum Tanah Nasional. Pembuatan PeJjanjian Pengikatan Jual 

Beli pada dasamya tunduk pada ketentuan hukum perdata, yaitu adanya 

kesepakatan sebagai syarat sah melaksanakan perjanjian. 

2.6.2 Perlindungan Hukum Oleh Developer Kepada Pemheli Dahnn Hal Jual 

Beli Tidak Dilakukan Dengan Pembuatan Akta Jual Beli 

Dalam kasus tersebut,. pembeli dlwajibkan membayar uang muka sebagal 

tanda jadi kepada de:ve/oper, yang diwujudkan dengan Pengikatan Juai Beli. Saat 

developer mulai membangun rumah yang dibeli pcmbeli, kewajiban pembayaran 

harus terus dilakukan sampai lunas. Saat rumah sudah jadi dan s1ap 

diserahterimakan, biasanya pembeli sudah melunasi harga rumah tersebut 

Berdasarkan Keputusan menteri Negara Penlmahan Rakyat Nomor: 

09/KPTS/lv:!/1998 Tentang Fedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, maka. 

developer yang dalam hal ini adalah penjual dalara membuat pengikatan jual heli 

sebaiknya memuat antara lain klausul : 

1, Penjual wajib mengurus pendaftaran perolehan hak atas tanah dan 

bangunan rumah, seketika setelah terjadinya pemindahan hak atas tanah 

dan bangunan rumah atau jual beli rumah (tanab dan bangunan) di 

hadapan PPAT 
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2. Apabila penjual temyata melalaikan kewajibannya untuk mengurus 

pendaftaxan perolehan hak atas tasnb dan bangunan rumah tersebut, maka 

pembeli mempunyai hak dan dianggap telah diberi kuasa untuk mengurus 

dan menjalankan tindakan yang berlrenaan dengan pengurusan pendaftaran 

perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut kepada instansi 

yang berwenang. 

Sayanguya, pada Pengikatan Jual Bell yang dibuat oleh developer Lippo 

Karawaci tidak memuat hal tersebut. Sehingga hak pembeli untuk segera 

mensertipikatkan tanahnya tidak dapat dengan cepat dilaksannkan. Keputusan 

Menteri tersebut hanya bersifat pedoman saja, sehingga tidak ada sanksi apabila 

tidak mengikuti pedoman tersebut. Hal ini dapat merugikan pihak pombeli, karena 

tidak ada pernyataan dari Pihak penjual mengenai kewajiban dari penjual untuk 

mendaftarkan haknya. Alangkah lebih baiknya bila diatur mengenai sauksi yang 

tegas yang diatur da!am peraturan perundangan. 

Dalam Pengikatan Jual Beli antara developer Lippo Karawaci dengan 

pihak pembeli, tidak memuat pemyataan dari pihak developer untuk membarikun 

perlindungan hukum alas tanah dan bangunan yang dibeli oleh pembeli. Jaminan 

yang diberikan oleh developer hanyalah berupa jaminan bahwa tanah yang 

diperjualba!ikan dalam Pengikatan Jual Beli ini adalah memang mempakan milik 

developer. sebagaimana dinyatakan daJam Pasal 2 Petjanjlan Pengikatan Jual Beli 

Lippo Karawaci mengenai jaminan pengembang, bahwa : 

"Pengembang menjamin kepentingan Pembeli, bahwa kavling yang 
menjadi objek dari PPJB ini adalah hak Pengembang sepenuhnya, tidak 
berada dalam keadaan sengketa, tidak dikenakan sitajaminan oleh instansj 
yang berwenang, dan Penmembang membebaskan Pembeli dari segala 
tuntutan di kemudian harL"' 1 1 

Menurut penulis., jarninan yang diberikan oJeh dtn'eloper lni tldak 

memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pembeli, karena Pengikatan 

Jual Beli tidak dapat dijadikan sebagai dasar Wltuk mempertahankan hak di 

101 Pengik.atan Jual Beli Lippo Karawaci, haL I 
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hadapan pengadilan. Pengikatan Jual Beli banya merupakan perjanjian antara 

developer dengan pembeli yang tidak dapat dibatalkan sepihak, yang memuat 

jaminan dari developer bahwa tidak akan menjual kepada orang lain atas objek 

yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut 

2.6.3 Cara Menyelesaikan Permasalahon Jual Beli Yang Tidak Dilakukan 

Dengan AktaJual Beli Menurut Hukum Tanah Nasional 

Menurut ketentuan Pernturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

perjanjian yang menyangkut peralihan hak atas tanah termasuk jual beli tanah, 

semestinya dilakukan di badapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh 

karena itu, dalam melaksanakan l:nmsaksi jual beli, Pibak Penjual dan Pembeli 

harus datang menghadap bersama-sama ke kantor PPAT, untak kernudian 

mernbuat Akta Jual Beli Tanah. PPAT adalah pejabat umum yang diangkat oleh 

Kep.a~a Badan Pertanahan Nasional, yang mempunyai kewenangan untuk 

membuat akta peralihan hak atas tanal1, termasuk Akta Jual Beli Tanah. 

Apabila transaksi jual beli tanah terjadi di daerah yang belum/masihjarang 

terdapat PPAT, rnaka dapat menghadap ke camat dalarnjahatan dan kapasitasnya 

selaku PPAT sementara.'" Hal yang perlu diperhatikan oleh Pibak Penjual dan 

Pihak Pembeli tanah adalail bahwa PPAT yang akan diminta membuat alcta jual 

beli tanah adalah PPA T yang tempat kedudukan dan kewenangannya meliputi 

daerah keberadaan tanah yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli tersebut 

Jadi, bukan PPAT yang kedudukan dan kewenangannya meliputi daerah 

keberadaan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah. 101 

Dalam hal jual beli hanya dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli, maka 

pihak pem]>eli dan penjual hams segera membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT 

setelah semua persyaratan yang ditangguhkan dipenuhi. Dcngan demikian, tanah 

dan bangunan yang merupakan objek jual beli telah sah beralih kepada pihak 

pembeli dan dengan adanyn Akta Jual Beli tersebut perlindungan kepada pihak 

pembeli menjadi lebih maksimal, karena Akta Jual Bcli merupakan salah satu 

tel Ibid. 

101/bid, hal. 71 
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syarat penerbi!>m sertipikat sebagai tanda bakti hak yang otentik, ynng kemudian 

digunakan untuk melakukan balik nama alas nama pembeli. 

Mengenai akan dilaksanakan pembuatan Akta Jual Beli, penjual tidak 

boleh mensyaratkan hal tertentu yang wajib dilakukan oleh pembeli sebelum 

dilaksanakannya Akta Jual Beli, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Lippo Karawaci: 

12.4 Selarna Pembeli belum membayar biaya-biaya sebagaimana 
ditentukan pada ayar I s/d 3 diatas, maka Pengembang dapat 
menunda serah terima Kavling, pelaksanaan AJB, penyeraban 
sertipikat dll, sampei Pembeli menyelesaikan kewajibannya dan 
Pengembang dibebaskan dari resiko dan tanggung jawab alas 
penundaan tersebut. 

Pelaksanaan Akta Jual Beli tidak dapet diawali dengan pe!jar\iian lain. 

Akta Jual Beli merupekan perjanjian yang berdiri sendiri. Jadi, dalam hal akan 

dilakakannya pelaksanaan Akta Jual Beli, Mak diperkenankan adanya suatu 

syarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat ( 4) tersebut diatas. 

Developer atas tanah perumahah memiHki sertipikat yang dinamakan 

sertipikat induk. Pembeli bak alas tanah akan memperoleh sertipikat yang 

diperoleh dari pemecahan bidang tanah. Yang berwenang untuk memenah bidang 

tanah tersebut adalah developer dengan mengajukan p.::rmohonan kepada kantor 

pertanahan. Bidang tanah yang sudah didafiar dapat dipecah secara sempuma 

menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru 

dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Untuk tiap bidang 

dibuatkan surat ukur, buku 1anah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, 

buku tanah dan sertipikat asalnya. Tanah yang dipecah memiliki status hak yang 

sama dengan tanah yang semuia. dengan kata lain. jika developer memiliki tanah 

dengan hak guna bangunan, maka satuan bidang tanah yang dipecah yang dimiliki 

pihak pembeli tentunya juga merupakan hak guna bangunan. 

Pada umumnya, hak atas tanah yang dimiliki oleh developer adalah hak 

guna bangunan, Dengan demlkian. dalam hal sertipikat dipecah untuk pembeli 

dan dibalik nama atas nama pembeli, maka sertipikat yang dimiliki pembeli 

adalah sertipikat atas hak guna bangunan. Setelah memiliki sertipikat tersebut, 

Unlvemltas Indonesia 

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH UI, 2009



pemegang sertipikat (yang dalam hal ini adalah orang pribadi) berhak untuk 

meningkatkan haknya menjadi hak milik alas tanah untuk lebih menjamin 

kepastian hukumnya. Peningka!an hak alas tanah yang dimilild pernbeli bukanlah 

merupakan kewajiban dari developer. Pemilik dapat mengajukan sendiri secara 

perorangan kepada kantor pertanahan untuk melakukan permohomm peningkatan 

hak. 

Khusus dalam kasus sebagaimana di alas, para pemilik tanah dan 

bangunan yang sudah melakukan semua kewajibannya kepada developer, dapat 

secara bersama-sama mengajukan permohonan kepada developer agar developer 

segera rnelaksanakan jual bell di hadapan PPAT dengan membuat Akta Jual Bell. 

Dalam hal pihak developer tetap tidak mau mengabulkan permohonan pembeli, 

maka pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan agar 

pengadilan menetapkan pembeli sebagai pemilik tanah tersebut atas dasar itikad 

baik, untuk kemudian Penetapan Pengadilan dipergunakan dalam melaksanakan 

pemecahan sertipikat dan melakukan balik nama alas namanya. 

Jika jual be!i dilakukan dari pembeli yang satu kepada pembeli lainnya 

yang hanya didasarkan peda Pengikatan Jual Beli, maka pada saat pembeli 

terakhir bemiat mensertipjkatkan tanah yang dimtlikinya, maka ia harus ter1eblh 

dahuJu mencari pemi!ik-pemilik tanah sebelumnya dan masing-masing dibuatkan 

Akta Jual Belinya. Apabila terdapat pemilik tanah yang sudah meninggal, maka 

hams dicari ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Mewar:is. Namun, 

apabila suHt menemukan pemillk-pemlllk tanah sebelumnya, maka pembeh 

terakhir dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sehagaimana disebut di 

atas. 
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3.1 Kesimpulan 

BAB3 

PENUTUP 

Berdasarkan lll1lian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

L Jual beli yang dilakukan hanya dengan Pengikatan Jual Beli antara penjual dan 

pembeli tidak sah berdasarkan Hukum Tanah Nasional. Pengikatan Jual Beli 

merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat berdasarkan konsepsi 

KUHPerdata. Pembuatan Pengikatan Jual Beli merupakan perwujuden dari 

kehendak para pihak untuk melangsungkan jual beli yang sesungguhnya, yaim 

jual beli yang dilangsungkan menurut ketenman UUPA, yang bersifat terang 

dan tunai, yang dibuat dihadapan PPAT Kepemilikan tanah beralih dari 

penjll&! kepada pembeli dengan dilangsungkannyajual beli di hlidapan PPAT, 

yang ditandai dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli. Dengan demikian, 

berarti dengan dibuatnya Pengikatan Jual Beli, kepemilikan hak atas tanah 

tidak atau bel urn beralih dari penjual kepada pembeli, meskipun seluruh harga 

atau nilai transaksi telah dibayar penuh atau Ielah dibayar lunas oleh pembeli. 

2. Developer tidak memberikan perlindungan nukum alas jual beli yang hanya 

dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli. Dalam Pengikatan Jual Beli Lippn 

Karawaci, tidak ada pemyataan yang membarikan jaminan bahwa developer 

akan memberikan perlindungan hukum kepada pembali alas tanah yang 

dibelinya, karenanya Pengikatan Jual Beli ti_dak dapat dijadikan sebagai dasar 

uutuk mempertahankan hak atas tanah di hadapan pengadilan. Pengikatan Jual 

Beli hanya merupakan perjanjian anta.ra developer dengan pembeli yang tidak 

dapat dibatalkan sepihak, yang memuat jaminan dari developer bahwa tidak 

akan menjual kepada orang lain alas objek yang sudah diperjanjikan dalam 

perjanjian tersebut 
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3. Atas jual beli yang tidak dilakukan dengan Alda Jual Bcli menumt Huk:um 

Tanah Nasional, harus segera dibuatkan Alda Jual Bcli yong menjadi dasar 

pembuatan sertipikat sebagai bukti kepemilikan terkuat. Perlindungan bagi 

pemilik tanah adalah berdasarkan sertipikat yang dimiliki oleh pemiliknya 

sepanjang tidak dibuktikan sebalikuya, sesuai dengan sistem pendaftaran hak 

di Indonesia. Pembuatan sertipikat didasarkan pada Alda Jual Beli sebagai 

bukti berpindahnya hak dati penjual kepada pembeli. Pada realitanya, 

sertipikat pun masih dapat diuji kebenarannya. Atas jual beli yang hanya 

dilakukan dengan Pengikatan Jnal Beli tentunya tidak menimbulkan hak bagi 

pihak pembeli karena tidak berdasarkan ketentuan datam Hukum Tanah 

Nasional dan tentunya tidak memberikan perlindungan hukum. 

3.2 Saran 

I. Perlu dllaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah 

mengenai pentingnya Alda Jual Beli sehagai bukti otentik jual beli tanah, 

sehingga masyarakat mengerti pentingnya Aleta Jual Beli dan tidak 

terpengaruh tawaran developer untuk melakukan Pengikatan Jual Beli Tanah. 

Sosialisasi dupat dilakukan melaiui ikla'l layanan masyarakat dengan media 

televise, radio maupun media cetak.. 

2. Perlu diadakan penyuluhan hukum secara terus menerus mengenai pentingnya 

sertipikat hak atas tanah untuk memberikan kesadamn kepa(!a masyarakat agar 

marnpu bersikap kritis alas hal-hal yang menyangkut kepentingannya 

Kurangnya pemahaman dati masyarakat mengenai perlindungan hukum yang 

merupakan haknya disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum yang 

dimilikl masyarakat dan kurangnya akses infonnasi rnengenai bal tersebut. 

Seringkah masyarakat mengetahui suatu hak dari kebiasaan yang kemudian 

dianggap sebagai hal yang benar. tanpa mengetahui secara pasti dari mana 

sumber tersebut 
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3. Perlu adanya kecennatan da!i Notaris dan PPAT dalam melakukan 

pengecekan pada kantor pertanahan setempat, agar ealon pembeli tanah dapat 

mengetahui secara pasti mengenai status tanah yang akan dibelinya, sehingga 

dapat terhindar dari masalah yang mungkin akan timbul. 
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PRATAMA 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELl 
No.: 2QBQ!ePJB-DSNf :,.:· /2QQ4 

PPJB 
HaiamM I dari 2 

Prula '"' i•i, ';) ~.<!<A t<tl:- , ,,._, ~~ , buhm 
~ , tahun dua ribu empat ~Vii !~ telali' ditandatangani Pengikatan 

Jual Deli Kavllng. (untuk selanjutnya disebut "Pcrjanjian PeuglkataU Jual Deli" atau "PP.JB'} Qleh dan 
antara: 

I. PT. Danna Sarana Nusa Pralama 
suatu perseman terbatas yllllg betkedudukart di Tangerang d;m beralamat korespomkn 
di : 

2121 Bulevar Qajab. Mada tHH- Ol,Lippo Karawaci 100 
TBPg,erang 15811 ~Indonesia 
Telepon:. (021} $579-0190; S.S79-019! 
Fruc. ~ {621) 5579-71 i I 
E·mail : http:lwww.lippOkarawaeLco.id 

dalam PPJB ir\1 dh.vakm seea:ra sab o!cli: 
, Salu Admin. D_eputy Sedion Htlld 

• '· · ., SttlesAdmin St:.rr 
kedu,a--duanya bertindak selaku kua$8. Din:ksi dari dan oleh karena ltu untuk dan alaS nama Perseroon 
lersebut, berdastlrkan Surnt Kuasa Womor: 004/SK/DSN-LgVUI/ZilG<!, tertmgg<J.I OltronOIH. 

-selanjU!i'l)"a disebut P~ngembang; 

Pekerjaan 

Alatru~t 

No.KTP 

Kel. Meruya Utan, Kec. Kembangan 
Jakar1a Bant 

Alamal Korespondcru:i : · 

E-mail 
Nn. Telpon I Fax. 
No.NPWP 

Ke:!. Meruya Utara, Kec. Kembangan 
Jakarta Barat 

·selanjutl'l}'ll di:>ebut P£mbelt 

Para pihak meneraogktln t.erlebih dtlhulu : 

PT D.~ ·· ·· ;,,.,·~ma Nusa Pratama 

Tel~ .. • . .-; 

• • '., ;'tl!ik H22, Uppo l<.ar.'n'!'acl 
':r,!;liS!Ul 
· ::Iul'lling} Fu. (021) 553)764 

'';:>' okrt ra waci.co.l d 

~< y' 

i'arar ....•• £ ...... 
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PRATAMA PPJB 
Hnlnman l dnri 2 

I. Bahwa Pengembaug adalah sualu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengemb.ang kawasan 
perkotaan, }'3ng Ielah menda.pa! ijill dar1 Pemerint.ah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang un!uk 
mcngembangkan wllayab pemuldman dan memiliki serta menguasai sebidlng tanah yWlg tedetak di 
Desa/Kelurnhan Kel. Binong dania tau KeL Bojonsnangka Kec. Curug, t<.ab. Tangerang. 

2. Bahv.-11 Pengcmbang bermaksud untuk menjual sebagaimana PernbtU bermaksud untuk membeli sebaglan 
diri bidang tanah besena llak~hak alA$ tanah yang lua.<:, letak serta bentuk seperti pada Lampirm I, 
(seh1.njutny1.1 di~but "Gambar Kadaster'~ ,deng~m harga, earn pembayaran dan kondlsi khusus sepertl pada 
Lampiran 11, (selanjutnya dlsehut l'erintiAn dan Jadw!il Pembayaran serta Kt:tentuan Khusus olau 
"PJPKK"), yang akan dil.mngun b$ngunan dtngan Design Slandard f>engembang ,mu Design Mandiri 
yt~ng akan dan v.-ajib meng\lcuti Pedoman Dcslgn d:m Ptmbangunan seperti pada Lampiran IV 
(selanjulnya disebut "PllP''}. 

J. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersehut di alas, de.ngan ini para pihak telah sepakat satu sama lain untuk 
mengadakan PPJB dcngan syuat ~ syarat rhn kondisi~kondisi .Yang <.fitentub:ln dalam pasal-pasal yang 
diuraikan lebih lanjut dah1m L-ampi ran IU (se!anjutnya disebut K~tentu:m-kehmtuan dao Syarat~syarat 
PPJB). 

4. Bahwa Pembcli: setuju dan mcngikatkan diri untuk menglku!i dan mentaati seluruh lata ler'lib yang 
diberlakuklUl di dalarn K"wasall der.gan m.er.andatangani Kontrak Ttahng Pclaksllaaan Tara Ttrl.ib 
Kawas'"o (selinju\nya disebut "Kontrak T:otib") be~maan dcngan penandalllnganan PPJB, dan Kontrak 
Tatib !ersebut merupakan OOgian yang ridak tupisahkan dari PPJB lni ~erta rncngikat kqr.Jda siapapun 
yang rnengganlikan k«fudukan Pembeli, 

5. Babwa deugan dit.anda tang:~t~lnyn l:'l'JB btl, rnaka para pihak dengan ini berjanj\ dan tllengikatkan diri 
untuk rnentaati PPJB ini terikut seluruh Lampirannya dan dalam hal teJjndi pcrubah~ pcngurnngtm dan 
atau penambalum atas isi dari PPJB ini, maka para pihak akan merundingkannya sectua musyawan1h untuk 
mufakat setta hasilnya aJcm dll\langl:an ke dalarn suaru pe.rjanjian tambah;m/Addtt~dum, Seluruh Lampiran 
dan Addendum y.mg ada merupahn bagian )'ang tidilk dapat dipisnhkan dari PPJB inL 

6. Bllhwn dengan ditanda tang.aninya PPJB ·lni, maka segala plmyaraun dan ketentuan ·yang lcrcantum d~lum 
PPJB berlkul Lampiran-tai-nplranflya telah para pihak baca dan mengerti dengal'l benar. 

7. Bahwa ka.ta-kata yan& dicetak. tebaltersebul dl PPJB ini mempunyai pengert1an seperti yang tercantum di 
da!arn DaOor lstikth pada Lllll1p1r.:m V PPJB, 

Oemiklan!ah PPJB ini dibuat oleh para pihak dalarn rangkap dun bermeleral eukup, dan mulai berlaku sejak 
!rmggal dltanda langani oteh para pihak, yang rnaslng..rnaslng mempunyal kekuatan hukum ymgsama. 

Sales Admin Staff 

PT Derma Sarona Nusa Pratama 
K:lr:l\\'ad !)fl'l::e P:it:; 3lok H:U, Lippo Karawad 

Ta,.:<!tang 158H 
Ttlp-. (021." =(J3766 ~ :;-.- ~;r.7 {Hunting) Fa~. (021) 5533764 

'" • • ,. ·'·· ......... {., .. .. ....... ~1 ~ :. 
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1. ATAP 

APPENDIX I 
LANAI DESIGN 

Bahan atap yang diperkenankan harus sesuai dengan bahan atap bangunan asli yang teJah dibangun 
o1eh pengembang. Diluar spesifikasi tersebul harm> mendapat pers:etujuan dari pengembang, 

2. WARNA 
W:Jma yang dipergunakan adnlah wama ~ wama yang telnh dipakai oleh pcngembang di area terSebut, 
diluarwama- warna tersebut harus mendapat persetujuan dari pengembang. 

3. PERGQLA Dl MUKA RUMAH 
J>embuatan pergola hnnya diijinkan untok dacrnh carport sajo, disain dnn wama harus sesuai dengan 
slnntlar pengcmbang, 

4. KETENTQAN- KETENIUAN KHUSUS 
•) Pagar 

• Dilarang menambah ketinggian dnn mengubah disain pagar -yang te1ah dibangun oleh 
pengembang. 

• Kelinggian pagar adalah + 180cm dad peil +/- 0.00 berupa pagar ruasif atau maksimal +2.20, 
dengnn 40cm sisanya berupa pagar tr.mspamn. 

• Pagar depan tidak diijinkan. 

b) Pengembangan I perJuasan bange:m111 . 
Konsep pengembangan bangunan berlaku sebagai berlknt: 

b. t) Bang•rnan Satu Lantai 
b.l, l Denah Stan dar 

Bongvnon o&ll )'\1119 ':"d::\-­
oleh Pengemb(lng, 

d'ikfm~n moksimum 

GSB ··~·::. 1-f""' 

--+---+-'"""' ;::urpcrt 

D~NAll STANDAR 

IN 
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L!PPO .. - "" ' _, -m~ -· l·L~1Kll -- -· -• --
Denah dan tampak pengembangan harus mendapat persetujuan dari pengembang. 

b.l.2 Denah Standar Sudut 

Bongunon <Jsli ynng di'.':i'~'::'­
,.lc:h P~ngernh<lr.g, 

Qik~mtron<jkro ~imurn 

GS!l ~""!...,~ 

DENAH STANDAR SUDlJT 

Denah dan rampak pengembangan Mrus mendapat persetujuan dari pen·gembang. 

b.2) Ba:ngunan Dua Laota.i 
b.2. I Denah Stan dar 

D:lNAHLT.BAWAll 

!i'-= 
" 

I= 
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' i! 
! 

DBNAH LT. ATAS 

' Denah dan tampak pengembangan barus mendapat persetujuan dati pengembang.-

b.2.2 Denah Sudut 

r""'-t r ~=""5"~=~ --r 
4--

PoJI,; ~'l""l-f-+-

DENAHLT.lJAWAH 

)/4 
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DENAHLT.Al'AS 

Dennh dan tampak pengembangnn harus mendapat perset~juan dori pengembang, 
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.• . .. , 

PT . DARMA SARAN A NUSA PRA T AMA (Pengemh'"g) 

GAMBAR KADASTER 
LANAI DESIGN 

JL. 
. I .,.. lJ 

---·PosiS, ~fir~-/ 

.&Lox lfl 

' 12.1Jm1 
:001 
:t1 
' PER!JI<AHMI 
: SfAl!DAII fUI 
: SIJJM! 1lm\I/GIEIU!Ill LAm 1& DITI»>J.IK 

"'"""' 
""""' 
1,\)Jiltllll 

"""' 

"' 
\""'-
!& 

7u ~; 
1;200 \ 

Oak#: 
SLS-ll04NR0/0008f 

. Lampiran If 

PPJB 
Hoi : 1/1 

y 

11 ·®· l4U::'"Ll s 
. -

~ nu: : c: Tf LY ) ll1l).1 \ w.r 
l'1TllG 0,1. : 94 1.1000 

.. , .. ~=··~:J· 
• 41'H>tJiW~-fJJrA 1:4.'E /!ll(.tWI"f!Mtl/1 6-ltSiUASJ~!U itlll!JJ' t(i!$;f'M'I&lU:..!r r~\li W~l.flllf 
3,4t.t~ ~SP:;$1 l{l.\IUJ.!!:i\'iJ.'{I'.A.fl Tl)l$!lJC.WJR..JIQI~i: . ;:.1 VU,.r.fi: !!;.'l$ f/i¥31'tl.f 

· :t.•.t,.."'J;k'fl11_r; HY.IWJJ ·u:.;.~.'(!Jllfl"l:lii!ir:l:l...'i::~ ~;; :!f..:. t.;.-.s~,.;;:ri~'f/IJ!ti!J!I 
!:' .:.f.llUR l«ti'lN¢f>II!.I,I'H !~'lil!/Jt<lJ,YfJIJH/ficfi n;/1/ . 

. - . ·--- ~-------·~---~--

'"'l· r~· ( 

,. ·--· 
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Perincian dan Jadwal Pembayaran serta Ketentuan Kllusus (PJPKK) 

Jalan 
No. 

.,. 
0031 

A. Harga Ju1;1.l 

llar1)aSebelum Obcwrri 
Ole«l\lnl Pen)lalin :i!S% 
H1119<1 telft'lah ~\lilt 
PPM (10% lal"lall) 
Hatga Net+ PPN -
~lamba:mn1 
HMva Net !'WI"' PM 
OJ.scountttm~nt 
Hal(! aN~ trel liet + PPN 

B. Petmdarl Pembllyatan 

Luas Tanah 

(0) 
TUNAIKEMS 

(STD) 

72.00 M2 

i' 
I 
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Ketentuan Khusus LANAI_ DESIGN: 

!. Transaksi yang dipakai dalarn PPJB inl adalah dalam Rupiah, ka.renanya ketentuan Pasai3.J Kettntuan­
kettntuan dan Syarat·syarat PPJB tentang devaluasi dinyatakan 1idak ber!aku lagi. 

2. Rekening Pengembang adalah : 

PT. DARMA SARANA NUSAPRA TAMA 
#A/C. No: 551~30-75717-7 
Bank Lippe- Cabang Nyi Mas Melati 
Jl. Nyi Mas Melati No. 51, Tangerang 

3. Setah terimaakan dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal PPJB dengan tenggangwaktu 4 (em pat) 
bulan dan mnua kewajibnn pembayaran !e!ah lunas. 

4. Lain-lain: 
A, Bitwa Alih Hak : 5% dari harga + ~PN 
B. Harga tidak termasuk antam lain : 

- Pajak Pertambahan Nilal (PPN) 
~ Biaya penyambungan air bersih & telepon 
• Biaya PemeJiharaan/Maintenance 

- Biaya Akta J~Jal Beli 
- Biaya pemeeaban sertlfikat dan balik nama 

·~f .... ~7~~··········· 
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l.ampiran m PPm 
Halaman 1 dari 8 

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT.sYARAT PPJB 

Pasal 1 
L<tak 

Lt :Pengembang deagan ini berjanji dan mengikatkan 
dlrinya se.karang dan untuk kemudian pada waktunya 
menjual dan menyerahkankepada Pembeli sebagajrnana 
Pembeli dcngan ini berjanji dan mengikatkan dirlnya 
seliarang dan untok kernudian pada waktunya membeli 
dan menerima penyera.han dari Pengembang atas 
sebidang KavUng yang disebutkan dalam Gamba.r 
Kadaster dan PJPKI(. 

1.2, Pcngembang dan Pernbeli sepak::tt satu sama taln 
bahwa apabila luas Kavling yang dicantumkan dalam 
Gambar Kadaster dan PJPKK., beibeda dengan lnas 
yang ditentukan dalam Sertipikat Tanah yang sudah 
ilipec<ih alas Kavling, dimana kclebihan atnu 
kekunmga:n luas Kavling tetsebut 1ebih dari l M' (satn 
meter pemgi), maka para pihak sepakat satu sama lain 
untuk segem mengadakan perhitungan satu tedtadap 
lainnya sesuai dengan harga pada PJ;PKK dan segera 
melunasi selisih harganya. Dalam hal kelebihan atau 
keku.rangan lu.as Kavling tersebut 1 M2 (satu meter 
parnegi) at.au kurang dati 1 M2 (satu meter persegi), 
maka para pi.hak scpakat satu sama lain untuk lidak 
memperhitungkan kembali Barga Jqal Be1i dan tidak 
akan soling mengadakan gugiltan/tuntutan. 

1.3. Pengcmbang dan l>embeli sepak.at satu sama lain, 
bahwa kelebihan nlml kekurangan lnas sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 1.2 di atas dibatasi sarnpai de.ngan 
10% (sepuluh persen) da:ri luas yang tercantum dalam 
PJPKK (selanjutnya disebut "Batas Maksimnm"), 
Dalam hat leljadi kelebihan luas Kavling yang 
melew-ati BahlS Maksimum, maka Pembeli 
mempunyai pilihan untuk menerima dan membayar 
kelebiban luas Kavling tersebut atau mengajukan 
penukaran KavJing senitai dengan nilai lt'atls3ksi alau 
mengajukan pemharalan PPJB dengan menerima 
kembali seluruh penibayaran. yang sudah dibayarkan. 
Sebaliknya jika terjadi kekurangan luas Kavling 
melewati Batu Malt.simum, maka Pembeli berbak 
untuk mengajuk.an penukaran Kavling seniliri dengan 
nitai transaksi atau mengajukan pembatalan PPJB 
dengan menerlma kentbaJi sel~ pemba:yamn yang 
sudah di'bayarkan. 

Pasal2 
Jraninau Pengembang 

Pengembang menjamin lrepbntingan Pembeli, bahwa 
Kavling yang menjadi obyek dati PPJll ini arlalah hak 
Pengembang sepenulwya,. tidak bcrada dalam kndaan 
sengketa, tidak dikenaknn sil.a jaminan oleh instansi yang 
betwenang, dan Pengtmbang membebaskan Pembeli da.ri 
segala tuntutan yang tin¢ul dikemudian hari. 

Pasal J 
Barga 

3.1. Pengembang dan Pembdi scpaka1 satu sama Jain 
bahwa Rarga .Jnal BeJi atas IUvling adalah 
sebagaimana temmtnm dalant PJPKK,. untuk saat ini 
sampa.i dengan dil~ semua kewajilian-kewajiban 
Pembeli tfdak mengalami perubahan, kecuali : 

3.l.a Tnmsak.si dilakukan dalarn roam uang Dollar 
Amctika Smkat dan tetjadi penUCUllao atns 
mata nang Rupiah terhadap mata uang Dollar 
Arnerika Serikat tersebut !iebagahnana diatru 
pada ayat 3 p.asal ini t¢rlrecuali bilama.na 
ditentukan ~ ldt'LISUS pada PJPKK 

3.Lb. tetjadi perbedaan luas dari hasii perhitungiut 
sepeJ1i yang dia1ut pada pasal L2 dl ..... 

3.l.c. teljadi kelerlambaum pembangnnan b;mgunan 
sesuai pasall 0.7. 

Pasal 3,1 ini tidak berlaku bilamana ditentukan secara 
khusus dalam PJPKK. 

3.2. Pcmbeli sepakat untuk ruembayat dan wajib melunasi 
pajak pajak yang semata-mata menjadi kewajibannya. 
tennasuk namWl. tak tetbatas pada Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN} dengan jum1ah serta jadwal sebagaimana 
t=antum dalarn l'JPKK. 

3.3. Apabila dikemndian hari teljadi penunman. atas uang; 
:Rupiah tedrndap uang Dollar Amerika Serikat dari ku:rn 
satu PoJlar Amerika Serikat J'ang tercantum pada 
PJPKK, malrn se!uruh sisa pambayarnn yang 
terhutan,Wmasih menjadi kewajiban. Pembt:li kepada 
Pengembang termasnk pajak~pajak nya akan dihitunS: 
ulang dan disesuaikan dengan .leurs tengah bam Bank 
Indonesia yang berlaktt pada saat pembaya.ran 
dHaksanakan. Dalam hal Bank Indonesia tidak 
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menetapkan kurs jUa1. maka Jrurs yang dipergunakan 
adalab kurs jua1 rata-rata pada 2 {dua) Bank Pemerintah 
pada saa! pembayaran dilaksanakan. 

Pasal 4 
Cara Pcmbayaran 

4.1. Pembtli telah merutu'!Si Booking Fee s~mana 
tercantum dalam PJPKK sebe!um :PP.m ini 
ditindatangani. Untuk pem~ Uang Muka dan 
Si!a Pembayar:iJl dengan cant Tnnai atau Tnnai 
ikrtahap maka Pembeli wajib ,membuka dan 
menyerahkan Giro Bilyet atau Sural -Perimah. I Surat 
Kua.sa untuk mendebit rekening dim- ata11 tabungan 

· milik Pembcli sebanyak yang temintum di PJPKK. 

4.2. Sem:ua Giro BHyet atau Sural Perintah I Surat Kuasa 
untu!c mendebit rekening dan atau tabungan yang 
dlsernhkan oleh Pembdi kepada Pengembang harus 
diisi lcngkap dengan data-data sebagai berikut antara 
lain, t.anggal hams d~ikan dengan tinggal jatuh 
tCmpo pembayantn, besarnya Giro Bilyet sesuai deng~ 
jtnnlah yang wajib di"bayar, nomor rekening hams diisi 
sebagaimana rucantun\kanpadaPJl'KK !'ada halaman 
belakang Giro Bilyet I Surat Kuasa I Sural Perintah 
tersebut dHen~ deriga.n data--data antam lain nama 
pembell, namaj.llan. nomor k.llvling, nama produk dan 
Cant Pembayaran. 

4.3. Dalnm hal Pembeli- tidak dapat memenuhl 
k.ewajibannya sebagairnana tercantwn pada pasa! 4.1 di 
atas dan atau tetjadi pCrubahan pezaturan ~ebingga 
sarana pcxnba:yaran yang dltetapkan daLun pasal4.1 di 
atas lidak dapal dilaksanakan, maka Pengexnbang 
berhak menenru.~ sarona pemba:yaran Jairinya 

4.4. Apabila Pembcli membayar Sisa Pembayaran dengan 
menggunakan fasilitas kredit melalui, Bank,llUlka SW 
Pem:bayaran 'tersebut akan ~ l.angsung aleh 
Bank kepada Pengembang pada saat jatuh tempo 
pembayaran sebagaimana tercaritum dalam P JllkK 
Untuk hal. itu Pembeli hams menerbitkan ~instruksi 
pembayamn" yang tidak dapat ditarik kembali kepada 
Bank dengan cam me:nl::raDsfer uang sc::.ara otomatis ke 
rekening Pengcmbang dan untnk penerimaan jumlah 
nai1g: tersebut Pengembaag akan memberikan kwit.msi 
kepada Bank. 

4.5. Pe-robeU dan Pcngembang scpakat satu sama lain 
bahwa untuk syahnya pembaytlmn,harga tanah berikut 
Pajak Yang timbul sebubungan dengan PPJB yang 
wajl"b dilal'1J.kan oleh Pembeli kepada Pengembang 
hams mengikuti tatacarn seba~ai berikut: 

Lampir.m m pp.:;_ 
Halaman2darl 

! 

4Sa Pembayaran dengan uang tucai dan bilyet gi 
harus ditakukan pada Kasir. 

45.b. Pembayarnn dengan ttansier dltujukan 
rekening bank Pengem.bang sesuai PJPK 
dan mengirimkan ;:;o_py transfer kepa. 
Pengembang. 

4.5.e.. Pembayaran tembut pada butir 4.5.a dan 4.5 
baru dianggap telah diterima jika nang yaJ 
dikiiringkan I ditnmsfer ada dananya dan tell 
masuk lee dalam rdrening Pengembat 
selru:Yutnya Pengembang akan mene.tbHkt 
kwitansi untuk itu. 

.4.5,d, Apabila pemb<iyaran yang dilakukan olt 
Pembeli menyimpang dati carn-cara yar · 

_ dirnaksud pada pasal 4.5, maka pembayar{ 
tersebut bukan merupakan suatu pembaym:: 
yang syah dan oleh karenanya menjadi mil" 
dan langgtmgjawab PembeJi sepcnuhnya. 

Pasal 5 
Denda Keterlamhatan Pembay.ann 

5.1. Apabila Pembeli tidak melaksanakan kewajibarut} 
untuk membayar tepat \lakiu sebagaimana tela 
dltentulrnn dalamPJl'KK, makalewat dari tanggaljaffi 
tempo pembayar:an. Pembell akau dik:enakan. deni 
~ 2%. (dua l"'fl"il)111l!Uk setiap lwiketer!ambata 
dihitung dati jumlah pembayanm yang te1ah jatu 
tempo, tanpa mcngurangi hak Pe.ngemban 
sebaga:imana tercantum dalam pasal1. 

5.2. Denda kelerlambatan pembayaran terrebut di atas, ban~ 
dibayar o1clt Petnb-eli sekaligus bmama·samt denga 
jmnlah polrok pembayaran Yolllll1clahJatuh tempo. 

5.3. Ketulambatm pemba:yaran cleh Pembdi denga 
sendirinya dapat mengaklbatkan ketetlambata 
penyerahan Kavling kepada Pembeli- dari .rencan 
tlllggal penyer.Wan yang telah dileatukan pada pasa,l 
dan Feugc:mb.ang dibebaskao. dati segala tuntutan. akibi. 
keterlambatan serah terima terstbut, de_ngan tida. 
mengur3ngi kewajiban pembayaran denda. 

~asal 6 
Pengalihan Hak 

6. L Apablla Pembeli mpn mengalihkan ata-
memindahkan bak atas Kavling yang diunrikan pad: 
Gambar Kadaster dan PJPKK kep,ada pihak ketig 
sebelum penandalanganan Akta JJ-1 Beli (AJ13" 

\Y"'romf ... ~. 
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dibadapan Pt:]abat Pembual Akta Tanah (PPA1), maka 
untuk keperluan teRiebut Pemhcli barus terlebih dahulu 
mendapatkan persclujnan seeara tertuJis dati 
Pengembang. 

6.2. Iika Pembeli membayar SUa Pembayano 
menggunakan fasilitas kredit dari Bank , pembeli juga 
harus merulapatkan persetujuan tertulis dari Bank 
sebelum mengalihkan alau memindahkan hak atas 
Kavling kepada pihak ketiga dan apabila antara 
PembeJi dengan pihak Bank timbul masalah. maka 
Pengembang atas pennintaan Bank berMk mernblokir 

, transaksi atas Kavling ternebuL 

6.3. Segala hak dan kcwnjiban dari l'embeli yang timbul 
· berdasatkan PP JB btraiih kepada dan meujadi, hak dan 
kewaj~ pihak ketiga tersebut Pihak ketiga hams 
pula mengetahni, m.enyetujui dan ttmdttk: kepada 
ketentuan..Jretentuan.atau syarat-syarat kepernilikan dan 
penggunaan Kavling tem:but seb.agaimana ditentukan 
dalam PPJB; u.ntuk itu keterlkatan pihka ketiga 
tersebut akan dilegasktm dalam suatu peljanjian 
tambahan/ Addendum !ersendlri. 

6.4. Dalam hal teljadi pengaliban hak tersebur.. Pembeli 
wajib membayar biaya administrasi sebesar S% (lima 
persen) dati harga beli ditambah Pajak }lttng timbul 
sebubungan dcngan PPJB, kecuali ditentukan lain 
daiam PJPKK at.au kalau pengalihan hak tersdmt 
disebabkan karena warisan,. pengaHhan hak kepada 
suamiflSf_li, pengaJiban hak kepada orangtualanak, · 
maka PembeJi dibebaskan dari biaya ndminisUasi 
tersebtit Khusus nntuk penga!ihan hak yang 
dibebaskan dati biaya adminisbasl tem:but han:ya dapat 
diiaknkan satu kali saja. 

6.5 . .PPJB ini tidak akan bera!dtit karena salahsatu pihak 
meninggal dunia atau dllikwidit. Dalam hall'embeli 
meninggal dunia sedangkan kewajiban scbagaimana 
ditet.apkan da1am PJPKK belum selesai di.laksanakan 
seltll'UJ,.nya, maka daiam hal demikian segala hak dan 
kewajiban Pembeli diteruskan oleh para ahli 
warisnya,. dan dalam jangka waktu 60 (cnam puluh} 
hari terhltung sejak meninggalnya, para ahli warisnya 
yang sab harus menw!)uk salah satu ahli waris untuk 
mewakili para ahli warls: yang lain untuk meueru.sbm 
hak dan !w,o,;ajiban menurut hukum berdasal'kan PP JB 
dan atas da~t bukti..tmkti yang; ada segera 
memberitahukan kepada Pengembang. 

6.6. Apabila pada saat akan terjadi pemindahan hak dan 
kewajiban tersebut di alas masih mempunyai 
tu.llggakan berupa apapUll jutm kepada I'eugembang 
dan atau Pengel{)b, maka tunggakan 1ersebttt wajib 
terlebih dabulu diluna.si. 

l.ampir.m ULPP.TB 
Halaman3darl8 

6.7. Segala beban dan biJzya yug mungkin tirobu! 
berlrenaa.n denganpemindaban hakdankewajiban ini 
menjadi beban dan dlpiknl ~Jleh Pembeli 1 ahli waris 
atau pihak ketiga. 

Pwal 7 
Pemucusan Perjanjian 

7. L Pengembang berhak untuk setiap saat memutuskan 
PPJB secara sepihak, berdasarkan alasan-alasan sebagai 
berilrut: 

7.1"a. :Pembeli !aJai illlfnk memenuhi kewajiban 
pembayamn ~ dialur dan diten.-n 
dalam l' JPKK dan kclalaian itu berlangsung 
terns :re1ama 1 (rujuh) l1ad berturot-turut terhitung 
sejak saat kewajiban pembay.uan jatuh. tempo. 
dimana tewatnya waktu sa.ja suda.h merupakan 
bukti yang cukup akan kelalaian Pembell tanpa 
diperluka.n suatu :mra.t _peringatan secara resmi 
atau surnt lain yang seropa dengan itu, kecnali 
ditentukan lain pada PJPKK. 

7.l.b. Pcmbeli yang menggunakan fasilitas kredit dad 
Bank wajib ruengurus serutiri kepada :Bapk agM 
pencairan Kredit tidak melewali tanggal jatuh 
tempo Sim Pembaya:ran. Keterlambatan 
pencairan kredlt tersebut yang metigak:ibatkan 
keterlambatan Sba P~bayaran seba'gai.ma.na 
dicantumkan pada PJPKK :ini ~ bukti 
yang cnkup kclalaian l'l:mbeli lanpa dipednkan 
suatn sural peri.ngatan secata ~ -atau smat­
lain yang serupa ®ng;m ito.. 

7.1.c. Pcmbeli balk atas pennoh~ sendiri atm.atas 
permohonan pihak lain d¥J:yatakan." pailit atau 
ditaruh dl bawah pongampuan {cumele) dan 
masih ada s:isa kewajibannya.,. kepada 
Pengcmbaug dan_Pengclola. -· · --

7 .I. d. Pembeli' meninggal dunia dan dalam jangka 
waktu 60 (enam pu!uh) i)ai\ sejak saat 
mcninggaln}la, para ahli ~~a- ti~ 
mematuhi kewajiban sebagaimana -~tentukan 
dalam l'asal 6 ay>t 5 dimana d- 1ewafuya 
waktu 60 (enam pn!nh) hari. terhiJung .~ 
tanggal meninggal dunia. suda!tllie~ lmkti 
yang cukup akan l<eti<!Bk ~pam abli 
waris mclanjutkan .kewajiban b~ St:panjang 
masih ada- kewajibm-kewajiban yang hams 
dipenuhi oleh Pembcll kepada Pen_g~~g dan 
Pengelola. -
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?.I.e. Seluruh alau sa1ah satu kegiatan Pembeli 
dt'bubarkan dan/atau kekayaan.nya disita. diambii 
alih atau dikenakan tlru!akan lain oleh Pengadilan 
dan/atau tnstms! Pemerintah lainnya dan 
PembtJi lidak mampu mengam.bil IJndakan~ 

tintiakan untuk · mengamankan kcpentingan 
Peugembang da.Jam waktu 14 (em pat belas) hari 
terhitung sejak adanya pembubaran, pensitann, 
pengambil alihan atau pengenaan tindakan 
!ainnya tetsebut di atas, sepanjang masih ada 
kewajiban·kewajlban yang harus dipcnu.hl oleh 

· :Pembcli kepada Pengemb.ailg dan Pengelola 

7,U:Pembeli tidak memenuhi kewajiban dan/atau 
mclanggar satah satu ketcntwm yang 
tereanlum dalam PP JB nU, antara lain yang 
berkenaan dengan ketentuan yang diatur dalam 
pasat 10.7 dan :pa.<ml 13,5. 

7.2. Pengcmbang dalam rangka melaksanakan haknya unluk 
memutuskan PPJB, cukup dengan mengirimkan 
pemberilahuan tcrtulis. kepada Pembelt 

7 .3. Aklbat darl pemutusan. PPJB oleh Pen gem bang, maka 
Bookiog Fee dan Uang Muka yang telah. dibayar oleh 
P..U.eli, serta dilimlbah 10% (sepuluh pcm:n) dari 
Harga Jual Bell (ke<:wili di!entukan lain pAda PJPKK) 
dan Pajak yang tiatbul sehubnngan dengan PPJB 
antara Jain PPN yang telah disetmkan. ke Kas Negara 
tidak dapat dl.kembali.kan kepada Pembeli1 sedangkan 
sis:anya akan dikemblllik:an setelah KavJfng tersebut 
terjual · kepada pihak lain. Pengembang tidak 
berkewajiban unluk memberi.kan bukti penyetoran 
pajak.·pajak t.ersebut 

7.4-.Kavling yang menja.di obyek dari l'"PJB ini telap 
rnerupakan milik Pengembang sepenuhnya dan oleh 
karerumya Pembeli wajib untuk menyetabkannytl: dalam 
keadaan kosong se:Jambat-lambatnya dalam waktu 14 
(empalbclas) han terllitung sejak hari dan tnnggal 
PPJB Jll.ei!iadi batal., tanpa kewajiban darl Pengembang 
untlJlt membayar ganti rugi da1am bentuk apapun. 

7.5. ~embcll berhak untuk memutupkan PPJB se<:ara 
sepihak berdasarkan alasan-alas<in sebagai bcrikut : 

7.5.a.. Pe:agembang la.Ja.i untuk memenuhi 
kewajibann:va mcnyerahkan Kavllng 
sebagaimana ditentukan dalaru PJPKK, 
sedangkan Pembeli telah memenuhi selurub 
kewajibannya. 

7.5.b. Peng:embang: baik atas permohtnmn senditi aw.u 
alaS pemwhonn.n pihak lain dinyatakan pailit 

dan masih ada sisa kewajiban kepada Peulbel 
yang belum dipenu!U. 

7.5.c. Apabila tetjadi sel.isih luas tanah yang 
dipetjanjikan melewati Balas M.aksimum 
.sebagaimana dimaksud pada pasal 1.3 PPJB ini. 

7 .G. Pembeli daiam rangka melaksanakan haknya untuk 
memutuskan FPJB, dengan lerlebih dahulu 
menyampaikan pemberltahuan seo::ara tertulis kepad.a 
Pengembang. 

1. 1. · Akibat dari pemutusan PP JB e1eh PeJnbeli sebagaimana 
tercantum dalam pasaJ 7.5 tersebut m atas, malta sclnruh 
pembayar.m senilai Harp Jual Beli y.mg telah dibayar 
oleh Pembeli kepada Pengetnbang akan dikembalikan 
kepada .Ptotbcli. dalam waktu paling larnbat 14 
(empatbclas) hari ketja tethitung sejak pemutusan, 
dilaksanakan. dengan ditandata.nganinya Surat 
Pernyataan Pcmbat.alan I'PJB, dan Pembeli telah 
menyerahkan kembali kepada Pe.ngembang seluruh 
dokumen-dokumen yar~g: asti dan bukti~bukti 
pembay.aran aslt yang telah dit.eJbitkm oleh 
Pengembang. 

7 Jt Para pihak dengan ini setuju b<ihwa pemutusan. secara 
sepihak ini 1anpa diperluka.n campnr tangan Hakim 
Pengadilan Ne:geri dan karenanya pam pihak. dengan i:ni 
secara tegas .rnel.opaskan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam pasal«pasal 1265, 1266 ~ 1261 Kitab 
Undang-Undang tlulrum Perdata. 

Pa.sal 8 
.Penyeraban Kavling 

a.l. Kavling akan disemhka.n Peitge.mbang kepada 
Pemheli sesuai dengan waktn yang ditentukan pada 
PJPKK, denpn kelentnan Fembell telah melurulsi 
s.luruh pemOOyar.u1 danlatau melaksanal<an ,.ga~. 
k<\VajillanJ!ya, ses1Jal dengan wakm dan jumlah yang 
telah diteUpkan dalam ~PJB d'l1 Lampirnnnya 'beserl> 
surat-surat, denda-denda/sanksi (bllamana ada). 

8.2. flka Pe:ngembang lalai untuk. menyerahkan· I(avllng 
kepada Pembeli kecuali karena hal~hal yang 
disebabkan oleh atau teijadinya Force Majeure 
sebagairnana yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini pada 
waktu yang te!ah ditentukan. m.aka Pengemballg 
dlwajibk.an untuk membayar denda: keterlanibata.n 
penyer.~han tersebut sebesar 2"- (<lua perntil) per hari, 
yang diperhitungkan dati sisa pekerjaan yang belum 
terselesalka.n untuk ketedlli!lbatan penyerahan f(avling 
tersebut, sepanjang ketentnan-ketentuan pasalS.l telah 
d.ipenuhi oleh Pembelt Untuk pe1aksanaan denda 
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tersebot Pembeli memberikan tenggang waktu mWai 
berlakunya dcniia tersebul selam.a sebagaimana 
tlisebutkan dalam P.flJKl( 

Apabila 1eljadi keadaan memaksa {force. majeure) 
antara lain huru·harn. penmg, pemogukan burnh, 
kebakanm, ketnngkaan bahan baku, banjir. bencana 
alam dan kejadian lainnya yang tldak dapat dikuast!i 
man usia dan- peraturan·pernturan I kebijaksanaan 
Pemcrintah, yang dapar mengakibatkan keterlambatan 
penyeraban iU1'1ing maka Pembeli: tidak dapat 
menunrut pemba:ya.ru.U denda atau ganti rugi alau biaya 
kepada Pengembang. 

Da!am waktu 2 (dua) ntinggu sebclum dihlukan serah 
terim.a KavJing, Pengembang aka.n me:rnberitahUkan 
secarn tertulis kepada Pembeli. unluk: datmg kc tenipal 
dan pada hari scrta tanggal yang akan ditentukan 
kemudian oleh Pengembang. untuk menandata.nganj 
Bcrita Acara Serah Terima (BAS'I). Apabila dalam 
jangka waktu 1U (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 
semh lerima yang dite!apkan dalam undangan atau 
yang ditentukan lain dalam PJPKK. Pembeli tidak. 
datang dan be1um berkchen(!ak untuk mcneritna 
K.avling tersebut, maka dengan lewa$nya waktu saja 
sudah menjndi bukti bagi Pengembaug. bahwa 
Pembeli dianggap relah menerima dcngan baik 
Kavling ter.rebul dan bilamana tetjadi hal demikian, 
ruaka Pembcli dengan ini memberi lmasa sepenuhnya 
kepada -P.mgl!lllbang lU1.tl.lk bertindak alas __ nama 
Pembeli mc:nanda~tangani · semua dokumcn yang 
berhubungan dengan serah tcrim.a Kavling tersebul, 
dengan demik.ian Pengembang tclflh memenuhi 
kewajiban untuk menyerahkan Kavling. sehingga 
Pembcli hams rnembayar lunas sega.la kewajiban 
keuangan yang masih terhutang tem1asuk denda 
danfsanksi administtasi (bila ada) dan segala peketjann 
tambahan dan btaya·biaya yang disebut dalam Pasal 
&.5, dan sejaksaat itu segala resiko dan tang:gungjawab 
:atas Kavling tersclmt menjadi beban dan langgung 
jawab Pcmbeli sepenuhnya. 

Terhitung sejak. tanggal scnih terhna atau tanggal 
dianggap serah terima Kavling dilakllkan, maka luran 
Pengelolaan dan Keamanan Ungkungan {Il'KL), 
iunm~iuran tainnya dan pajak·pajak: alas Kavling 
lersebut wajib rUbayar oleh Pembeli sesuai dengan 
lagihan yang dikirim Pcng1.:mbang dan at au Pcngelola 
ataupun pemerintah, 

Pasal 9 
Pemclibaraan dan Pcngamanan 

9.1. Dengan di!akuknnny.a serah !elima Kavling sesoai 
ketcntuan pasal a di alas, maka sega1a tanggung jaw.ID 
untuk memelihara dan menjaga Kavliug menjadi tugas 
dan tanggung jav.ub Pembeli sepenulmya. 

9.2. Pemhcli mengerti dan setuju bahwa rnembeli Kavltng di 
Kawasan berarti mempunyai kewajiban untuk 
berpartisipasi roemeliharo. dan mengamankan lingkungan 
Kawasan, nntuk itu Pembcli memberi lmasa 
sepenuhny:t yang tidak dapat dicabut kembali kepada 
Pengembang untUk melaksanakan pemelihal'a.an dan 
pengamanan lingkungan. baik rlilakukan langSung oleh 
Pengembaug atau dilakukan oleh PengelUJa yang 
ditunjuk oleh Pcngembang.. 

9.3. Sehubungan dengan pasal 9,2 di atas Pemheli wajib 
membayar IPKL sebesar yang <lltetapkan oleb 
Peugelnla dan telah di.setujui uleh Pengembang, setiap 
bulatmjd terhitung sejak Tanggal Serab Terlma, 
dengan ketentuan IPKL sewakm-waktu da:pat bentbah 
dengan pernberitahnan. sccara tertulis terlebih dahuht dari 
PengelGla sert.a tclah disetujui oieh Pengembang 
selambat~larnbaln)-a 1 (s.atu) bulan sebclum 
d:ibcr~ 

PasallO 
Bangunan di atas Kavliag 

10.1. Rancang (desainJ dari bangunan-ballgunan di at.as 
Kavling wajib mengikuti ketentuan-ketentuan :PllP. 

10.2. Pembe.li tlalam melaksanakan pembangunan 
bangunan juga ~ib untuk mengadakan koordinasi 
dengan Pengembang dan atau Pmgelnla dalam 
mendapatkan ijin, dan mentaati semua tala lertib 
yang berlaku di Kawasaa 

10,3, PembeU sudah hams mulai mendirikan baugunan di 
aras Ka.vling tmebut sesuai dengan de1;ain yang 
telah disetujui oJeh Pengembang dan atau Pengclola 
selambnt~larnbatnya pada bulan sesuai yang 
ter<:anillmpada PJPKK. 

10.4. Apabita terjadi pengalihan hak, maka jangka wakiu 
sebagaimana diuraikan pada pasal 10 ayat 3 di atas 
tetap herlaku dan wajib dilaksanakan oleh 
penggantinya tanpa kecnali. 

10.5. Pembangunan bangtlnan ters:ebot dilaksanakan oleh 
Pembeli atau kontraktor yang ditunjuk oleh PcmbeU 
dan Pembeli wajlb untuk : 

~J; 
' 
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IO.S.a.membayar segala biaya~biaya dan pajak-pajak 
dalam bentuk apapun yang timbo! sehubungan 
dengan pembangunan bangu.nan tersebut. 

10.5.b. memberik.an laporan kcpada Pengcmbang dan 
atau Pengdola mengenai perkembangan 
pembangunan sesuai peraturan pemetintah dan 
PDP. 

l'asat 11 
Kelentuan~Keeentuan Lain 

ll.l. Untuk mewujudkan lingkungan Kawasan yattg 
bersih, lertlb, indah serta aman, maka pada saat 
penanda tanganan PP.lB Pembcli bersedia dan 
wajib menandatailgani Kontrak tentang 
Pelaksatt.aU Tata Tertill di Kawasm (Kontr.ak 
Tatib). 

Kontraktor tersebut barns mematuhl peratnran 1 1 .2. Pemheli wajib dan terikat untuk menggunakan 
tanah seruai dengan tujnan pe:runtukannya seperti 
yang disebut di Cambar K:adaster. Sepia akibat 
y.mg timbul karena penggunrum y.mg tld&k sesuai 
deng.an tojua.n dan peruntukannya tersebut.. metijadi 
resiko dan tanggungan Pembeli sendiri. Sehubwlgan 
dengan penggunaan l<:avling. Pembeli mengikat dirl 
akan mematuhi ketentuan~ketcntunn atau peraturan~ 
pernturan pern.erintah dan I atau peraturan 
llnglmngan dan peraturan-peratutan I .ketentuan~ 

ketcntuan dari Pengembang dan atau Pengelola~ 
rliantanmya tctapi tidak telbatas pada ketertiban 
umum, kesustlaan dan keamanan scrta kebersihan, 

pembangunan bangunan di Kawasan seperti 
ten:antum pada PDP, 'dan Peugembang d:m atau 
:Pcngelola berhakmemberikan peringatan, bilamana 
koruraktor tersebut tidak mematuhi peraturan- -
peratunm dimaksud. Apabila seteiah ditegur · 
sebanyak 2 {dua) kali oleh Pengembang dan atau 
Pet1:geloJa temyata teguran te~se\lut titbk dipatnhi, 
maka Pembeli hams menggantikaiillya dengan 
kontraktot yang bam 
Pengtmbang bersedia untuk membantu Pembeli 
untuk mendapatkan m!tck, perencana ijin dan 
kontmktor, yang dapat melaksanakan pem'bangunan 
bangunan sesuai peratnran pemb.angunan bangunan 
yang dt'berlakukan di Kawasan dengan fee dan 11.3. 
biaya yang a.kan dibicnrakan tmendiri. 

10.6. Pembdi dan atau konlmktor yang ditunjuk wajib 
untuk memclihara kebersihan dan ketertiban selama 
xnast\ pembangunan bangunan di atas KavUng secara 
keseluruh:m dengan baik. Biu\mana terjadi kerusakan 
alas material-material yang terdapat ditempat~lempat 
alaU. bagian pekcljaan pcmbangunan bangunan 
tcrsebut, Pembeli diwajibkan mempetbaikin)'a 11.4. 
dengan segern tanpa ditunda. 

10.7. Dalatn hal :Pcmbeli belurn juga mcmbangun 
bangunan di atas setelah tewat waktu yang d itentukan 
pada l'JI>KK, maka : !1.5. 

l0.1.a. Semua biaya-biaya dan/atau resiko-resiko 
yang Umbul dati Peratnrnn Pemerintah. 
sepenuhnya ditanggung o!eh Pembeli. 

Pembeli dengan ini_menyetujui J'engembang ~ 
atau Pengclola untuk sewaktu-waktu mclakukan 
perubaban nama proyck dan I atau nama jaJan 
dimana Kavling berada, tanpa diperl~ ijio. dan I 
alan persetujwm terlcbih dahulu dari Pembeli. 
Perubahan mana cukup dilakukan deng!ln 
pemberitahuan olch Pcngcmbang dan alan 
Pcngelola kepada Pembeli.. 

Dalam hal Pcmbeli melakukan perubahan, 
pengtl!311gan. penambaltan aw: bangunan. maka 
Pembdi wajib t.etap mengikuti ketentuan yang 
tercantwn da1am PDP. 

Ketenluan·kclentllan scbagairnana yang diatut 
dalampasal9, pasalll.l, pasall1.2 dan pasalll.3 
tetap beiiaku dan. mengikat PembeU atau penerima 
haknya, seka:lipun telab dilakukan AJB dan 
Sertipikat Tana.h tclah tercru.at atas nama.Pembell 

Pasal U 
Pajak-Pajak dan Biaya-Biaya 

10.7.b. l"engembang be.rhak meninjau kembali 
hlltgJl lllllllh baik dengan menghapuskan 
discount yang tereantum pada PJl'KK 
maupwt disesuaik.an dengan harga jua1 
Pengembang yang ternkhir di linglrungan 
tersebut atau pemutusan PPJB 
sebagaimana diatur dalam pa.sai 7, kecuali 
ditentukm lain dalam PJPKK 

12. L Terhltung sejak tanggal PPJB segala pajak, IP:KL, 
iuran-iuran dan beban lain yang terhuta.ng a.nta:ralain 
wpi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan B.mgunan 
untuk tahun beljalan, Pajak Pertambahan Nilai 
Barang Mcwail. (PPn~JlM) dan Pajak.~paj.:OC serta 
beban·bcl>an IIDn y.mg dipungut oleh pihak berw.ijib, 
baik yang seka-rang, ada maupun yang Wn ada ~ 

p,~ 
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dikemudia'n harl seluruhnya menjadt beban dan 
tanggungan Pembeli 

12.2. Jib >Ok.h suatu peraturan atau keadaan tertentu, 
suatu pa.jak, iuran atau biaya yang menjadi 
tanggnngan Pem.bdi tetapi karerui a1asan khusus 
diminta oleh pemerintah I i.nma.tW. tertenm untnk 

I .::;::., I .. ~, I ~I 
Lampiran m PPJD 

Halaman 7 dari 8 

n.I.d. Pembeli telah selesai. membangu.n sesuai 
dengan pemntukann.ya dan mengilruti 
seluruh keten1lliln pada PDP. 

13.1.e. Sertipikat Tauah telah diperoleh dan 
tercatat atas nama Pengembang. 

diOayar terlebih dahulu. oleh Pengembang dan atau 13,2. Pengembang akan memberitahukan secant tertulis 
kepada Pembe1i untuk datang ketempat pada hari 
dan tanggal yang akan ditentukan cleb. Pengembang 
untuk menarulalangani AJB dl lladapan PPAT 
tersebut 

Penge!ola, maka Pembeli berkewajiban untuk 
membayar kembali pembayamn tersebut sesuai 
tagihan yang diajukan. 

123. Biaya-bi.aya yang timbul sehubungan dengan jual : j 

• ~ beli. atas KavJing dad I'engembang kepada 13.3. Segera setclah di1akukan penaudatanganan AJB di 
hadapan PPAT. maka akan d:ilakukan proses 
pemecahan Sertipikat tnduk dan atau Balik Nama 
Sertipikat menjadi alas naroa Pembe.U. 

Pemheli, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada 
biaya pembuatan AJB di hadapan PPAT, biaya--biaya 
untuk pemecahan sertipikat dan kc{xlnt\ngan balik. 
nama sertipikat serta biaya~biaya lnlnnya menjadi 
bebandantangguAganFembeli. 13.4. Bila Pembdi meiunasi Sisa Pembayaran dengan 

menggunakan fasilitas kredlt dari Bank, mak.a padn 
""'' polaksanaan AJB dilladapan PPAT, 
dilaksanakan juga perumda tanganah Surat Ku.asa 
Membebankan Hak Tanggungan ('SKMHT) -
atau Aida Pen>benanHak Tanggungllll (APIIT) serta 
dokumen lain yang d.iperlukan. Selanjutnya 
Pengembang akan menyerahkan seluruh asU 
doknmen sehubungan dengan jttal be1i te.rsebut 
sebagaijam.inan kepada Bank. 

12..4. Selama Pembeli belum membayar biaya-biaya 
sebagaimana direntukan pada ayat 1 s/d 3 dlata.s, 
roaka l'eng,embang dapat menunda serah. terima 
Kavling; pclaksaua.a.n AJB, penyerahan serlipikat dll 
sampai Pembeli menyelesaikan kewajibannya dan 
.l»engembang dt"bebaskan dari resiko dan tanggung 
jawab atas penundaan tersebut. 

Pasal13 
Pena.nda Tanganan Akta .Jual Beli· 

13.1, Pengembang dan Pembeli sepakat satu santa lain 
bahwa para pihak akan melangsungkan dan 
memmdatangani A.JB·mengenai K.avJing di hadapan 
PPAT yang ditunjuk Pengembang, da1am hal tetah 
dipenuhi aspel:-aspek sebagai berilrut: 

13.l.a. Pembeli telah melunasi pemllaya<an 
sebag.aimana te1ah ditentukan dalam 
FJ.PKK dan Ketentuan-ketentu:m. dan 
Syarat syarai PPJJI 

13.l.b. Pembdi telah menanda~tangani BAST 
dengan Pengembang sebagaimana 
dlmaksud dalam pasal 8.4 dan tidak ada 
tuntuta.n apapun atas Kavling yang 
diserabkan tersebut. 

13.1.c. Pembeli tetah memenuhi seluruh 
per.;yaratanlperaturan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

13.5. Apabila dolam jangl<a - 15 Ollilllbelas) hari 
terhitung sejak tanggal yang diteotukan 
Pengembang untuk pelaksanaan perumda ta.nganan 
AJB dihadapan PPAT, Pembe!l tidak dapat lladir 
atau mengutus wakiJikuasanya d.m tidak memheri 
kabar 1rntllk menandaUU>gani AJB terselm~ maka 
l'eugetn'bang akan {tetapi tidak berkewajiban) 
mengirimbn. pemberitahm.n kedua secara tertulis 
kepada Pembeti. Bilamana dalam jangl<a wakl1l 15 
(limabelas) harl petpal]jangan ~erhirung dari 
pemberitalman yang kedua) tersebut Pembeti tetap 
tidak melaksanakan. kewajibannya, maka Pembeli 
seo,ju dan memberikan Iruasa sepcnuhnya ktpada 
Pengemba:ng, dan meropakan: hak Pengembang 
untuk menggunakannya atau tidak menggnnakan, 
untuk me.m.ilih sendiri salah satu di antara tindaka.n 
hulrum sebagai berilrut: 

13.:5.a Pengembang bertindak untuk dan atail 
nama Pembeli menandatangani AJB serl.a 
melakukan segala tindakan tmkum :yang 
dipedukan untuk melaksanakan penanda 
tanganan AJB tersebut. 

13.5.b. Pengenlbang melaksanakan haknya untuk 
memutuskan PPJB secara sepihak 

i 
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sebagaimana diatur dan ditentukan dalam 
Pasa17 syat 1.[ tersebut dJ atas. 

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ketentuan 
pasa113.5.a dim l3.5.b sepenulmya menjadi tanggung 
jawab dan wajib dibayar oleh l"embeli. 

13.6. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11.5 di atas, 
maka pada saat penandatanganan AJB, Pembeli wajib 
meilandatangani J<.esepabtan Bersama. yang mana 
pnra pihak setuju bahwa wa!aupun para pihak telah 
mem.enuhi kewajibann,ya dalam PPJB iill dan telah 

, menandatangani AJB, ketentuan-ketentuan dalam 
pasa!-pasal PP JB yang tidak diatut dalam AJ.B te!ap 
berlakn dan mengikat para pibak. 

Pasal 14 
Perobahan AJamat 

semua sw:at untuk Pembcli akan disarnpaikan di alamat 
sepertiyang lercanttim padaPPJB danjika tetjadi pcrubahan 
alamat karena Pemheli pindah ketempat lain, maka 
selambat..Jambatnya 7 (tujuh) hari sejak kepindah.annya 
tersebut Pembeli harus memberitahukan Kepada 
Pestgembang alamat b:mmya. Apabila Pernb.~li lalai 
memberitahukan alamat barn sebagaima:na diatur dalam 
lretentuan. ini, maka sernua al<ibat yang mungkin timblll dan 
merugikan ditanggung sepenu.heya oleh Pembeli. 

PasalJS. 
PENYELESAJAN PERSELISIHAN 

Jika tetjadi perselisihan. perbedaan pendapat maupun 
sengkela yang timbul dianta.ra pam pihak mengenai PPJll 
beriku.t semua lampirannya dengan segala alo.Oat dan 
pclaksanaannya, maka para pihakal<iin~lesaikan = 
.ll1i.iSj'3:warah untuk menc:apai .mufakal Tlka penyelesaian 
seeara mtlSjawa.rnh tidal< tetcapai. makn para pihak sepakat 
llntUk rnetnilih penye1esaia:n1l)'a melalui Badan Azbitrase 
NasiQnallndonesia (BAN(), dan putu.san dnri BANI adalah 
bemfat iiual dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat pam pihak. 

Pasallf$ 
Penggand Hak 

PP JB inf tidak berakhlr deng.an meninggalnya atau bubarnya 
saJah satu pihak dalam PPJB ini, alum tetapi diteruskan dan 
bernlih kepada ahli waris, para penerus hak dan onau 
pengganti hal< dari kedua belllh pilil!k. 

Pasal17 
JWasa 

Pengembang dengan ini menemngkan menerima kuasa­
kuasa tersebut dalam PPJB berikut seluroh Lampi~ya. 
k:uasa-kuasa tersebut meropakan bagian yang penting dan 
tidak terpisabkan, dari dan karenanya me.njadi kesatuan 
dengan I'PJB Uri. yang tanpa adanya l<wlsa-kuasa let:scllut, 
PPJB ini tid.ak akan dibu.al. Ku.asa-tru.asa tersebnttidakakan 
berakh.ir karena sebab-sebab yang tercan.tum da:.l.anL pasal 
1813 Kitab Uru!ang-Undang llulrum Perdata dan I atau 
peta1uran..pcraturan Jainnya y.uig: berlaku. 

-000-
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Pedoman Desain dan Pembangunan 

untuk 

Kalvasan Lippo Kara,vaci 

; . 
·• 
' 
' ' 

' ' 
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I cbri II 

PEDOMAN DESAIN DAN PEMBANGUNAN (PDP) 

Selama~ ll.atang di Uppo Kara~ci 

Merupakan dla-cila Pengembaag di bw:asM Uppo Karawaci membangun suatu komunitas yang mempunyai perencanasn 
bangunan Hunilln bcrkualilas tinggi dalam arti mempunyai kr:serasian desaln a.ntara bangunan dM lingki.lllgan scrla menyant 
dcngan bangunan lafn di sekclilin,gnya sehingga kawssan Lippo Karawaci di kernudian hari menjadi suatu kt~l.i barn yang 
indah. nyamM. tertib. aman dan mmjadi lemp~t tinggal idaman bagi seliap keluar,g.a dan fempat waha yang menyenangkan 
~gi k.om.umen dan pengusaha. 

Tujua.n PDP -inj .idalab untuk mcmberikan pdunjlll:..dan panduan kepada f'emheli. Fcnghool. ttousultan dan korttrn::tor yan,g 
<~:k<m membantu Pflltlnli daJam mctt'nC3tl:akan: dan mtmbangun SetU mtrenovasi bangunan di atas K.v'ling. 

lsi PDP ini dibuat PT_ Uppo Karawaei nk beserta ana.k pcrusahaannya ~ feagmlbaDI di· dalam ~· uatuk 
mcmaslilrnn bahwa seluruh bangunan eli K2wu:.a mee;kipun berngam namun tetap tetc:neana dent,an baik, betk.uillitas tingi 
dan h.annonis tanpa mengur.mgj krca:tir~tat setiap individu d.a!am mcngemb&ngkan karakter masiog-masing desain 
bangunannya. 

PDP ini dlbuJit untuk berlaku SC::CaB umum d~uruh K:awssan, sch_ingga ltda beberapa kctcntuan yang kuraug ~id.lk 
beriak\1 disuatu Kawasan semata.fruif.a bRna ada perbedaan kctmediaan dan jenls infi!Wruktur Sf:Z'tl utilitas yang 
dibangun/terst:dia 

' Adalah penting dan menjadi kewajiban bagi S;emUa pihak: untuk rnendukung PDP ini s.thlngga menj,amin nil&i i.nvestazi di 
~awasan dapat tm.ts bcrl:embang. -~~~-

rDP hti ~Jb~ .~,p:t, mcmpr:rilatibn pemu_t,at~" Pcat~ntab ~ i\di :kbhit,P J"mpm:baug.~ abn t:llCll:dapat 
dukungan penuh dilri Poneiin~,untuk. ~itaatinya.PDP ini oleh semua.pihak flU!' tc::rkait · , 

tSf: 

PENGANTAR 
I. f'R.A~PEMBANGUNAN 

J.l Kcwajiban Pembdl 
12 Pcrsyamtan Teknis 

a GSBJKDBJKLBIOCKUIP.agar 
b. Utilitas (UstrikfAirlt.imbahfrelt:komunikasi dan TV) 
c. Kritcria BangunBn . 
d. Pet3)1amtan Tcknis l..aj~ · 

1.3 Pcrizinan dan Pcnyambungan 4tiUt:as (P!:fSYaratan Non~Tcknis) 
a. Syarat Pmetujuan Gpmbar lte::ncana 
b. Syarat Mcmpcrolch lzin Me(!dirilian Blrl.gunM (1MB) 
c. Sy.uat PcnyambungiwListrik 
d. Syarat Pcnyl!lllbungan Utilitas La.innya 

II. SELAMA PEMBANGUNAN 
11.1 Kebersihan 

a.. KebuUlhan Ulililas: Scmentara 
b. Kcbetsiban Lokas:l. Kcrosakan Sarana dan Prasarana 
c. Pcmbuangan Air Limbah 
d. Angkuten Bahan Bangunan 
c. Bedeng Kontraktcr dan Kantl11 

U.2. Kcamanan 
11.3. Kc~tuan Lainnya Schuna Memb:mgun 

a. Papan Pmyek Semet~tata 
b. Pcrtamanan 
c. Pembuangan Sampah Bangunan 

Ill. 1.-ANOKAH KERJA 

PENUTUP 

' 2-· 

10 

" 
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Form. II g. R 
LS-0040 01 ' t..ampiran 1 v P a 

Halatmm 2. dwi 1 I 

1. PRA-PEMBANGUNAN 

Sebelum mulai membangun. Pembeli berkewajiban untuk; 

l. Menand;uangani PPJB dan menyelesalkan segala tungg,akan yang teJjadi kepada Pengembang. 

2. Sudah mempunyai BAST dari Pengcmbtmg, tidak ada tunggakan dan bebas dari tuntutan dalam bentuk apapun, 

3. Mendapatkan persetujuan Komite Pengawas Bangunan yang anggolanya ditetapl<an oleh Pcngernbang atas gambar 
rencana bangunrm yang akan dibangun <Jan memulai pembangunaunya p-t\da waktu yang ditetapkan dalam PPJB. 

4. Mendapatkan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) dan perse!ujuan penyambongan utilitas atas beban Fembdi:. 

S. Melunasi 1PKL yang jatuh tempo seperti yang tercanlum dalam pasal9 
Syaraf PPJB. 

Ketentuan~Ketentu:an dan Syarat-

6. Menltipkan sejumlah uang jatninan yang besarnya ditetapkan oleh Pengclola yang ditunjuk oleh Pengembang. 
Jumlah nang terscbut akan dimasukkan };e rekening tak berbunga milik Pengelola, sebagai jamimm bahwa 
kontraktor atau sub-kontraktor mentaati peraturan dan PDP selama pembangunan. 

Apablla Pcmbeli!koutt.<ktor melanggar pcr:aturan dan PDP yang telah diteatukan, maka Pengclola dapat mcmotnng 
langsung semua biaya unt\lk perbaikan alau penggantian kerosaknn pada s:ar.ma dan taman di luar Ka:vling serta 
pcmbersihan jalan, pe:rtmikan jalan dan selokan. Jika biaya perbaikan kerusakan tersebul lebih besar daripada jumlah 
jaminan, maka Pembeli dalam waktu tujuh (7) hari setelah ada pemberiLahuan dari Peogelola wajih melunasi 
kekurangt~nnya. Bila ada kelebihan, sisa uang akan dikembalikan pada saat pekerjaan telah se!csai. Penilaian 
kerusak:an dan hlaya untuk perbaikan mutlak menurut kebijaksanaan Pcngcluln. 

------·---------------·-· 12. Persyaratan Tcknis ----~------·-··-····----------

1.2 a, GSB I KDB I KLB I DCKU I Pagar 

Pengembang sangat mem~rhatikan kcharmonis1:1n anlara bangumm deng:m lingkungan seki(aroya schingga dalam 
mendesain ban,gunan per!u diterapbn ketemuan-ketentuan seperti : G3Tis Sempadan Bangumm {CSB), Kocfisien 
Das11r Bangunau (KD:B). Koefisien Lutts Bangunan {KLB), Oaerah Cadangan untuk Kepentingan Umum (DCKU) 
dan pagar pembatas. Selain itu, perlu diperhatikan juga keseTllSian antara bah an atap. OOhan dan warn a b:angunan, jalatl 
m-asuk Kavling (driveway) dan hal~hal lain yang menyangkut uliiitas urnum seperti saluran air bersih, air kotor dan 
II mbah. se1ta pelayanan telekornunik<~si dan te!ev!si, tennasuk segi pengaturan pertamanan dan penempatan papan 
nomor danfatau namll Hunian, sangat penllng untuk menunjang pembentuk:an ciri serla I!i!ai dari komunitas di 
K::~wasan. 

/_ Garis Sempadnrs Bungunnn (GSIJ) 

GSB adalah garis ba!as dari dinding bangunan tcrluar yang boleh dldlrikan di Kavling hunian lersebut dan dapat 
dilihat pada Gambu Kadaster yang dilampirkan dalam PPJ'B. GSB ditentl1kau oleh Peugcmbang. 

2. Kn~{isieu Dcwrr 8tmgumm (KDB) 

KDB menunjukan Juas dasar (fo01print) banguoan maksimun yang boleh dibangun dibanding luas Kavling KDB 
tidnk boleh mclebihi rasio rn<~ksimum yang diperbolehkan seperti ter!lbat pada gambar kadaster yang terlampir 
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dalam PPJB. Persenlase KDB berbeda menul\lt l~asi. luas dan bentuk l:apling akan ditentukan dida~ Gam bar 
Kadas,er olch Pogcmbug. 

J. Koifaien LMu Batrpn•tt (KLII} 

KL8 mcnunjukkan Juas keseluruhan bang~.~Mn maksimum y.mg bolcb dib~~ngun dibanding luas tanah.. KLB tidak 
holeh 111debihi $tandar yang ditcntulq.n oleh Pengembang, rasio KLB betbeda menurut Jokasi. luas dan benM: 
l<avling yang terti bat pada Gaatb.r Kld:uter yang tedampir dalam PPJB . 

../. Dauuh Cadartgtlll untVi K.t:pt!ntingan ~ (DC/(()) 

Pe~emb&Qg bcmttk. untuk m~lapkan maks~um" J.S meter: jaro.k bcba$ bangunan ~g·tadqm p&da sepanjang 
ba~ belabng .atau depan ~pi cadang.an jaiur ulil itas.. Bcberapa bpling .tan mcmptmyai, bale kontrnl 
(!nspec~ioo Cluwb<r- I C) -lnlbimum 900 mm x !100 ftUQ dolam I)CKU iol. YIUIC lwus dopa! dl...,ai 
Oleb ~bNI& danf.UU.Peq..._ dau/atau "pcaabat ~eriatah yan,; tawaumg. ·guM pcmdiharuf! sistcm 
terA:but. Bilamana $Alum tcrsd:M: nu:mcrtubn pctbaika:n. malca, Paa:beH .hwus mengizinbn pekaja dari 
instansi-instansi tt:msbut untut mel•bQ pctbQk:m ~g diperiubn.· . · 

~~n DCJ(U eli dal&n} KavUai di ~ tempat ada DCKU di fuar Ktn'liec; yang disebut DaaQ Hijw, 
Beberapa sarana (utilitas) abn iiitempalku baik di DCKU di da1am ~vlhl;c mat.lpW'I Daerah ·Hijau ymg abo 
ditenwkan f!lch ..,.,~_emb .. (. Adaipun utit.itas yang d':maksod l.nf.al'a lain : sis:tcm drainuc, lanlpuj~ petuhjuk · 
malt. ,pcoCf'llllg&n. lalplt ~ bu.$. _di.ndUlg nama cswc, pagar.- umum. saluntn air beaih. saluntn air 
l«>!o< •. telepon. jolm-. pohoo ,..oduh.~Jo&km>P,,.... bal-M! wn ;yang ~igw>alom """"'~· 
umum. 

Pemb.eli d~ mombangun pager pembatu ball:: ,RQd,iri tnaiJPW\ dengan Peclbeli ab;lah atat Pl*lbdi 
lain_nya da'lgan ketea!Wm sepati berikut:: 

Umiak. Huniul Non KoraerNl: 

• Paget belalwog tinggi maksimurn 1,1 m dati peil rumah (± 0.00), 5Ullktur tambahan mabimum ~ 
older (O.SO m) betupa lcisi-kisi bes:i lcccua.U·Xavlirac yang bagi.u belabngtiya ~ lan,&sung dcngan 
I~Solf. -
Pembdi yang memiliki Knlille hc:rb&w:.aft laa&SUDI, dengan lapa.ngan golflid&k dienjwbn .memasang pt~&V 
pada bagian belak.r.ng Kavliac tascbut untulc mengop~iml.U'II.bQ pmdangan b ltpanpn ,gotfdmmel~ 
lingkunpn ted:ntb. Jib dipasang pagar, mab menggunakm pagar ~-·lh!o pap WH:i&:i besi yang 

.diMup denpn tanam.an dmgin kdiaggiaa maksimuru satu (1,0 m) Jncu:ryang diletak:kan pad& pos:_tri 5 (lima) 
meter b dAtaro cf4ri batas ~ Ka'Vliag .b:cmli Wte:ntukan lcin dalam Appendix 1. · · 

• -Pagaf sunpin& ketiuggian maUimum 1,8 m dari peil rumah {± 0.00) sampai denpn batas GSB d_cplirt.. 1)¢ · 
baw.KJtvlio& mllka smnpai ~ batas GSB tidak dlperbotebkan dibarlgutt. pagar tcccuali ditentubn l~in 
dalam Appeodix !. 

• Pagar muD tidak dipcrkenankatl kecuaJi ditentukanlain da.lam AppendiJt I • 

Untuk: Hu~lan Komenial : · 

• Pagar belakang tinggi maksimum 2.20 m dari peil ruko/ rukan (+/.0.00), r!Wibeli tidak ~iperktnankan' 

mi!rubah arm mc~SinQ pagar pembalas belakang kccuall ditcntukan ~D dalam Appendix I. 

• Pagar samping di belakan& rukol ruk~~r~ kctiilggian maksimum 2.20 m dari pcil rukol rukan (+/..0.00}, Dari 
batas depan bangunan sampai dengan batas Kavling depan tidak diperbalehlciln dibangun pagar. P1Vf muka 
lidak dipetbnanka.n. 

·, . 
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1.2.ti. U!iliw (J..islrik/Air/Umb!tifelekomunikari dan Tv) 

Pcttyambung8,n uliJitas mCngik.uli keteranganfrn(ormasi pada Cambar Kadaster. Utilitas harus dibual dmgan 
pedomm berikut ini untuk menghindarbn masatah penyambungan illilitas. 

. . 
Kebututuiu listrik akin discdiJI.kan oldt' PLN (Pcru.sahaM Listnk Nr:gara). Biaya untUk penyambungan dan 
pemakaian listrik mcnjadi tanggung jawab Pcmbeli. Untuk kebtltulwl IU:trik setiep Kavliog oleh PengemNng 
disediaka.n: maksimun .da:ya:- yang-I~ pada Gam bar .Kadastu·yung. dilampirkan· ~ P~.· ,_.Apabila 
kcbutuh~ daya lebif'! bestir daripada )'ani disedialtan lt:6ebut, Ptmbcrl haru.s dapat pet$d'Uj~ tcriebih dahulu 
dari PCilgcmbaa; dan atau Pengelola serta me:nanggung ~ua t»aya ~ d~wd.an aki¥ ~~ terscbUL . . ' -

Peag~~ag--dan.arau P.~eiOia-dapat-· mengi?inbn petteanpalan: pactator- Cadan&M· ~ ~ bab~a· · 
k~isinpn.Yiflg diati~ ~leh generalor ~~ ~ ditebn seminima) rn~ ~.~-~-kcl~ -~ 
gcncratol't\dak-boleh. tnelebllu ;1Q Db da1am jvak 3 mctt::t. GenenJ:or btscrta rurnWiYa! adak boh::b ~ibal dan 
Huf\ia•t~~~j~ -

z. ~ir-/knih' .. 
Untuk. lokasi }'tlflg men~ samb!mgan air bc:r:sih dati hisce-biiPC dan/atau ~ llactab Air Minum 

(PDAM) ,mi .... wol:ilo}"! Y"'l! "\h. ""'bell~·~ biaya pm)'JIIl'"'- dan -·'"'· ·. J:liom""'" 
pjpa s:ambungari H!l_rii.lil diten~ 01~ r~~ sepcrti )'IDg ~ par4 G••bar·~ apab)Ja 
di.........,di..,_ · yanglcbihJ..,ar,h,Dhdi""""·-·-l«<<bu..dol!ul -~ballcdan 

.. -· .· -· attw 1'-~ sert.JI~wng mua w.y.··Yang d~eluarbn ~ ·~ u~ d~ ttnebut. 
Peapmbaq dan atau Pagdob rnernpun)'1!~ hat. untuk tidak: melutuskan pennohonan ~ pipa dc;i:ltgrlil 
diameter yang Jebib bc$ac daripada yzng ditcntubm . 

. , Pada o..mh.y.tiig a.da-Hmhuftgan air~ dm Petir;eatbaq dan/- P~:ntubaan.~-Air Mh.um--(PD~. 
d:anhaau wa.k.ilnya yan.c-.. $\Uil.Uf clalam dan li\I.I'Jl1,a' d:angkaJ tidak. ~ Pw::rkecualian lwtya dibcrik:an j 
padS tahap pcmbanguma ·saja dan dim~ pc:rsetujWiin tcriebih dabulu dari Paq:embabf: dan atau Paagdola · I 
maupun Pemcriutah. 

f.lKia kawasan -~ &udah-adapipaaii:Jim~ n!~ ~ggis.~g~urb,n ~ ~oiaan airJimbab ~ 
_maka Perabeli wajib mem~-· }&nbab.~ tail;pl kc ~ ~--~ya-diametcr.pipa rnoupun 
letak pipa ditcntukan oleb·~bang Seperti'pal:!a Gaaibar Kadaster dan atau Appendix~ Pembeli barus 
membayar biaya penyambungan maupun biaya oper:a!ii dan pcmelihttraan bu1anan. 

A,pabila belutn ada fQilitas W'$Cbut bal:as m~ ~Jdn~ air I~ nlDl3h tangga harus 4iiaksanakan _s:csuai 
~"'""'~yang dil.dapbn oleh r..:<mlniogpada.Appcndix l . · 

4. Ail' Hujan 

Air hujan disalufbn ke drainase di da.lam K.vting dan dibubungbn ke sefokan di tepi jalan mclaJui titik: yang 
dilentukanldis:ediakan o!ch fengembang. 

5, 'ielelDmUnikasi ciDn TeJ_e-~bi 

Pada dl!elt!h yang ada kabe:l kotnuniicasiltelevisi, maka parabola mnik per~rangan atau kclompo-k., antena radio dan 
antena TV tldak dipe:tbolchkan. 

Pelayanan s.::perti Cable TV. film dan video, layar visual perbankan. pertokoan, teletext, keamanan dan pcmadam 
kebak.a;'an yang tclah direncanakan akan dita~arkan kepada sctiap P~~ttlmi dengan hatga .tertentu apabi1a di 

h .. A J 

\. 
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lingkungan tersebut ada prasarana yang disediak:an oleh Pengembang atau pihak lain yang ditunjuk Qleh 
Pengett~bang. 

L2.c Kr.ijeria Bangunan 

Kualitas desain, seleksi dan wama bahan bangunaQ sc:rta alap untuk: setiap bangunan harus sesuai dengan Master Plan 
Pengernbsng. schingga bahan·bahan dan wama-wama yang digunakan untuk bagian luar (eksterior) serasi dengan 
rancangan luar (eksternal design) dari bangunan-bangumm lain di sekelilingnya. Oleh k.arena itu, beberapn bahan 
bangunan dan pola wama, bahan alap, bahan kaca, set1a bahan-bahan lainnya harus ditinjau dan disetujui oleh 
Pengem:bang. · 

1. Pembatasan Kctinggian 

Tinggi bangumm Hunian Non Komersial tldak boleh mclebihi 14 {empat belas) meter diukur dari permukaan As 
Jalan dl dep.mnya sampai kc titik tertinggi dari bangunan. Jumlah 1antai yang diirinkan mWimum 2 (dua) bntai. 

Tinggi bangunan Hunian Komersiai tidak boleb melebihi peraturan yang ditetapkan oteh Pemer:intah dalam daernb 

tersebut sesuai dengan kriteria KDB dah KLB. Penumbahan elevasi bangunan yang diizinkan dapat dilihat pada 

Appendix L 

' 
2. Bahan Bangunan, Atap dan Warna 

Bahan bangunan, atap dan wama ha.rus menc!ptakan kehammnisan dan serasi dengan bangunan~lmngunan yang 
berdekatan maupun dengan lingkungan sekeUlingnya. Bahan bomgunan, atap t:lan warm~ harus diajukan dan 
dis.etujui terlebih dabulu oleh Pengembang kec:uaJi sudah ditentukan lain dalam Appendix I. 

J. Pergola 

Untuk lokasi yang ditentukan oleh P<:ngembang dipcrkenankan memasang pergola ses.,ai deogan design, bahan 
dan wama seperti tercantum dalam Appendix J. 

Selasar Hunian Non Komcnial yang berada disamping bangunan tidak boleh ditutup kecuali diter;tukan Jain oleh 
Pengembang di dalam Gambar Kadaste:r dan itupun hanya boleh ditutup dengan bahan <J:lap tnmsparnn atau Cahan 
yang sarna dengan bangunan ulama namun tidak diperkenankan mcnrunbah ketingglan pagar tembok samping 
kecuali menggunnkan pagar kis!~kisi besi maksimum setengah meter{0,50 m}. 
Selasar Hun ian Komersial yang berada dl de pan bangunan lidak boleh dirubah dan ditutup. 

5. Teras 

Untuk Hunian Non Komersiat teras lerbuka di depm diperkenankan maksimum satu ( 1,0 m) meter mel~wati GSD. 
Sedangkan untuk teras terbuka di belakang diperkenankan sampai dengan satu setengah (I ,5 m) meter dari pagar 
belakang. Teras tertutup dilarang melewati GSB. 
Umuk Hunian Komersial teras lerbuka dibelakang diperkenankan, tetapi tidak boleh tertutup dan melewati GSB. 

G. Jalan Masuk Kendaraan (Driveway) 

Untuk Hunian Non Komersial jalan masuk kendaraan di luar perbatasan Knvling ditentukan lelaknya cJeh 
Pengembang menuml Site Plan dan sesuai dengao Cam bar Kadaster. Jalan masuk: tambahan tidak diperbolckkan 
d:m jalan masuk yang sudah dituojuk ri<lak boleh dipindahkau. 

7. Kolarn Renang 
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Uptuk Huniau Non. Kom:enial k.oll!.m n::nait& hanya dapat dibuat di halaman belak.ang bangtlnan dmgan jarak 
minimum satu setct~gah (1,5(} m) metec dari pagar belabng.. Gambar strulmral barus disampaikan untuk disctujui 
,nleh hnatr.nbaag tfm:l. at:au Pmgetola sebdum pcmbanguJWl dimulai. 

8. Rumahjaga 

Un!.uk Hun ian Noo Korner.da1 JUI'nl:ll jap dapat ~ di depan CSB, lu;tS malui,mnm_ sah.l :setengah meter 
ptnqi (lJO mi be:rdasarbn desairt-dan tokasi )'O!Qg t# ~isetujui olch ~baag dan alaU ~doh, Rumab 
jaga l.....tnrt harus beg..-ak minimall .-dati !mas d<pon din ""'Ping K:.,llng Win banls dl dalam Kavllng. 

•· """smu""" 
S<lllldM ketlnggian p<Tn~ub.on ....., dit>ntukan oleh P<a.-baa~ sepcrti pada C.mba< Kadultr yang 
dilamplrlom dalam PPJII. ~ hanya dipcri>olollin untuk k.,.,.,Jum taman {lands<:aping) <!~pn 
pcmtuj~Wldari p .. _baog. . . 

10. Peil&an~ 

Untuk Hrudu No• ~menial pdllantai dasarbangumm yang diizinbn mabimum sam (l,O m) meter dari level · 
Aa Jals.u di depm banpn.an. bi!amana ketinggian Kavliag yang dis:ediabu. olch l'algc111h2Dg sudah mencapai 
..., (1.0 m) m-.... ld>ih dari]olan,... K .. li.oJ pada bagion d<paa .... ,.; d"""*""""" GSil"""" dlpotong 
sehingp ....... dengao ltctiuggi ... -. .... yang dipcri>ol<hbn. 
Untuk lla•b.• Komenlail peillantai dasat baogunan yang diiDnkan maksimum dari level As .Jab a dldepan ruSc:o/ 
rultan ditentukarl pada cambalr K.:adasieryang dilaropilbn daJam PPJB,' 

Pe~embtag danlalru.l .Pen:gdot.. 'a~can mengidakaG pminjauan dari waktu ke waktu tahadap bangunan bernangkutan 
yang dibangun unhJk meyak.inkan b;ahwa bangtman. te:r3ebut teJah_dibangu.n menurut reneaua dan spesil.ibsi yang telah 
d_isetujul. -

1.2d. ~ Tetni'sLainnX! 

I. UmMhPadatOm.Sampah 

Lim bah p:u:lat dan ~pah:wajibdil(umputbll ~ ditempatkan da!am kont.alneisaalpah ~ keeuali ·ru~lukan · 
filn oleh.PcJ:tgembang do ataa l"~~ Petaccfobl abn mcngumpulkan sampaft--;Sampah 'tt;rSebut s.ecara t.eta.tc~,r 

·dan mengirim ke te;mpat pembuangan akhir yang dltentnfcan o!eh Peal~ball.f dan atau Pe~~getola maupun 
pemtrintab se:t~paL Seti.ap Pe.mbdi dan BllrU ~gb-111Jll harus mcmpunyai le:mpat s:ampab yang hi;ienii yang 
dapat mr:ncq:ah bau dan lalat sert:a ~dan gangguan hewa:n. 

2. Pcmpihonwlk'-<km""-

Ja:Jan--jalan dan pertamat'laJ'\ di EAerah K'gau atan difdihara, disapu. rUmput dipotong secant 1cratur olt:b petugaS 
Pettgdola yang Wtunjuk olch Peagem:haqg. P'embdi akan- dikenakan biaya untuk pclayanan ini KavUng yang 
betum dibangun wajib dipelibara dan dijaga qtcf\ Pnabdio dan dalam hal tidak dipelilun schingg.a merusak 
kebe:niltan lingkungan mab akan d"fiJ.l'US old!. Pmgelota atau pihak yang ditunjuk o'eh hn~lola alaS bebm dan 
biaya hmbdi. 

'PobiM't1)0hon yang d~am i)lth. hapm_ba~ dan atau Pmgtlota di OCKU merupakan bagian dati pe:rtamanan 
keseluruhan. Pufmn-.pohoo itu tidal:: boleh dipangkas. ditcbang atau dirusak: tanpa lzin tertulis dati Pugelo1a dan 
di1arang melakukan kcgiatan ~n yang mengak.t'batbn b:ro.sakan ~ pobon-pehon tcrscbut, 

ApabUa P..embdi in;in tnf!f'UWb taman di DCKU, Pcmbeli w~ib mendapat persetujuan tcdcbili dahutu dati 
Pcngelola, dan Ptrilbeli ~ngjawab atas pemeliharaan laman ill DCKU tersebut. Bilam.ana Pene:embana 
dan atau Pngdob sewaktu..watlu memetlukan DCKU te:rsebut untu_k ~ prasarana atanpun uoi1Jk 
kepentingan tainnya, maka ~embang dan atau Pmgclola ~ untuk rrlcmperbalki dan atau me:rubah ia.m.an di 
DCKU tmebut tanpa ha:rus ada per.~etuju;m tedf!bib dahulu dari Pembeli datl P~gemb:ang dan atau ~engelnlll ~ 

\ • ! 
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• 
- dibcbaskan dMi tangg.ung jawab ckibat perubahan llmebut serta PembeU bertanggung jn;wab .alas , pCmulitum · 

kembali tatnan di DCKU teru:but. 

Untuk HuAiaa Nor:~, Komersial iklau pap:an nama dan profcti cidak diperbo!ehk:a.n untuk ditcmpatkan, dipasang 
ataupun diletakbn p,adll KavJittg dan •cunan di datnbfumian. 
Untuk Hualu.Komenlal semue_desaia papan nama, s~ifikul fdmil. dan posisi pellet:~'!~~ hatu$ di1.jukan 

kcpada'f'eaguabang untuk mcri~an ~J!l~-~ .nama, papM ik~b_illboants. rambu patkir, ~ 
spailduk ·dan unSui g.Tafis _. raloi\yli. RaruS ·sc:n~Si ~ · kondisi taman dan lingkung.an. Pcruunbahan lampu 

pcncnmganl pc:n~J:!.yaart harus merutapa.tba.persctuji.W.n dari ha.gemb1Ulg. 

Setiap Pe~Gbt:U harus._men,)'Mlp&ik.an gambar ~ r.am:an untuk direvieW dan diScttijui Otdt Pe.ceutbug dan 
atau Pengdo!L · 
Peneranga.n..,. di dalam Knliag di~ ~ koodi!i intmsitas siil.amya. tidak menggiulgu ~ 

l<emlrinpU~~~~~ rnelebit~i -l:l. Oi~-ines:gban~ dindiug ~yangpbc~11~1i ditmtubn lain okh 
Peng~mbaag da!~ ~ix L ·- · 

I.J.a Sygmt Persetuju:an Gam1-" ~ 

PCngcmbang manmjuk sebuah Komite Pmgawu Bangunan dan tups Komjte: ada1ab ~llja:ri. -~ 
gambac ~ SCQI"a ~ membcribn US1Jl.an pctbAibm d4m memberi persetujuaQ se5Uai PDP- untllk 
selanjutnya dijadikan- bagil'emcri•!>h ~ ion!u)t !fi~Y.& lzlll.ldcnd"~ lllil1guuft (1MB~ . - ' . . . . . . .. •.' . . -·· ..,. ' ' ..... -.. ' . ·. . . - . - . 
G~bar~~-di~~~K~-~~e~~~~~~~: 

. : ' -

... Situ.Ui. sbla f: 200 . 
• Dcnah setu:ruh bntai. snit. 1 : 100 
• T&m~ Ke:sc.turuban. sk.ala t : 100 
• Potongan (fnlnimal2 potorigan)..sbla 1 : 100 
• -~r 
• .~ekanibl, Eldctrikal dan Plumbing 
• ,\l'Renltering w_arna ~an dan spcsitiWi·bahm bankunan, 

£.~ -

Maslng-masing gambar sejumlab dua (2.) set dieetak di kenas ukuran AI (841 mm x 594 min). Gam.bal'-gantbar 
lcrsebut disampaikan lc.epada Komlte·Penga.Wil$ Bangun:an dan seti.ftp hari Kamls akan ,dibahas serta hasilnya ak.an d_i 
sampaikan .. paling lambat dala:m wak.tu ~pat bclas (14) hari ketja. SemUa beban biay.mya mcnjadi tanggutlgan 
Pcmbe1i. . .. - .. ·-· ~- . · 

1.3.b Syam.Mempe.rolefl.b.in ·Mendirikan SangmuuiQMB) 

Ber~asarkan ~bar.tt.ncana yang Stldah disctujui tcrsebut dill.!l\$, disiapkan gambar-gambar: . . 
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• 
• 
• 
• 

Sic.uui. skaf• 1:200 
Deaah seluruh lantai, skat. I : 100 
Tampa.k Keseluruhan. skala I : 100 
Potonpn (mini~ 2-potongan) sk.ala I : 100 

Masing- masing gambar sejumlllh c:mpal' (4) set dicet.ak di kertas ukuran A I (1:4.1 rnm x S94 mm). Semua beban. 
biayanya menj~i tansgungan l'embdt 

Oisampin_g gambw"tersebut persyart.!.iWJiairmya adalah : 

• Men.cisi Fonni.llit Pcmu:thonan: Rent:anD. Membangun; 
• Kewajiban hmbeli yang dmhut pada paragraflJ diat.&s sudah dipenuhi/dilalcs;makan dengan baik, 

• 
t:J.c S:yara! Pcnyarnbunpn Ustrik 

Gambar jaringan tistrik hams disetujui oleb Ptagutbaaa: dan Pcmbdl harus memcnuki ~yang tetcantum 
<folom -r U.b. 

Pc:a~li mcng;isi!rftet~~pai~ {'cnnohooan Penyambunp Li.striUcepada kantor PLN Htempat dan ~egafa ~an 
l:lia~'tnt:lljacti4:1natrnp1·hlabell. 

'- ·~. 

I .J.d. Syara!·~Y!f!!bun!!!i Ut11itas:Lainnya.. _ 

Aw dasar g.ambu jaringan udlitai lain yang telah disctujui u!ch PCAcembauc d4n aiau .Pengdola. Pembdi dapat 
menyampaikan permohonmnya kcpada masing-msing institusi tcn:ait dan sepia bcban bioyany.a menjadi tangj;Wlgan· 
_t'elll.~li. · 

Scmua peryarz1an di aw: dapat btnibah$c::!Uai k.ondisi danpc:IS)'aratanyang akan limbul dikemudian bari. 

U .• SI!LAMAPI!MI!ANGUNAN 
. 

__ _:. _________ II. I K""""bm ---'---------

i1. ~~ Keb~tuhan UtiUtu Stmentara 

Pennohonan barus d~ kepada Pengdot. 60 {awn puJuh) Mri sebelum pem~an. dimvlai. UriliW sem~ 
antam lain listrik., air dan I.JW:t..lain yang meng:gun!dcatt ~ barus dil:empatk.a.n secata hati~hari un~k mcmpetkccil 
g-1"'!."""~""" kcl>ising>o." 

ll.J.b Keba'sfhu Lokui. Kerusahlln &!rana dm Pnsamna 

Scliap PcmbeU berkewajiban untuk menjaga kebenihan loka.sinya, mc:nccgah dan bertancaungjawab septtttllmya atas 
kerusakan-kerusAkan yang ditimbulkan ateh kontraktor. sub-kontraktor ata\1 ptkc:sja pada jalan, pipa saluran air~ 
kans~:in. poflon~pohon l.a.)nnya di dalam dan $CkitarmBSing-iaasing fobsj julg dimWud. 

Pembell dan kootraktor lidak diperbolchk.a.n mencmpatkan alaU m~yimpan· bahan baJl&unan ($tptfli : pa.sir. batu. 
li.etikil. besi bet'oo, dtl) dl badan jatan, dildnpzsl sa1uran air atau di KJtVling yang bukan miliknya dan hams 
ditnffiatik:an agar bahan bangunan tidak tnBSuk kc dalam pipa saluran atau merusak: pe.rmuk~ jatan. J.>adan jalan, 
taman dan pn~SSnna umum. · 

lt.l.c PembuanpnAirLimbah 

··--~oau•..,•*'< 

' 
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,. 
elouua 1nasa pembangunan., sebuab ~ur danckal (tidak lcbih d~1am dari 14 meter) dapat diboruntuk ~air 

yang diperJubn, selama.pd:etjaan k~. PembOnm sumurdaJam ~ tldak diperbolimpn. Sumu.f borbarus 
ditutup kemttaU setelah pembanprum ~- · · 

Sctiap k.ontraktor. dibaruskan membtw wptit Wtk scmeowa guna tnerutmpUng air limbah. Scpdk tank tu;:t:Wt barus 
secanJ OOkala dOOlsongk.an dan dipeUhara 4alam kc:adaan baik dan higienis sefama masa pembangun:an dan hams 

_ ditutupldilimbun denpn baik setcfa.h panbangunan:S!:~-

- · Unruk. daetah yang ada pip.:a air ltmbah dan .s~;~dab siap d'1$lllnbung pada saat tonstrulcsl bang\!nan dimulai. pema.b.ian 
~, -~ septik b\nk dilamng. P~mbeli hat'U$ memakai JX'!'Y.unbungan sebelunr pembangunan-dimulai. · 

I L l.d .Anglwtan Bahan Bangunan 

Angkutan bld1an bMgUnM yang m'Uuk a1.a11 keiU~ dari proyek harus mt:ndapat ijin dari Peagelola melatui rule ma.suk 
dan keluar yana dittntukan c:ile.h Penz:clola. f'cmbdi bcrtanggunJ:; jawab atu kcbeni.twa.truk-trpk.yanc m.MUk. atau 
kcluar dari proyek., melalui pemakaian temp<!.! p::ncucian JIQq fasilitas lainnya. Disamping itu. k.end.ar.un yang 
kclcbihan btr:at ti.dak dipcriM;llebbn IJl.U\Ik ke J(a~a.. - - · · 

ll. J .c. Bed eng KonttaJttor dan K.antiq 

Sefama mm J)antmn~ bMj_UMll--mab seteUiirm ~ ~vU-~ ~ ·di~ ~dicatdmdipal:.na menunrt 
~pe:sifikasi yang ditmtukao oleb PC!Il£dola ~ saat diberika.n pc:rsc:tujaan ga.mbar reucaoa. Bedeq ~ dan 
kantin untuJc par<& pckefja ha.ru$ ditcm~ dalam Kavlia: milik Pembdl ~ di Juvbatas KaY~~ dipapr 
tidakdip<tl>old>kan. Setolah sdesai...,.~ ..... _ bedcngkootraktordan lwrti•lull1lsdi~dm 
kapJing di_bcrsib.kaf! 4ari. $M;!pat, ~. -<-· -- .; . • -

' • - • • ' j • • - .. • • • • • • 

. ~· .. 
--------'-- 11.2Kcamanan --------

I. Peln~li dafttatau. k011tn.ktomya ~ jawab atas keamanan dit~ muirig-mu!q Sel&ma rnasa 
pc:m\:iangunan_atas~biayanya~._ · 

2. Sctiap waktu.· sil'llt& dan malam ~ ~-peketja ~ ~ ~~jaga k.ctcrt.i~ _dan.btMaogaoJiD.puogan 
dan rdmah....-untab" disck.itamya". Kegiatan koi\S"tl"uksi tidalc. bo!di dHakukan anta.na pukut 18:00 $.'U11p:ai dcnpn · 
puktd OS::Oo WIB dan fwi liburlbenr~ 

J. Para pe:kerja tidak diperbnankan ling:aJ di lok.asi bangunan yang dibangun ataupun di datam Kans•ra di luar jam 
kerja yang tclah dilentukait di atas. . . -. -· · . · ·· 

4. PembeU bUkcwajiban meminta p'enpwas ·bang.wtan kootrakl.c?r/mandor uniuk m~aporba ju.a;dab. nama 
pekerjaanya dan meningga.Jkan top)' Kn- dati masing-Qlasing pekerjaanttya kepada Pengetob di K.aatQt Sat.parri 
yang t.c:rdekal Mando_r dan pekeljaannya harus mematuhi sc:ll.l.(Uh k~ .tala tettib .yang. dikcluarkan oleh 
Pcr~gelola/Peage:mbang maupun petugas kcama.nan setmlpat. · 

l l .3.a. Papan Proydc __ Semcid''!· ,._ · 

Sctiap proyek yang scdang dibangwl~mempunyai p_apan keterangan pem:bangunan yang bcrisi infonnasi meagenai 
petn~gunan di Kavling tetsebuL DetiS mengenai papan tcrsebut diberikan oleh Pngelol:a pada sa.at dtben~ 
P~elUJuan dan wajib segera dipa.s.ang ~ temj:;at yang telah ditentukan.. Papm t~cbut ha.tu.s ~pitlum utva 
lam nama proyek. anitek. nama konttaktor, nama penanggung jawab dari proyek tcrtiebl.lt. nomor 1MB dan nomnr .. 
nomor perO:inan lainnya, • ~ 
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I 1.3 .b. Pertnmanan 

· Untuk inenjaga keben:ihan d'an kclcstarian lingkungan yang hijau,· maka pertamanll!l (poh<nrpohon, scmak~semak dan 
penulup jalan) yang tumbuh' diatas DCKU h<irus dilindungi secara cfektif dari kerusakan yang dikan:nakan 
pe:mbangunan. dengan jalan mernberi pagar pengaman atau lainnya yang disetujui oleh Pengelob. 

H.J.c. Pembuangan Sampah Bangunan 

Sampab,·bang~t!tut(~i : pas1r. s~. potongan•potorigan kayu, dsbj hams ditampung di d'aJallt Kavling dan 
Pembelilk~ hws ~asdkm agar saJnp2h tem:but dibuang, mfuima! setiap minggu ke lol<asi yang ditunju\: 
oteh _PengtJOia._ Sru:npah ddak bo!fl:h dibakar pada atau di sek_itar lokasL Biaya pembu.angan samplili bangunan menjadi 
tanggut;~gJnwab f>embe!i. - -

III. LANGKAH KERJA 

I. _ Enam puluh {I)O} ba:ri sebelum pembangunan; 

Pembcli harus bMconsuttasi detigaA Komite Pengawas Bangunan mengenai PDP_ dan hal teknis lalnnya. 

Mengisi Fomtuli:r PCf'!11bhenan Rmcana MMibangun de.ngan mel\lmpirkan ga.mbu~gambar seperti 'tercantum 
dalam pzr.lgr.lf 13.a. Fonnulir ter.;:etmt dapat dipaolc:h di Kantor P~ngelola. 

.2. Empalbclas (14) harfketja $etelah ditetim:u1ya Formulir Pen:nohonan Rencana Membangun dan lamplran gamba.r, 
Komitc Pcngawa.s Banguaan akan membai jawaban basil pemb~asan gamb:<!;r. 

• Apabila garnbar ·rmcana d:bctujt~i olcb · Koinite Peogawas ll~n;m. Pembcll barns menyiapkan gambar­
gambar sqltirti'ftlftarttum dafam paragr.af l.3.b vntuk· peogurusan JMB. 

. . ., 
• Apabita gambar rtneooa tidak ·disdujui oleh K01nitc: Pmgawas Bangumm, Pe.mhdi harus segera mcrevisi 

mengikuti ketentuan-kc:tentuan dalam PnP. -

3. Perldraan waktu untuk meo®patkan JMB 30 {tiga po!utl) basi dan hmbeli hams menyampaik.an ge:mbar-gambar 
y.mg diperh.ikan ontok· pengon.l!lan 1MB dan dokwnen lain yang disyaratkan serta melunas( seluruh, biaya IM:B 
kc:pada Kantor Pefay.anan 1MB atau melalui Pengclota. 

4. Brnpatbelas (14) hari sebelum mulai pcmbanguna.n, Pembeli wajib menilipkan uangjaminan aeperti tercan11.1m 
dafam paragrnf l.l.6. 

S. Pad a llkhir konstroksi, PembeU hams mcnym:hkan As-Build Drawing sa(u {l) set dicetak di kertas ukuran A l (84 ( 
mm x. 594 mm) k.cpada Komlte Pengawas Bangunan. Selanjulnyll. Pettgdola akan mengernbal!kan uangjaminan 
yangtmisa. 

Untuk iufonnasi lebih lal\illt dan untuk pengajuan Sllmua dokumen·do!<:um.en dapat rndaloi .Pengtloht atau Ctlstomer 
Servica Pengembang di knntor masing-masing. 

' 
I 
' 
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--'-~-PENUTUP----
, , 

P!!rsyamtmi. Peng"wasan. dan Ptmbalasan (Ccnvcnants, Controls&: Restrictions= CCR) 

I .. -POP ini telat; di~kaknn d!ln mcrujlakan bagian ymg tidak dapat dipisabkan dari PPJJl, 
,' , 

2. PDP in_Lberla~ dLstluruh KswAsaft'baik yang ~kemba:np 1ang$u~g Otch PT l...ippo Katawaci Tbk.. a!aupun 
mlilalui anak perusahian alau perusahaan lain yang pengelolaannya dipe:ru:yakan kepada PT. UpPo Karawaei Tbk: 
dan/atau· anak perusatiaannya, 

3. Pengeml»lng atau Pet~c;etQhl berhak untuk mdakukan pet'baik:m-perbaikan dsn penyempl.lll'taiUl uncuk 
meningkatkan dan mempetbaiki kualitas PDP _ioi. 

4, Desain dan konstruksi bangunan n'\Utlak menjadi tnilil: daa tanggung jawab Pembeli aari untuk itu Pembdi 
membebaskB.Il Pengemlntng. Pengektt•. P~crlnteh dari klaini dalrup bemuS< apapunjttga.yang tcrjadi sehubungan­
dengan kesalahan desain dan keSalahaJ.l kpnstrubi baik yang nienyangkllt kualiti!S pe.n~aan. pemilihm kualitas. 
baban, keterlambatan pmyele$aian, masa_lal_t pcmbiay.mn dan lai.,..Jain: 

, ' ' 

5. PembeJi wajib menyelesaikan banglman da.!am jangka wakla yang djtetapkan oleh Komitt pada waktu diberik.an 
}X::rsC'tti:juan. • · 

6. P!!ngetlil:iafl:g1 r-engdola maupun P~m~ akan w;ngadakan peninjauan_ dari wa.lcW ke- wakto tcrliadap 
b;mgiman yang :;~dang di~ngun \mluk_ OJ~· bah~ pe1aksan.aan di-lap.angan sesuai dcnpn ket~tuan­
ketenJuan yang berlaku (antva lafu namun tidak te:rbatas pada k~entuan-kerentuan pi.uia PDP ini) $et'ta dapat 
membtrikan Sanksi~sanksi terhadap ~langgara.n yang terjadL Stgala ~ikoAu:rugian alu"bat adanya sanksi-sanksi 
terscbut a£.falah tanggung)awab aan ~jad~ iesiko Peimtiell. ' 

7. .Pcnunjuka.n ·pihak ketiga (amara lain; Pcngelola, .Komite ~gawas Sangunan, peru$-Shaatt-~ I pihak­
pihak lain :yang-menyediakan utilitas) ada1ah mutlak hal; f'c:ug~inb:ang danla!au pemetintab. 

! 

i 
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Daftor &Wah 

AktaJuallleli (AJB) 

Appendix I 

Bad an Putanahan Nasional O:lPN) 

Bank 

Babs Maksimwn 

Bel.iU A~ra Serah Terima (BASI) -

Form.# 
SLS-{)04F 

DAFTAR ISTILAH 

TgL Ri 
06109101 0 

Lw:npuan VPPJB 
Halaman I dari 6 

Mcrupaksn kumpulan dari utaian dan a1.au pe:njelasan &tail: latta alau 
kalimi11 atau singkaian di dalam dolrulilen fon:nal (yuitu dokumen yang 
ditanda tangani oleh Pengembang dau Pend1ell) dice:tak datam huruf 
tebal. yang m<.:rnpunyai pengerliun khusus, d!Ill dijadikno. ncuan resrni 
untuk mcnghindrukm salah pengerlian I sat.h penalhlum alas kata·kot>, 
kalimat, stngkatan tcrsebut. se:rta berlaku untuk se:mua dokumen furmal 
berikut se1uruh lamp.irannya. baik .PPJ:B, Petjanjinn Membangnn 
Bangunan. Pedoman Design dan Pmtbangunan, Ko:ntmk tentang 
Pelaksanau TAta Tertih Kawasm dll. 
Da.ftar Dtilab ini diltkatkan pada PPJB, naronn mengikal. ntau berlak;u 
sebagai t~CUaD. untllk dok:umen formal lainnyn yang mengikut.i atau 
ditmdatangani setclah PPJB, dan d3pat dWur susunannya menurut 
abjed mu C&ra lain. Ul1'blk. memudabknn snja 

AkW standard dari pernerinblb yang dipergunnkan sooara resmi untuk 
pensalib&n hak: atas Wtah dan ntau btmgunm 

Meropnklm lampirtul tambahan dari PDP yang berisi tenW.ng ketcntutul!­
ketentuan klrusus untuk bangunnn da.ri masing"'ffiasing Kavling yang 
dijual oleh Pengc:i:lWang. 

Tiliktengeh darija!nn yung berndn disekitar Kavliug. 

Dep_l!rtfmen di pemerint.$2n y~g bed:\ak mengadministrasikan dan 
mengclumkan Sertipikat Tanah. 

Lembaga Keuangan yang mempunyni kajasnma secara resmi dengan 
Pengembang untuk memberiknn fasil.i:Uis kredit pemil.ikan Kavti.ng., 
bangunm di Ka.wAStm dan yang memberikan fv.silW !:red:ii kepada 
PO!nbell. 

Selis:ih mta:ru luus trulab. yang ditrans.nksikan di PP.JJJ dengan luas tlin.o.h 
di Sertipikat Ta.nah ya.ug: mengha.ruskn.n Perubcli membayar kelebiho.n 
atnumencrim.a kembali uangnya. 
Bile. sclisib mclebihi Batas Malmitnwn , maka Pc:mbeli mempunyai 
pilihanlopsi. untukmenerima,membatalktm trnnso.ksi, atau tukar Kavling. 

Dok.umt:'Jl ynng meo.tuYukko.n pclak.so.anaun kewajiban Pengcm.ba.ng 
menyele:sWko.n kewajibannya sebagaimana diatur dalru:n PPJB, yaitu 
monyemhl<Jm ol>yelqang dip<!janjikan. · 
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BiayaAJB 

BiayaAiihHak 

Biaya dan PajakMembangun 

Biaya dan Pajak Tttla.mb.at ~ 
Membangun 

Biaya PetiJbangunan dan Cara 
Pembayaran aerta Ketentuan 
Kh.,... (BPCPKK) 

:Booking Fee 

Cara Pemhayaran 

Design Mandirl 

Delign StandardPengemhang 

Gumbar Kadask::r 

FoJm.# Tgl. R 

SLS.004F 06/09/0 I 0 
Lampi.ran VPPJB 
Ha.laman 2 dil.ri 6 

Biaya }'Bitg wsjib dJ."baya( oleh l'elllbeli keplldlt Pengembang_untu..l.: 
mengalihk:an hak kepemilikan dan balik namn rert:ipikat Biaya terscbul 
sudab tennaruk bis1yn NotarisJPPAT, bia:ya proses pemel;llhen dm balik 
nama smipikat ke atas nama PembeiL 

Bieya yang waji.b di'bsyar Qleh Pembtli kepada Pengrunbang saat 
mengslibken Kavling dan atau bangunan. selama masih bclum dapat 
dibuatAJB. 

Bieya da.n pajak yang timbul sehub1.1ng~m dengan pembangunan 
bangunl!ll d.i atas Kavting. Biaya: ioi sudah diperhitungkan oleh 
Pengenmang hila Pembell membcli ~vtin.g berilrut bo.ngunannyn 
sckaligus pada waktu bersa.mrum. Kalau hal tersebut tidak terjadi maka 
snntnmlai rnembangun ada biayayJmg dibebankan oleh l'engclola_untuk 
kebl.ll'Sihan dan pengamanan lingkungan sclamu pembangunan 
berlangsung dan Pellgembang abtn memungut pajak sesuai dengan 
peno11lt81l yru>g bcrlnkn. 

Atas keterhunbatan membang,un seperti j'JU1g disebut di PPJB, Pembeli 
dapat dikennkan ti.ndakmlsanksi olcb Pengembang a:taupun olcll 
Peme:rinlah. balk berupa denda, perubahan harga ataupun perubahan larif 
pajak. 

Meruplikan salah satu lampirllll PMB ywg berisi teilta.ng perincian 
pembaynran biaya pembiUlgtUlllfi bangunan berik:ut jadwal jatuh tempo 
pembeyaran )'lll'l8 wajib dib11yar oleh Pembcli serta ketentuan dan 
syarat·syamt khusus y.o.Jlg men}'impang dan AtHu di luar drui ketemww 
yllllg secara umum. diberlakukati sebagalmana tereantum dalarn 
Ketentuan--lWentvan dan Syarat...,yarat PMB, yamg. merupokan 
lampiran dan bagianyang tidak t~isahkan dari PMB. -

Pembayanm awal· yang d.ilskukan oleh Pembeli kcpada Pengembang, 
yang: djt.erima di dalm:n tekening a1as nmna Pengembang yllll,g 
merupakan dasar tangpl transalcsi m:u1ai dihitung. dan munjadi h110gus 
bila traDsaksi tidal: teajadi sebagai kompensasi yang dibe:rikan oleh 
l"embell alas: kehilanga.n kesanpaian Pengembang me.rur;:varkan kepada 
pihak.IBin. 

Adalah bebe:mpo. pilihrm eara mclunasi SUa Pembayaran yang 
dilawllrlam oleh Peogemba.ng dan wajib dipilih saleh S<ttunya oJeh. 
:Pentbell SBJrt pembayanm Booldng Fee diJakukan. 

Rancango.n arsitektur atas: bangunan yang aknn dibangun dlatas K'.I\Wng 
yang dibust den dikembangbn sendiri &tau melalui .konsultan perencana 
yang ditunjuk seruliriolei<Pembdi · 

Rancangan e.rsitektur yang dibust dan dikembangkan oleh Pengi!Dlbang 
yang difuwi'J.d<an kepada Pembeli_sebagai snlnh satu pilihen model 
bsngunan yang akm dibangun. 

Mc.ropakan salilb. satu 1ampitan dari PPJB yang roenunjukkan posisi 
Kavling yang ditransaksik.an, bentuk. ukumn, pe:rsyaratan tehnis yang 

~'"'" ~"'5. 

.. 
\ 

\ 
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Lrunpirii'.O V PPJB 
Halaman 3 dari 6 

~"b diketahui oleh Pembell dan yang wajib dim:rnhkan oleh 
Peng.embang. 

GambarTatn}JakMuka danDenah - Merupakan selah satu lampiran dari PMB yang menunjukkan bentuk 
t.am.pek muk& dati bangun.an dan denah ruange.n berikut ukunumya dari 
bnngiDl1111 ysng llkrul dibangun oleh Pengembang sebagaimana yang: 
disepakati bersama oleh Petnbeli dengan Pengembang. 

Garis Sempadan Bangunan (GSB)-

Harga Jual Beli 

Hun:bn 

Hunian NonKomeniAl 

luran Pengelolaan dan Keamanan 
lingku.ngan (IPl(L) 

Kasir 

Knwasan 

Merup!OOtn garis terluar dari bangunun (bu.k.an po.ge.r) yang boleh 
d!Oangun di atas sebidang tans.h. 

NilBi transaksi yang disetujui {!}eh Pengembang dan Pctnbcli yang 
tetcantum diPPJPK_yang mcrupaken salah satulart~p:irnn dati PPJR 

Bangunan antara lain berups rumah,. satusn rumllh susun (sarusun). 
rwnab toko (ruko), J)llllflh kantor (ru.kan) IJlllllpun gedtmg--g«lung 
perbmtonm yang di!empati sebagai tcmpet tinggal saja atau sebagiiiiL 
ietnpal tinggal dan tempatmelakukan usaha di Kawasan. 

Kavling dan aLau bangurum di at.as Kavlingyan,g holell digunakan untuk 
usaba dan tempat tinggal sekaligus. 

Kavling dan ntau bangurum. di ala:i Kavling yang han:ya diperbolebkan 
Ulltuk ttmpat linggal saja, rlilarang untuk tempai. usaha dalsm bec~tuk dan 
jenis llp!!plm. 

KontribUsi yang wajib dibuyw: oleh Pembcli dan atau P~ghuni untuk 
.pemelilia.raan,- kdx:rsihan,. kesehatan dan pengaman lingirungan ·baik 
didalruu maupu.n stkitar KJ.I.wallan, yang merupakan salah saw syanrt 
fajadi:nya transahi 
Yang dimtksud dengan pemelihariUIJl, kebernihan. keseb.atan dan 
pengaman tersebut .adalab Jang dinikmati secarn urnum olch S!llUUa 
Pe.nghtltli dan eto:u PetnlM:li serta Pengetnhang, ti!lak tumasuk 
didalamnya sda!ah bia)'a k;ebenihan karena ada sebuah pekeljun 
pt4nbangunan ban.gunan. tidak termasuk biaya pengaman k.1ntous tmtuk 
Penghuni te.rtentn. IPKL dapat dltentukan dan dikclola oleh 
Pengembang atau oleb. Pengelola ytlllg ditunjuk dan diawasi oleh 
Pengembang. 

Petugas I kazyawan Pengem:bang yang berkantor hanya di kantor pusat 
pemasaran Pengembang yang tugBSDya khus:us untuk mclayani 
pembayanm. 

Bagian tanah yang dijadikan dasarlt!bye.k ttansaksi jual. bcli atarn 
Peng.embang dengan. Pembcli, de:ngan lelak, luas. Wmensi dan bentuk 
tanah scpati diu.nlikandalam Gambu Kadaater. 

Scbuah koti! baru, yang tcrlct.ak dibeberapa desaJkelurllhan, bebcrepa 
kecarrnrtan di wi1aye.h kabups.teu dan kotamadya Tangaaog, yang st:eara 
!""" dikonti dengan nama LippoKnrawaci. ~ ~ 

Pruuf .. ~ ------·--
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:KetcintuMn-ke.terituan dan Syarat­
ayaratPMB 

Ket.:ntuan~ketentuan dan Syaratw 
&yar.at PPJB 

Koclhien DaNar llangunan (KDB) 

Kcndisi KhuBUS 

Kontrakt.etrtangPclaksanaan Tata 
Tertib Kawasan (Krurlrak Tatih) 

PajakPm:ambAhan Nilai (PPN) 

.Pajak yang timlnd 11ehubu.ngan -
dengan PPJB 

Fona# Tgl R 
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Lampinlll Vl'PJB 
Halamm 4 dllli 6 

Merupaknn salab. satu !Binpimn PMB yang wajlO dibaca dun dlikuti ok.b. 
Pem.bdi yang berisi hal-hal yang diberlakukan secarn umum kepada 
semua. Pembeli yang berbubungan dengan hak dan kew!jiban masing­
,.,;,g pm.k. 

Merupllkan salah satu lamp iran PPJB yBilg w~ib dibaca. dan diikuti o!e.h 
Pembeli yang berisi hal-bel yang berlJiku seca.m umum kepnd.tt .rem.ua 
Pembeli yang beJ"hubungon dengan hllk dan kewajiban mASing nwing 
pibak baik Pembeli, Penghnni, Pengembang, Pengelola. 

Mexupakan angka yang menunjukkan ratio/pcrband.ingon muksimUDl dari 
sebidang tanah yang boleh didirikan bnngunan diai.Bsuya. sepanjtmg 
rnasi.h sesuai dc:nganKLB._da.nmasih dale.m. batas GSB yang ditentukan. 

Merupakau angka yang menunjuklum ratio!pcrbandingo.n antara luas 
bidang- tanah dengo.n luas be.ngunan yang boleh dl'bangun di etas bidang 
tanah t.sb, sepanjang masih sesuoi dengan KDB dan IDJISib. dat!llll batas 
GSB yang ditentukm 

Me:rupakmsalah S2lu begian deri lampire.n P.PJB yang berisi :Ketentuan 
dan $yllP~.t-syvat: Khums. yang dibedaktl.l6m pad!! obyek m.wpu.n 
p.ihak )'aog bertnmsaksi dalam PPJB yang mmambah, mele:ngkapi drui 
ketmb.Jsn dan syaml yang d11etapkan di Ketmtwm-Ketm:twum dan 
Syarat-Sylllilt PPJB, :yung disepekati oleb pihak Pengemhang dan 
P<mbcll. 

Kontrak yang ditm:tda tangani olch Pe.ngernbang dan Pembeli. yang 
merupekm bagian yang tidak terpisahknn rlll'li PPJB, yang ditmda 
tangani be:rsam.am:t deugan pe:nnnda tanganan PPJB, yang ditctapkan dan: 
dj~ d! Ka.wasan oleh Pengemhang danlatau Pmge!ohL 

Adalah dokume:n pelengkap yang diterbitkttn oleh l'engemhang ntas 
pembayanln ~ yang ~ """"" Ire rekening Pmgtmhang, 
dan atm dokumen utama pembayaran tunal bila di!akukan di Kaiit'. 

Adalah pajak yang wajib dipwgtlt oleh Pengenbang dari htnlHili 
sesuai dengan pernturan perpajsknn yang berleku dari waktuke W'8ldu. 

Saat PPJB ditandatengi ada sejumlah pajak yang mcnjadi kewajlban 
PembeU mau_pun Pmgembang yang Wt9ib dtb:ii..J&( atau dipUJ18Uf., yang 
sesuai d~ petBturan yang bcrlaku dari waktu kewaktu. 

Pedoman Design 
Pemha:ngnntUt {PDR'} 

dan - Merupakan salah satu lampi.ran dari l'l'JB yBng berlsi ketentuan 
.ket.en1llen teknis dm administratif untuk membangun bangumm di dalam 
Kawasan, yang wajib dijadibn acuan oteh :Pembeli sejak mulai 
menmcang hingga membangun. Pengenlbang berhak secarn mutlek 
menetapkan ketenluan ketmtwm ttnebut UD.tuk IllfiSi.ng l1lBSing 
penmtukan dan PembeH wejib mcrtW.ti sesuai de.o.gan peruntuklm dari 
Kavling yang dibeli. 

Pew.bcli Peromngsn maupun hadan hukum yang bersedia melakukan irllllStl.ksi 
alas tan.ah dan atau bangunan di dalam Kawasan yang di1akukan dengan 
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l'engdola 

Pengemhang 

Penghuni 

Peraturnn Tata Tertib (Peraturan 
T.atib) 

Perincioo dan JiuhvaJl'embayl:n-an 
aerta Kett.ntuan Khurns (PJPKK) 

Per.janjillD Membangun Bangunan 
(PMB) 

Perjanjian Pengikatan Jual Deli • 
(PNll) 

Rekening Bank 

Fond Tgl R 
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LomprranVPPJB 
-Sd<ori6 

penuh kesadll(llll akan keterliatasm hak dan kewsjibllllllya, seperli 
dilWiikm dalam PP JB bcrikut segala lamp.irnn-lampirannya. 

Sebullh. baden. hukum y~mg: bar:rya daput ditunjuk otch PT I.ippo 
Kamwaci Tbk. atau scmua Pengembang di Kawasan u.niuk mcoerirna 
pengali.han bak dan kw'lljlhiln pengelolrum dalam. melakuksn tugas 
pemellllaraan, kebersihan dan pengllffii1Wil1 lingkungWl dan bethak 
merumgut JPKL yang tclah disetujui oleh Peng:embJJllg dati Penghuni 
dan atau Pembeli serta mewakili kepcntingan Pe.nghlllli dan .Pe:mbeli 
dslam berut1.15110 deogan Pemerintah dan mssyamkat sekitar sepaojang 
dHnungkinknn. 

Sebullh atau bebo:spa badan hukum ymg mempuny& bilk untuk 
meoganbangknn sclruah Kawuan atau sebagian dari Ka:wasan, yang 
bersedia ~ transaksi dcngan Pembell dengan syBfSi: dan kondisi 
seperti yang tercantum pada PP JB beserta lrunpi:tan~ampkBDllye. 

Pe:rorangan, kcluerga, ba.dan hukum yang tinggal dan melakukan 
akiilitss di da1am Kawasan, plhak ketiga yang ditunjuk oleb. Pcmbeli 
dapat da!am be:ntuk pcrorangan !ltJiU bada.o bukum yang hcrsedi« 
menerima kuasa atau Pall!a!ihan hak dan kewajiban dari Pembeli_sec1!fl.l 
sah dU!ldink.ui dan atau diketahui oleh P.eogemlumg dm atau hogdola. 

Scliap dan seluruh pearturnn yang ditdspbn oh::h Pengetnbang dan atau 
Pengelola teonnstl.k setiap perubahan, penyempumaan dan peng~a 
serta perstunm pelaksanaannya ynng dibe:rlskukan di Kawasan, yang 
PembeR danlotau Pttighuni wajib jalankwt. 

Merupllkan salah satu lampirllll dari PPJB yang berisi tenta.ng Barga 
Jnal Bcli dan perinclsn perhilllngan nilai. trnnsaksi.bcrilrut jlidwnl jntuh 
tempo pembnyaran yeng wajib diba.yar olclt Pe:m.bcli serta ketentua.n den 
syarat--syaxut yang menyimpang dan atau di luar dati ketentu.nn dan 
syarni. ... \j'arat )'lln8 secarn umum dtbe.r!Wmkan sebagaimana. tercantum 
pads Ketentuan..btentuan dan Syarat-syiU'at PPJ.B,}'W'lgmcrupaka..n 
IIIIDPinm danhagimi!Ak ~isahkm dari PP JB. 

Peijanjian yang dfuu.lda tangm::U. l.lleh Pm.gembang dan .PemhcllUtttuk 
membangun sebuah banguno.a. dengan design. spesitikasi se:riH tanggal 
penyerahan yang diuraikan secara jelas. 

PeQanjian yang ditanda tangeni oleh Pengembang dsn Pemlreli, yang 
1.erdiri dari pasal-pasat ytmg mengatur hak dan kewajiban mBSiug masing 
pihak yang mcngikat kOOua belah pihak sebagai persetuju:an terjadinya 
sebuah l:rnnseksi, tennasuk didalmmya semua lrunpimn..lampiron yang 
dilcktrtkao. di paraf atau d.itandatengs.ni oleh Pengemhang dan Penlbeli, 
YllllJ! merupakan ""'"" bila t.Jj..U P""'lisiluuL Pihak pili<~< l"'D& 
mcnandatangaoi di~gsp !.alah berkemampuan ntembaca, mengerti dan 
menerime. tanpu psksa:an dnn tekan8fl. 

Rekening di bank atasruunaPmgtmbang 

' ' 
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Waktu sudah mulaidibangun 
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Lampitan VPPJB 
Holaman 6 dari. 6 

Bukti kcpemiliknn tmUih ymg dwilknn ole.h Badlm Perlarullum 
Nasional. (BPN) aia:u lembags Pemerintah :resmi lain yang berwennng 
d'!i wak1u lrew-

Yaitu Barga Jual Beliscte!Mdikuraogi dengan llookingFeedan Dang 
Mltka, yang wajib dtbc;yllt I di1.urulsi oleh Pembeli denganmemilih sntab. 
setu CaraP'i!l'l'lbayaral:k 

Merupakan sa1alt satu lampiran dari P.MB yang menunjukkan perincian 
dati spesifikasi teknik dari bangunnn. pemturun dm pcd~ yang 
digurutbm dallllll - dm pethitungon •iroklur bangunan 
tenna:ruk k~ yang ditunjuk olell Pmgembang untuk melakukan 
perencanaan desain bangunan tcrsebut 

Adulah. tsnggbl yang tercantum dnlam undangan dari Pengemban.g 
kepada Pembell untuk lrodir dan meneriroa Kavlin.g dan atau Bangmum 
""""" dengan PFJB dm - PMB, Undongm dilcinm =nggunalaln 
a!amat"Jl'"'i Y"'!lle!eanhlm dalMnFPJB alau PMB, 

Salah satu Cam Pembayanw yang dvpst dipilih oleh l'entheli,. dengan 
me.luna.si seka.ligus SUa Pembayaran, pada tnnggti1 yang terc:antum 
pl'dai'JPKK " 

Salah. sa.tu Cara Pembaya:ran, ymg dipllih oleh P~mben. doogan 
•nencieil Slsa Pelnbayara:nmenjadi bebernpa kali angsurnn denga.nnilai 
dan tanggal jatub 1empo "Jl'"'i yang tercanlunl p00£1' JPKK. 

Pemba:yaran minimal dati nilai tomsaksi yoog wnjib dilakukan oleh 
Pemlreli sesllai dengan jadwal yang disq:!ek.ati dtmgnn Pengemb~g rli 
datan:t PPJ:B a!au dokume.n laimyn yang ditanda tang«ni kedua pihak. 
AW siSD l1l.lt.arn nilai transnk.~ dengan Uang .Muka, Pembeli dapat 
memilih Ce:mPembayafUyang ditawarkan olehPmgembang. 

Saal: yang tedama Pembeli sudah hams mu1ai membangun bangu.nan di 
aW Kavling yang dibeli. 
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PRATAMA 

ADDENDUM 
PERJANJIAN PENGALJHAN IIAK 

Halaman l dari 3 

Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2080/PPJB.-DSN/ /2004 
dan Perjanjisn Membangun Bangunan No. 1367/PMB-DSN/PPJB-2080/10/2004 ll 

Pndahari ini, ~ tanggal __ ,r::'::.vl,k&C!""'~c-;;=::-;---;- bulan ~ ::: ... IJ,../ 
M €4 tahun dua ribu lirnaL!:L_/_~-fj 'H)o.r ), yang bertanda ta.ngan ..---~ 

di bawah ini : ---------

1. Nama 
Pekerjaan 
Alamat 

No. KTP 
Alarnat Koresponden 

No. Telphone 

: Kacyawan - . 
Kel. Meruya Utara, Kec. Kernbaogan Jakarta Barat 
• 

Kei. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta £huat 

.. Selanjutoya disebut PlHAK PERTAMA ;. 

U. Nama 
Pekerj;;_an 
Ala mat 

No. KTP 

: Peg. Swasta 
' . . . .) 

Kel. Darat Seklp, Kec. Ptk, Barat Pontianak 78117 

Alamat Kotesponden 

No. Telphone 
- Alamat Email 

Kel. Darat Sekip, Kec. Ptk. Barat Pontianak 7iB 17 

Se!anjutnya disebut PIHAK KEDUA ; 

PIHAK PERTAMA telah menglkatkan dirl untuk membeli sebidang tanah dar't PT. Darma 
Sarana Nusa Pratama ("Pengembang") dan menyerahkan kepada Pengembang unluk 
membangun bangonan di alas tanah tersebut sebagai berikul : 

Proyek: 
Letak kavling 
Luas Tanah 
Luas Bangunan 
Type 
No. AHh Hak 

. ' .. 
:±?2M2 
:±69M2 
: TER!lACE(2LTIOps.l) 
: 0709/AH-DSN/PPJBISADI IJY 12005 

sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor 2080/PPJB-DSNt 12004, tanggal 
15/10/2004 dan Perjanjian Membangun Bangunan (PMB) nomor IJ67/PMB·DSN/PPJB- ~n .__ 
2080/I0/2004,tanggali5/I0/2004. ''"' ......... ~ A __ 

PT Darma Sarana Nusa Pratama 
Ktrtwad orne~ Parll, Blok Hl2, Lippo l<i'lrawaci 

Tangerang 15811 
Telp. (02.1) 5533766- 553)767 (Hunllnx) fax. {Oll) 5531764 

Wtbslle : http:lfWWwlllppl'lk:Jr~" ~<Lrr,.id 

--/ 
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Halaman 2 dati 3 

PrnAK PERTAMA bendak mengalihkan I menjual tanah dan hangunan tersebut kepada PIHAK 
KEDUA yang bendak membell tanah dan bangunan tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan 
synrat-syarat sebagai berikut : 

I. PIHAK._ PERTAMA dengan ini mengalihkan seturuh hak ata.q tanah dan bangunan tersebut 
kepada PIHAK KEDUA yang menerima pengatihan tersebut. Selanjutnya. sejak pengaliban 
ini, segala keuntungan dan kerugian serta resiko yang timbul tidak menjadi hak dan 
kewajiban PIHAK PERT AMA melainkan menjadi hak dal'! tanggungjawab PIHAK KEDUA. 
Dengan pengalihan ini, selurub hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA atas tanah dan 
bangunan tersebut menjadi hak dan kewajiban PTHAK KEDUA. 

2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak 
terikat sebagai jarninan, belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain manapun 
juga, tidak terjadi sengketa dan bebas dari sitaan, dan dengan ini PlHAK PERTAMA 
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dari pibak manapun juga mengenai hal­
hal tersebut. 

3. Ma.sing-masing pihak snli,ng menyalakan dan menjamin rerhadap lainnya bahwa: 

a. Masing~masing pihak berwenang untuk mernbuat dan menanda-tangani Addendum 
Perjanjian Pengalihan Hak inl; 

b. Segala persetujuanlpetizinan yang diperlukan untuk dapat mcmbuat dan menanda tangani 
Addendum Perjanjian Pengalihan Hak ini telnh diperoleh secara cukup dan sempuma. 

4. Pll-IAK PBRTAMA dan POlAK KEDUA secara bersama-sama scbagaimana disyaratkan 
oleh Pengembang untuk dapat memberikan persetujuannya atas Addendum Pe!janjian 
Pengaliban Hak ini, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa : 

a. Pengembang tidak akan mcndapat tuntutan~ gugatall, keber~tan> kewajiban dan tindakan 
hukum lainnya dari pihak ketiga manapun dan dalam bentuk apapun yang timbul karena 
dan atau sehubungan dengan Addendum PerjanjiM Pengalihan Hak ini {"Tontutan"). 

b. Apabila timbul Ttmtutan, maka Pengembang akan dibebaskan sepenuhnya dan Tunt>.1t.a.n 
tersebut aknn diambi1alih dan sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PlliAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA akan segera 
mengganti segala biaya dan/atau kerugian dal.iun bentuk apapun yang dideritaldialami 
oleh Pengembang, yang timbul aklbat dari Tuntutan tersebut. 

5. Berdasarkan kelentuan dalam FPJB dan PMB. atas pengalihan hak ini PIHAK PERTAMA 
harus membayar biaya AdrninistrasJ sebesar 0% { persen) dari harga jual dalam PPJB dan 
PMB Rp. 207,311.013.- (dua ratus tujuh juta tiga tatus sebelas ribu tiga bel as rupiah) 
atau sejumlah Rp.O.- (rupiah) ditambab PPN Rp. 0.- (rupiah) atau sejumtah Rp. 0.- (rupiah). 

c- ~· 
Para£ ·~ /. 

PT Darma Sarana Nusa Pratama 
Kara'm\el Offict Park. Blok R22, Uppo Karawad 

Tilngerang 15811 
Telp. ({121) 5533766 • 5513767 (Hunting) Fax. (021) 5533764 
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PRATAMA 
Halaman 3 dari 3 

6. Apabila ada jenis pajak~pajak dan biaya-biaya selain yang djsehut pada butir 5 di atas; yang 
timbul sehubungan dengan pengaliban hak atas tanah dan bangunan tersebut menjadi 
tanggungjawab dan li.arus dibayar oieh PIHAK PERTAMA danlatau PlliAK KEDUA sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

7. PIHAK KEDUA menyatakan tunduk dan mengikat diri pada .seluruh ketentuan-ketentuan 
dalam Pcrjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Membangun Bangunan tersebut serta 
seluruh ketenluan~ketentuan dari Pengembang, baik yang sekarang maupun yang akan 
diadakan dikemudian hari. 

8. Jika sertifikat hak atas taoah dan bangunan tersebut telah terbit, maka PIHAK KEDUA akan 
menandatangani Akta Jual Beli dihadap:m Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan 
Pihak Pengembang. 

9. Sejak penga:lihan ini PfHAK KEDUA berhak sepenuhnya atas tanah dan bangunn.n tersebut 
dan dengan persetujuan tertulis dari P:ihak Pengembang berhak untuk menjual atau 
mengalihkan hak atau menjaminkan tanah dan bnngunan tersebut secara apapun juga dan 
kepada pihak manapun. 

10. Jika untuk tindakan tersebut No. R dan No. 9 dtperlukan kuasa dari Prn.AK PERTAMA, 
maka kuasa tindakan-tindakan tersebut dianggap Ielah diberikan saat ini untuk digunakan 
dimana dan bilamana diperlukan. Kuasa mana tidak dapat dibalalkan atau dicabut kembali 
karena a!asan apapun, tennasuk oleh sebab-sebab dimaksud pasal 1813 Kitab· Undang­
undang Hukum Perdata. 

Demikian Perjanjian Pengaliban Hak ini dibuat untuk mengikat Para Pihak serta merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian M;;mbangun 

;~;;;::n:::::~engernb:;,:;;;p:::~ ~/ ?- ' 

Menyetlijui;· · 
Pen gem bang 

Menyetujui PIHAK KEDUA : 
·-. ' Suarlli(~~i : 

;l , . ' I. . ! ' (" \ ,t ,l ( 
. 

.. ' ' .. ' .. < •.• .r. 

PT. Dnnn,na Nusa P"tama 

r )('~) 

PT Darma Sarona Nusa Pratama 
Kart.w1d Offitt Park, Blok Hll, Uppo Ktrawad 

Tangerang 15811 
Ttlp. (021} 5533166 • 5533767 (Hunl!ng) Fn. {011} 5Sll764 

Web5ite: tmp:l!www/llp!JOkarawul.tn.ld 

i 
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SURATPEtATAAN 
~ 'l• 
~§ 

Saya yllllg bertanda tangan di bawab ini : ; . 

Namo --~------~·~··~··--------------

No.KTP 

Dengan ini menya!Jik.arl : 

Bshwa s:aya pada s~ 1ni iidak terikat perkawinan sccara hukum, dan a.pabila 
dikemudillll barl apa )'IIlli! dinyllllOOm dalam Suret Pemyataan ini tidek ben.ar, 
untuk itu say a bezsedia untuk dituntut bail< secara perdata maupun pidana. 

Demi!dan Sural Perny&taan int saya buat 
j 

• • 
i 
' 

i<: 
JA!:i!I!:T.e .. , .... ..!L ..... !:::.!?.: ..... !:.':'?..:::. i : 

Yang membuat pemyataan, 

' ';: 

. • 

. 
• 
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KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR : 09/KPTSIM/1995 

TENTANG 

PEDOMAN PENGJKATAN )UAL BEL! RUMAH 

MENTER! NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, 

Menimbang : a. bahwa jual beli rumah yang belum selesai dibangun semakin 
meningkat, yang pelaksanaannya dilakukan dengan pengikatan 
jual bell; 

b. bahwa untuk mengamankan kepentingan pembeli dan penjual 
rumah perlu pedoman pengikatanjual beli rumah; 

c. bahwa penerapan penglkatan jual beli rumah pertu pengawasan 
dan pengendaUan; 

d. bahwa pedoman pengikatan jual bell rumah lersebut perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat; 

Mengingat: I.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tenlang P€rumahan dan 
Permukiman (Lembaran Nf?gara R(!publik Indonesia Tahllfl 1992 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3469); 

2, Keputusan Presiden Nomor 44. Tahun 1993 tentang Kedudukan. 
Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menterr 
Negara: 

3. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan 
l\ebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman -Nasional; 

Memperhatikan: berbagai saran dan pendapat dari unsurdan inslansi terkait dalam 
rapat-rapat koordinasL 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERUMAHAN RAI<YAT TENTANG 
PEDOMAN PENGIKATAN )UAL BELl RU,W{ DENGAN 
KETENTUAN SEBAGAJ BERIKUT : 

Kesatu; Pedoman Pengikatan Jual Be!i rumah besena contohnya yang 
dimaksud adalah merupakan lampiran yang menjadi bag-ian yang 
tidak terplsahkan dari keputusan ini. 

Kedua: Setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti 
Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah besena conrohnya. 

_f 

' 
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Kellga: 

Keempat: 

Pengawasan dan Pengendaiian terhadap pelaksanaan keputusan 
ini dl!akukan oteh Badan Kebljaksaoaan dan Pcngefldalian 
Pembangunan Peruroahan dan Permukiman Nasiona! {BKP4N), 
melalui Badan Pengendalian Pembangunan Perumvhan dan 
Permukiman Daerah (BP4D), 

Keputus.an ini mulai berlaku pada tanggal dltelapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal ; 23juni 1995 

Menteri Negara Perumahan 
Rakyat 

Ir. Akbar TandJung 
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l.ampiran : I 

Keputusan Menleri Negara Perumahan Rakyat 

Nomor : 09 /KPTS/M/1995 
Tanggai.23Juni 1995 
!entang 
PEDOMAN PENGJKATAN JUAL SELl RUMAH 

PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BEU RUMAH 

I. PENDAHULUAN 

t. Bahwa adanya dua pihak yaknl Perusahaan Pembangunan Peru mahan dan 
Permukiman (Developer), yang bertindak selaku Penjual Rumah, unluk 
selanjutnya disebut Penjual. Dan konsumen Rumah yang berllndak selaku 
Pembeli rumah yang s~lanjutnya disebut Pembe!L 

2. Uraian Obyek Pengikatan Jual. Bel.i Yakni : 
a. Luas bangunan rumah diserlai dengan gambar arsitektur. gambar 

denah, dan speslflkasi teknis bangunan. 
b. Luas tanah, status tanah, beserta segala perijinan yang bcrkaitan 

deogan pembangunan rumah dan hak-hak lainnya. 
c. Lokasi tanah dengan mencantumkan nomor kapling. rincian wilayah. 

desa atau kelurahan dan kecamatan. 
d. Harga rumah dan tanah, serla lata cara pembayarannya, yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

IL KEWAJ\BAN PENJUAL 

Penjual wajib melaksanakan pendiriah bangunan sesuai waktu yang telah 
diperjunjikan menurut gambar arsiteklur, gambar denah dan spesirikasi 
teknis bangunan, yang telah diselujui dan ditanda tangani bersama oleh 
kedua belab pihak dan dilampirkan, yang menjadl bagian tak terplsahkan 
dalam akta pengikatan jual beli rumah tersebut. 

2. PenjuaJ wajib menyelesaikan pendirian bangunan dan menyerahkan tanah 
dan bangunan rumah tepat waktu sepertl yang diperjanjik.an kepada 
Pembell, kecuaH karena hal-hal yang terjadi keadaan memaksa (Force 
Mayeure) yang merupakan hal di luar kemampuao Penjual antara lain 
seperti bencana alam perang pemogokan, huru-bara. kebakaran. banjk dan 
peraturan-peraturan/keb.ijak:sanaan Pemerintah di btdang Moneter. 

3. Penjual sebelum melakukan penjuala~t dan atau melakukan pengikalanjual 
beli rumah wajlb memiHki : 

a. Surat ljln persetujuan pr:insip rencana proyek dar! Pemerintah Daerah 
setempat dan surat um Iokasi dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya. Khusus untuk DK1 Jakarta surat ljin 
Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT}. 
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b. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, bahwa 
yang bersangkutan (Developer) telah memperoleh tanah untuk 
pembangunan perumahan dan permukiman. 

c. Surat ijin Mendlrlkan Bangunan. 

4. Penjual wajib mengurus pendaftaran peroleha.n hak atas tanah dan 
bangunan rumah, seketika setelah terjadinya pemindahan hak atas tanah 
dan bengunan rumah ataujual bell rumah (tanah dan bcmgunan) dlhadapan 
PPAT. 

5. Apabila Penjua11a!a1 untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumatl tepat 
waktu seperti yang diperjanjikan kepada Pembeli, diw:Jibkan membayar 
denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar lo. (dua perseribu) 
dari jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah untuk setiap hari 
keterlambatannya. 

6. Apablla Penjual ternyata melalaikan kewajibannya untuk mengurus 
pendaflaran perolehan hak atas Ta.nah dan Bangunan Rumah terse hut maka 
Pembeli mempunyai hak dan dlanggap telah diberi kuasa untuk mengurus 
dan menjalankan tindakan yang berkenaan dengan pengurusan pendaftaran 
perolehan hak atas Tanah dan Bangunan rumah tersebut kepada lnstamsl 
yang berwenang. 

IlL JAMINAN PENJUAL 

1. Penjual menjamin bagi kepentingan pihak Pembeli bahwa Tanah dan 
Bangumm Rumah yang menjadi obyek pengikatan jual beli ada\ah hak 
penjua..l sepenuhnya. Dan tidak dalam keadaan sengk-eta. tidak dikenakan 
sltajamlnan oleh lnstansi yang berwenang. 

2. Penjual menjamin serta membebaskan Pembeli dari segala tuntutan yang 
timbul dikemudian hati bnik darJ segi perdara maupun pidana atas Tanah 
dan Bangunan Rumah tersebut. 

3. Penjual menjami~l dan .bertanggungjawab terhadap cacat yang tersembunyi 
yang baru diketa..lmi d!kemudian hari. sesuai dengan ketentuan pasal 1504 
dan 1506 KUH Perdala. 

IV. KEWAJIBAN PEMBELI 

I. Pembeli tetah menyetujui jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rttmah 
sesuai gambar ars!tektur. gambar denah. dan spesifikasi teknis bangunan 
yang teJah ditetapkan bersama. 

2. Pembeli wajib membayar jumiah toea! harga Tanah dan Bangunan Rurnah. 
beserta segala pajak, dan biaya-biaya lain yang trmbul sebagai akibat 
adanya pengikatan jual beli rumah, dengan tatacara pembayaran yang 
disepakati bersama. 

3. Pembeli wajib membayar biaya pembuatan aktanotaris, pengikatanjual bell 
rumah, blaya pendaftaran perolehan hak atas tanah atas nama Pembeii, 
sedangkan biaya pengurusan scrUOkat ditanggung oleh penjuaL 

4. Apablla Pembeli la\a( untuk membayar angsuran harga Tanah dan Bangunan 
Rumah sebagaimana dimaksud dalam butir 2 angka IV terse but. pada waktu 
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yang telah ditentukan, maka d!kenakan denda keterlambatan. sebesar l 0100 

(dua perseribu) dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo un!uk setiap 
hari keter!ambatan. 

5. Apabila Pembe!l !alai me:mbayar angsuran harga Tanah dan Bangunan 
Rumah, segala pajak. sena denda-denda, dan btaya-b1aya lain yang 
te;hulang selama 3 {tiga) kali berturuHurut, maka pengikatan jual beli 
rumah dapat dibatalkan secara sepihak, dan segala angsuran dibayarkan 
kembali dengan dlpotong biaya Adlmistrasi oleh Penjual. 

V. SERAH TERIMA BANGUNAN 

l. Dalam hal bangunan rumah yang menjadi obyek dari Pengikatan jual Beii 
Rumah telah selesai dlbangun sesual dengan jangka waklu yang 
dipeljanjikan, dan sepanjang Pembeli telah selesai memenuhi kewajiban 
untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biaya-biaya 
lalnnya. maka Penjual dan Pembell sepakat untuk rnenandatanganl Berita 
Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Rumah. 

2. Dalam waktu 2 {dua) minggu sebelum dJlakukan scrah terima Tanah dan 
Bangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam butir I angka V. maka pihak 
Penjual wajib memberltahukan secara tertulis tenlang adanya Serah Terima 
Tinah dan Bingunan Ruinah kepada Pembeli. 

3. Apabila setelah jangka waktu surat pemberitahuan pad a bulir 2 angkn V, 
tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebuL maka 
dengan lcwatnya waklu tersebut, pihak Pembeli Ielah dianggap meneriinu 
Tanah dan Bangunan Rumah tersebut dengan segala konsekuensi dan 
resikonya, 

4. Dalam hal pihak Penjual berhasil mendirikan bangunan rumah lebih cepat 
darlpada jangka waktu yang telah diperjanjikan, dan dalam hal PembeJi 
telah memenuhi kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan 
Rumah beserta biaya~biaya lainnya yang berkaitan dengan itu, maka Tanah 
dan Bangunan Rumah tersebui dapat dlserahterimakan oleh pihak Penjual 
kepada PembeiL 

VI. PEMELIHARAAN BANGUNAN 

l. Dengan dilakukan serah terima Tanah dan Bangunan Rumah, makl;l segala 
tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga Tanah dan Bangunan Rumah 
terse but menjadi tanggungjawab pihak pembeJi s~penuhnya, 

2.. Setelah serah terima Tanah dan Bangunan Rumah dilakukan pihak Peruual 
wajib untuk memberikan masa pemeliharaan/perbaikan dalam jangka 
wakh.t IOO (seratus} harl terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Berl!a 
Acara Serah Ter1ma, 

3. Perbaikan~perbaikan atas bagian yang rusak yang dilakukan oleh pihak 
Penjual berdasark:an Gam bar Den:ah Bangunao. danSpesifikasi Teknis. yang 
merupakan lampiran dari Penglkatan Jual Belt Rumah terse but 

4. Apabila se.lama berlangsungnya mas a pemellharaan sebagaimana dimaksud 
dalam butir 2 angka VI. terjadl kerusakan pada bangunan yang disebabkan 
oleh Keadaan mcmaksa (Force Mayeure). seperti antara lain, gempa bumi, 
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banjir, huru-hara perang dan tindak kekerasan yang dilakukan olch 
peror.mgan maupun massal, a:tau kan:wa adanya perubahan bangunan 
rumah yang dilakukan plhak Pembeii, maka pihak PenjuaJ dibeba<>kan at as 
tanggungjawab perbaikan, 

Vll, PENGGUNAAN BANGUNAN. 

L Pembeli wajib menggunakan Tanah dan Bangunan Rumah sebagai tcmpat 
tingga1 dan/ata.u .sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, 

2. Pembeli wajib senantiasa rnentaati "Peraturan Tala Terlib Lingkungan ·yang 
ditenibkan oleh RT dan RW 

Perubahan Bangunan. 

3. Pembeli selama masa pendirlan bangunan tidak, diperl<enankan untuk 
menghubungi dan memerintah pelaksana bangunan yang bersifat 
mengubah dan menambah bangunan rumah tanpa persetujuan Penjuai. 

VIII. PENGALIHAN HAK. 

l. Selama belum dilaksanakannyajual beJi di hadapan Pejabat Pembuat Akla 
Tanah. tanpa. persetujuan rertulls dari pihak Penjual. pihak Pemhe!i 
dibenarkan untuk meogaHhkan hak atas Tanah dan Bangunan Rumah 
kepacta pihak ketiga. Demikian pula seballknya beriaku bagi Pihak 
Penjual. 

2. Penjua1 dapat menyetujui secara tertulis kepada Pembeli untuk 
mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan kepada plhak ketiga. apabi!a 
Pembe1i bersedia membayar biaya administrasi sebesar 2 I/2 % (dua 
setengah presen} dari hargajual pada transaksi yang ber!angsung. 

IX.' KETENTUAN PEMBATALAN PENGIKATAN 

J. Penglkutan jual Bell Rumah tidak berakhir karena salah satu pihak 
meninggal dunin, akan tetapi tetap menurun dan harus dltaati oleh para ahli 
warls dari pihak yang meninggal. 

2. Pengikatan jual BeJi Rumah, pembell mempunyai hak untuk menjadi batal 
apabiJa teljad:i hal-hal sebagal berikut : 

a. Plhak PenjuaJ tidak dapat menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah 
beserta hak·bak yang melekal. tepat waktu yang diperjanjikan. dan 
Pembell telah selesai kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan 
Bangunan tersebut. 

b. Pihak Penjual menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang tidak 
cocok dengan Cambar Denah. dan SpesJfikasi Teknis Bangunan yang 
rehah ditetapkan bersama dan menjadi lampiran dalarn Penglkatan Jual 
bell. 
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c. Apabila keadaan yang dimaksud dalam butir a dan b angka IX tersebut 
terjadi maka perjanjian menjadt batal, dan Penjual wajib mernbayar 
uang yang te!ah diterlma, ditambah dengan denda, bunga. dan biaya­
biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukurn. 

d. Pembeli tidak dapat memenuhi dan atau tidak sanggup meneruskan 
kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 

e. Pembell tldak dapat memenuhl kewajibannya unwk membayar cicilan 
kepada Bank Pernberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan 
syarat-syarat Akta Perjanjian Kred!L 

(. Pembeli mengundurkan diri atau membatalkan transaksljual beli Taoah 
dan Bangunan Rumah karena suatu sebab a tau alasan apapun juga. 

g. Apablla keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir d. e, dan f angka 
IX tersebut terjadi dalam hal pembayaran atas Tanah dan Bangunan 
Rumah belum mencapai 10% (sepuluh prosen) maka kese!uruhan 
pernbayaran tersebut menjadi hak pihak Penjual. 

Dalam hal pembayaran harga Tanah dan Bangunao Rumahyang d!lakukan pihak 
Pembeli melebihi 10% {sepuluh proseli) maka pihak Penjual berhak memotong, 
JO% {sepuluh prosen) darijumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah dan 
sisanya waj!b dikembalikan kepada pihak PembeiL 

X. AKTA JUAL BEU. 

l. Akta Jual Seli Tomah dan Bangunan Rumah harus ditandatangani oleh Penjual 
dan PembeH di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam haltelah 
dipenuhl aspck~aspek sebagai barikut: 

a. Bangunan Rumah telah selesal dibangun di atas tanah dan Ho:lah siap 
untuk dihuni; 

-b, Pembeli- telah membayar lunas ·selumh harga Tanah dari Bangonan 
Rumah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan 
itu: 

c. Proses. permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah selesai 
diproses dan sertifikat Hak Guna Bangunan tei'daftar atas nama Penjual; 

2. Pada saat melangsungkanjua! beli Tanah dan Bangunan Rumah di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) dan ntau pada waktu melangsungkan 
pengikatan di hadapan Notarjs, Pembeli wajib membawa dan 
memperlihatkan asli surat-surat berikut kultansi rnengenai pembayaran 
harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biaya-biaya lainnya yang 
berkaitan dengan ltu; 

XL PENYELESAIAN PERSELISIHAN. 

l. Jika terjadi perse!lsihan, perbedaan pendapat maupun sengke:ta yang limbul 
sehubungan dengan/sebagai akibat dari pengikatan !ni, maka para pihak 
akan menyelesaikan secara musyawarah. 

i 
! 
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2. Jika penyelesaian secant musyawarah tidak membawa hasil. maki para 
pihak sepakat unmk menyele.saikan .sengketa yang terjadi mel.:~lui Badon 
Arbltrasi Nasional Indonesia (BANO. 

3. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan o!eh Badan Arbitrasi 
Nasional Indonesia {BANI) menjadi beban dan harus diba)raroleh para pilmk 
untukjumlahyang sama yaitu Penjual 50% (lima puluh prosen) dan Pembeli 
50% (Hma puluh prosen). 

4. Dala.m hal terjadi perubahan. pengurangan, dan/atau penambahan atas isi 
dari Pengikaran jual Beli inl, maka para p!hak akan memndingkan secara 
musyawarah dan mufakat serta hasilnya akan dituangkan dalam .sualu 
Adendum yang merupakan bagian yang tidak dapal dipisahkan darl 
Pengikatan ]uaJ Belllnt 

jakarta, 1995 

Menterl Negara Perumahan Rakyat 

Jr. Akbar Tandjung 
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